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Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

40 ditulis Ahmadiyyah

Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh
L&La ditulis jama'ah.

2. Bila dihidupkan dituli t, contoh: ¢ W' L2 ditulis karamatul —auliya’

Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ¢ i ditulis u.

Vokal Panjang

a panjang ditulis &, i pan| an panjang ditulis @i, masing-masing

dengan tanda hubung (-) %ﬁ‘%ﬂﬁgﬂ J @ J
REINIVERSITAS

1. Fathah + ya’ mati dituli 9|i,_cont3h: 25 ditulis bainakum,

2. Fathah+wawu mati ditulis auﬁntoh: J#A ditulis gaul

Vokal-vokal penm yaDngQruruE délll satu kata dipisahkan dengan
apostrop (‘)

&l ditulis a’antum

<%a ditulis mu’annas

Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah, contoh: V3 ditulis al-Qur,an L4 ditulis

al-Qiyas



2. Bila diikuti huruf Samsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf / (el)-nya.
Contoh: ¢l di tulis as-Sama, o< ditulis asy-Syams.

Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Dituli kata per kata, contoh: u=s_i s ditulis zawil al furiid

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut,
contoh: L M ditulis /ﬁmfxm i ditulis Syaikh al- Islam

atau syaikhul-Islam.
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ABSTRAK

EFEKTIFITAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MADRASAH
DINIYAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA
(Studi Kasus di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmlaya)

Oleh :
Palah
NIM. 079132210

Bupati Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4
Tahun 2006; yang tujuan utamanya adalah bahwa Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah sebagai lembaga pendidikan nonformal yang berbasis pada nilai-nilai
keagamaan dan moral Islami yang tumbuh di masyarakat sebagai modal dasar dalam
merealisasikan Visi Kabupaten Tasikmalaya “Religius Islami” perlu dikelola dengan
baik.

Tujuan wtama penelitian adalah engetahui faktor-faktor pendukung dan
penghambat terhadap efektifitas j Tasikmalaya tersebut, dengan
cakupan penelitian tentang Z{tem enyeleniggaraan pendidikan di Madrasah

Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang'meli 1g m administrasi dan pendidikan.
Jenis penelitian adalah @e itian angan, dan sifatnya adalah deskriftif.

Pendekatan yang digunakan : ‘ ¢dangkan data yang dikumpulkan data
kualitatif. Penelitian dilaksanaki i ' adrm Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang
ada di Desa Banjarwaringin. Sumbe ¢ ari sumber data primer dan sekunder.
Sumber- data primer meliputi Le mbar upan Tasikmalaya Nomor.- 4. Tahun
2006, Kepala dan Guru Madramh; gkan sumber data skunder berupa

sumber-sumber lain baik berupa omng atau Iainya yang ada kaitannya dengan masalah

penelitian. Tehnik adalah gﬁ Aaszcara, dan dokumentasi,

dengan analisis ku

Berdasarkan  hasil i batwa terdapat faktor-fakior
pendukung dan penghambat t e an Bupati Tasikmalaya Nomor 4
Tahun 2006. Faktor-faktor pe g lersebur adalah partisipasai dan swadaya,

motivasi siswa, al, dan kepribadian guru;
sedangkan yang menj imalnya peran dan fungsi
kepemimpinan, keterbatasan forsonil ketenagaan, keterbatasan dana dan sarana
prasarana, dan kurang maksimalnya peran kepengawsan.

Bagi nilai-nilai akademik hasil penelitian dapat memberikan kontribusi untuk
pengembarigan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sistem pendidikan
keagamaan Islam nonformal khususnya pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah; dan bagi nilal-nilal sosial dapat memberikan Informasl secara objekiif
pendrdtkan sebagamma yang di harapkan melalui Peraturan Bupan Tasrbnala}u
Nomor 4 Tahun 2006, terutama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya,

sebagai penanggung jawab program.

Kata Kunci: Madrasah, Efektifitas, Metode, Faktor, Program.

xviii
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Ada perkembangan yang dinilai sangat positif bagi pelaksanaan kegiatan
pendidikan agama Islam di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu dengan lahirnya
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya.

Ini merupakan salah satu W Daerah Kabupaten Tasikmalaya
7
yang menghendaki “pend gkan berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan

dikelola dan dikembangkan dengan

SIBROaR

)
moral Islami yang tumbuh/di

>
baik, sehingga menghasifkan

kemampuan dasar keagmﬁf@ﬂ,m% dan siswa Muslim pada lembaga

pendidikan IWEﬁastldeﬂ gm merealisasikan Visi
Tasikmalaya Religius 1s|a$'.’i'_ A M
Fenomena wmdé meht yang menyadari

bahwa peranan pendidikan agama sangat berpengaruh terhadap

yang kualified guna menunjang

2

perkembangan kepribadian anak. Apalagi untuk menghadapai dunia global
yang penuh tantangan perlu dipersiapkan manusia-manusia yang memiliki

kepribadian yang seimbang antara iman dan tagwa dengan ilmu pengetahuan

' Bupati Tasikmalaya, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya,
(Tasikmalaya: 2006) hal 1.



dan teknologi, yaitu manusia manusia yang berpegang pada nilai-nilai agama,
memiliki pengetahuan dan kecerdasan serta keterampilan.

Madrasah Diniyah adalah salah satu alternatif untuk menjawab persoalan
seperti tersebut di atas yaitu mempersiapkan manusia yang mempunyai
keimanan dan ketaqwaan yang berkulitas. Madrasah Diniyah diharapkan
mampu secara terus menerus memberikan pendidikan agama kepada anak
didik yang belum terpenuhi pada jalur sekolah/ madrasah formal. “Kebutuhan
masyarakat dan tambahan pendidikan dan pengajaran agama, terutama bagi
anak-anak yang belajar di sekolah umum dirasa sangat mendesak, hal ini

disebabkan antara lain lajaran agama yang disediakan di

O

sekolah dirasakan masih untuk menjadikan anak didik mampu

dalam menghayati makna

dogmtnl® AT

Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah

mengakar diM m; LI &gercaturan pendidikan
nasional tidak bisa dl‘!MM‘ﬂ sejarah pendidikan nasional,
Madrasah Dmnyallmm@ NE&!A’I(‘IM keagamaan yang

patut dipertimbangkan. Hal ini tidak saja disebabkan usianya yang relatif tua,

nemahami dan membaca al-Qur’an

tetapi juga secara signifikan telah ikut andil dalam upaya mencerdaskan

kehidupan bangsa.

2 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI,
Kurikulum Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPF),
kata pengantar Husni Rahim (ttp., tnp., 1997), hal. v.



Dalam sejarahnya, “ Madrasah Diniyah lahir dari rahim pesantren diakui
menjadi guru dari pendidikan di Indonesia dengan ciri yang khusus berbasis
pengetahuan agama.” Tidak heran jika pada masa penjajahan kolonial
Madarasah Diniyah menjadi salah satu objek yang terus diselidiki dan
diawasi. Dengan lahirnya sekolah-sekolah yang diusung dari rahim
kolonialisme yang merubah sistem pendidikan di Indonesia ke arah sistem
pendidikan modern, tetapi hal tersebut tidak mampu merubah Madrasah
Diniyah sebagai fenomena budaya pendidikan Indonesia. Hal ini terlihat

dengan eksisnya sistem Madrasah Diniyah hingga sekarang, yang secara

elatif meningkat. Fenomena tersebut
radaan Madrasah Diniyah sebagai
ahuan agama adalah salah satu

Lebih jauh lagi peranan Madrasah Diniyah dalam kancah politik pada

masa pra keMm%m§sl:[aﬂy% §ah1rkan patriot-patriot
yang mempunyai jiwa %éMﬁnw. Oleh karena itu peranan
Madrasah DiniyallmmHElS'l Aﬂngsa dan bernegara tidak
bisa dipisahkan. Ini menunjukan bahwa Madrasah Diniyah mampu mencetak
Muslim yang memunyai kepribadian yang berkualitas.

Selanjutnya fenomena yang lain bahwa keberadaan Madrasah Diniyah di
daerah pada umumnya merupakan tradisi turun temurun yang diselenggarakan

secara sederhana oleh sekelompok masyarakat yang peduli terhadap

? “Mengusung Identitas : Potret Pendidikan Madrash Diniyah” Mihrab, edisi I, tahun III



pendidikan agama. Pelaksanaanya pun beragam karena banyak ditentukan
oleh kondisi masyarakat, yang relatif tidak didukung oleh dana dan peralatan.
Madrasah Diniyah di daerah identik dengan keberadaan mesjid, biasanya
dimana ada mesjid di situ diselenggarakan Madrasah Diniyah, bahkan
biasanya pengelola Madrasah Diniyah adalah pengurus mesjid tersebut.

Pada masa reformasi sekarang ini pemerintah daerah diberi hak otonomi.
Daerah mendapat kewenangan yang sangat luas untuk menetukan kebijakan-
kebijakan yang dipandang perlu dan strategis oleh daerah tersebut. Diantara
persoalan tersebut yang perlu mendapat perhatian adalah mempertahankan jati

diri, nilai nilai luhur,

nlgrlﬂfﬁ‘-%m% agama dikalangan generasi muda.

Dengan harapan terbentuk

jasmaninya schat serta kuat,'akalnya cerdas serta pandai, dan hatinya taqwa

e Al NIVERSITAS

Kabupaten Tasikn:L&LanAeMyai visi pembangunan masyarakat
:” Tasikmalaya Mmﬁen yang maju dan sejahtra
serta kompetitif dalam bidang agribisnis di Jawa Barat tahun 2010”. Visi

tersebut kemudian di jabarkan kedalam enam misi pembangunan yang salah

* Ahmad Tafsir, /lmu Pendidikan Dalam Persepekiif Islam, editor Tjun Surjaman, Cet. 7,
(Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset, 2007), hal. 46-51.



satunya adalah :* Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan
bertagwa, serta berakhlaqul karimah”.’

Bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya, landasan
Religius Islami bukan merupakan hal baru. Namun demikian perlu upaya-
upaya pembaharuan semangat agar Islam sebagai agama yang selama ini
dianut oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Tasikmalaya menjadi motifasi
yang kuat untuk membangun diri, keluarga dan masyarakat secara bersama-
sama. Oleh sebab itu dinamisasi pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya
harus melibatkan seluruh unsur, baik individu, kelompok maupun institusi
yang ada. Tidak terkec ’ ; niyah sebagai lembaga pendidikan
agama Islam panutan m%y@ngo) jak lama telah mengajarkan nilai
nilai luhur dan norma-n%'ma v

Diniyah diharapkan mal%, ok
visi Religius Islami. Apalagi Apaska 'ditctépkanya Peraturan Bupati Tasikmalya

Nomor 4 TMM,VBEIB &m&: Daerah Kabupaten
Tasikmalaya untuk nl%loh,AMangkan Madrasah Diniyah yang
sckarang dikenal|dehan) fetilh Difiya-THiailiyah menjadi lembaga yang

berkualitas sehingga menghasilkan out put yang kualified guna menunjang

Kabuaten Tasikmalaya mencapai

kemampuan dasar keagamaan masyarakat Muslim di Kabupaten Tasikmalaya.
Dari uraian di atas, maka dapat dijadikan bahan penelitian untuk
penyusunan tesis dengan judul “ Epektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya

Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan

5 Tatang Farhanul Hakim, Dari Madrasah Ke Pendodpo, Kata Pengantar M. Ahman
Sya,(Garut:CV Gadjah Poleng, 2007), hal. 116-117. '



Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya™. (Studi Kasus di Desa

Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya).

B. Rumusan Masalah
Analisis Epektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006
di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa, merupakan langkah untuk
menemukan solusi alternatif yang lebih baik untuk pengelolaan dan
pengembangan pendidikan Madrasah Diniyah atau Diniyah Takmiliyah di
Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa khususnya dan di Kabupaten

Tasikmalaya pada um Peraturan Bupati Tasikmalaya

Nomor 4 Tahun 2006, strategis guna memantapkan

eksistensi dan kualitas

karena itu maka dalam penel i
sebagai berikut:

1. Apa fakl&'—*“rl MMAJ ﬁé Bupati Tasikmalaya
Nomor 4 Tahun ZOM Mah/Diniyah Takmiliyah yang ada
di Desa Banjm %ﬁl&upalen Tasikmalaya?

2. Apa faktor-faktor penghambat efektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya

h di Kabupaten Tasikmalaya. Oleh

@}:lis menentukan rumusan masalah

Nomor 4 Tahun 2006 di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada

di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian



Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung efektifitas Peraturan
Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 di Madrasah Diniyah/
Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan
Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat efektifitas Peraturan
Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 di Desa Banjarwaringin

Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.
ISLAM

@

vISaN

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara ilmiah, ha i diharapkan dapat memberikan

UNYERSITA

kontribusi untuk -ilmu pengetahuan yang berhubungan

0,

dengan sistem pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah.

NP (77 == TS M N R—

informasi objekti MM'W pendukung dan penghambat
efekﬁﬁtaslmam Ei&laﬁwomor 4 Tahun 2006 di

Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa
Banjarwaringin ~ Kecamatan Salopa khususnya, sehingga dapat
menjadi masukan yang berharga bagi Pemerintah Daerah, intansi
terkait, dan para pengelola Madrasah Diniyah / Diniyah Takmiliyah di

Kabupaten Tasikmalaya.



D. Telaah Pustaka

Madrasah Diniyah dalam khazanah Indonesia merupakan fenomena
budaya yang usianya relatif tua. Bahkan tidak berlebihan jika Madrasah
Diniyah dikatakan sebagai salah satu wujud dari identitas budaya Bangsa
Indonesia yang sendirinya telah menjalani proses sosialisasi yang relatif
intensif. Indikasinya adalah wujud identitas budaya ini telah diakui dan
diterima kehadirannya.

Oleh karena itu wacana seputar Madrasah Diniyah bukan suatu hal yang

asing bagi para pakar pendidukan agama. Tulisan tentang hal ini telah banyak

menghiasi jurnal-jurnal i

Amin Haedari dan Ishor
Madrasah Diniyah dala
harus dilakukan untuk meningkatka

SDIIEDIG
dalam menjawab tantangan zaman. Sedangkan dalam penelitian ini akan

membahas WLMJE m‘%ﬁs@an ditetapkannya
Peraturan Bupati Tasil!l&l‘l‘l‘én\)Ml‘ahun 2006, yang berimplikasi
terhadap mW&l&u yang dikenal sekarang

dengan istilah Diniyah Takmiliyah.

w Pesantren dan Madrasah Diniyah

Ainurrafig Dawam dan Ahmad Ta’arifin,’ pembahasan dalam bukunya
mengarah pada upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah di lingkungan

pesantren, sehingga memiliki daya serap edukatif dan transformatif dengan

® Amin Haedari dan Ishom El-Saha, Pesantren dan Madrasah Diniyah, Diva Pustaka, Jakarta,
2004 '

7 Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta’arifin , Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren



kualitas tinggi. Dengan harapan alumni madrasah-pesantren pun tidak
ketinggalan dan bahkan mampu bersaing dengan out put pendidikan umum.
Madrasah yang dimaksud dalam buku tersebut adalah madrasah lembaga
pendidikan formal berada di lingkungan pondok pesantren. Sedangkan
penelitian ini mengarah pada upaya peningkatan mutu Madrasah Diniyah
lembaga pendidikan non formal berbasis keagamaan yang didirikan, dikelola
atau diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan kultur masyarakat itu
sendiri, baik berada di lingkungan pondok pesantren maupun di luar
lingkungan pondok pesantren paska Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4

( ISLAM
Tahun 2006. ]

Adib, Efektifitas Pera erda) Tentang Madrasah Diniyah.

E

élm
NEAN

Ditulis dalam Jurnal Ps%dok Dalam tulisan tersebut, Adib

wga

P I'da—Perda yang mengatur tentang

e

Madrasah Diniyah di Jawa Bamt secara umum. Sedangkan penelitian ini

membahas Mm Mﬁﬁ%pa$l'as%y§iomor 4 Tahun 2006
terhadap kualitas pelﬁllggﬁﬁ Midikan Madrasah Diniyah atau
Diniyah 'l"alﬂnilijrmgem§l| Aamatan Salopa Kabupaten

Tasikmalaya.

Mastuki dan Abd. Adhim, Sinergi Madrasah dan Pondok Pesantren suatu
Konsep Pengembangan Mutu Madrasah. Dalam buku tersebut Mastuki dan
Abd. Adhim mengemukakan tentang model pengembangan mutu madrasah.
Mastuki dan Abd. Adhim mengemukakan gagasan-gagasan tentang upaya

untuk melakukan inovasi-inovasi sebagaimana tuntutan masyarakat,
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peningkatan kualitas manajemen pendidikan madrasah, dengan harapan
pendidikan agama Islam di masa datang makin prospektif, baik secara kulitatif
maupun kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian ini akan dibahas tentang
inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pengelola Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah di Desa Banjarwaringin kecamatan Salopa dalam peningkatkan
mutu pendidikan di Madrasah Diniyah sebagai efek sosial dari Peraturan
Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006.

Dari kajian terhadap tulisan-tulisan yang dikemukakan di atas, menurut

hemat penulis secara keseluruhan belum menyentuh terhadap ranah sistem

\!
S

Kebemdu MM Eia §J@Tlﬁa§pcndidikan Islam telah
dikenal sejak lama bl§x]m %Msa penyiaran Islam di Nusantara.
Pendidikan dan ME&JA&M alamiah melaui proses

akulturasi yang berjalan secara halus, perlahan, dan damai sesuai dengan

. Kerangka Teori

kebutuhan masyarakat sekitar. Pada masa penjajahan sampai sekarang, hampir
semua desa di Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim terdapat
Madrasah Diniyah dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan

budaya daerahnya masing-masing. Madrasah Diniyah di Jawa Barat pada
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umumnya dikenal dengan nama “Sekolah Agama” (Bahasa Sunda: Sakola
Agama).

Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan jalur non formal yang
berbasis pada nilai nilai keagamaan dan moral Islami yang tumbuh di
masyarakat Indonesia. “Namun demikian Madrasah Diniyah bukan suatu yang
asli dalam peta pendidikan di Indonesia. Kata madrasah berasal dari bahasa
Arab yang dalam bahasa Indonesia artinya sekolah. Sedangkan kata diniyah
diartikan sebagai suatu yang berhubungan dengan keagamaan. Jika dua kata
tersebut digabungkan maka berarti sekolah yang berhubungan dengan agama
atau bersifat keagamaan [} ShAM 2

g
e , =
“Madarash mengandung @a@mu wahana dimana anak didik/siswa

o
|
mengenyam proses pembelaj

menjalani proses secara dan terkendali. Dengan demikian

y4
S
= A
SO :
secara tehnis di Madarash Dlmyah mcnggambarkan proses pembelajaran
secara formm m§!ﬂ:[ﬁ)§' etapi dalam lingkungan
cultural, madrasah mv.lr§tlyui A)Mang spesipik. Di lembaga ini anak
didik mempenlm D@NE &Aaﬂm tentang agama dan
keagamaan. Sechingga dalam pemakaiannya kata madrasah banyak dikenal
dengan Sekolah A'gama.”9

Di dalam masayarakat Muslim Indonesia, Madrasah Diniyah merupakan

jenjang awal dalam memasuki dunia keilmuan di sekolah agama Islam.

® Fahmi Arif El-Muniry, Bongkar Pasang Tradisi Keilmuan Pesantren Melacak Eksplorasi
Kurikulum Pembelajaran Madrasah Diniyah, Mihrab, ” edisi 1, tahun 11T (Okteber 2005), hal 15,
kolom 2.

% Ibid, hal. 16, kolom 1.
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Seluruh materi pembelajaran di Madrasah Diniyah adalah ilmu-ilmu agama
Islam, yaitu seperti figh, Qur’an/tafsir, tauhid, sirah nabawiyah, akhlak, hadist,
nahwu, sharaf, ushul figh, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Dengan materi
pembelajaran keagamaan yang begitu padat dan relatif lengkap, maka anak
didik yang belajar di Madarasah Diniyah memungkinkan akan lebih
menguasai terhadap ilmu-ilmu keagamaan, dibandingkan dengan anak didik
yang hanya belajar dilembaga pendidikan yang menerapkan kurikulum
pendidikan nasional, baik dari Departemen Agama maupun Departemen
Pendidikan Nasional.

Setelah mengarungi bangsa Madarsah Diniyah diakui

telah mengalami perub, yang relatif menuju perbaikan,

walaupun masih bany kekurangan yang sering dijumpai.

Seperti halnya kekuran miencolok dalam sistem pengelolaan

BV

baik. Sehingga secara otomatis sistem

tidak mempunyai minijemen | ﬁ
pembelajamgl)mg;l adasa! ;I;u% p%gram belajar mengajar
yang tidak mempunyai L%u!ﬁn%nm pula.. Tidak mengherankan bila
segala kegiatan M§J@MM Ini tidak lepas dari
cksistensi Madrasah Diniyah itu yang merupakan jalur pendidikan non formal
yang posisinya dalam sistem pendidikan di Indonesia hanyalah sebagai
lembaga pendidikan pendukung bagi jalur pendidikan formal.

“Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan non formal yang dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan istilahnya disebut dengan
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Diniyah Takmiliyah adalah merupakan lembaga pendidikan suplemen
terhadap pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di sekolah-sekolah atau
madrasah-madrasah pada jalur pendidikan formal, seperti MI/SD, MTs./SMP,
dan MA/SMA.”"® Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional Bab VI Jalur, Jenis, dan Jenjang Pendidikan;
Bagian Kelima Pendidikan Non formal, Pasal 26 (1) berbunyi:  “Pendidikan
non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan
pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap
pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.”!!
Selanjutnya dalam Peratué f’éhr@rﬁf’tahikl Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan n%a& Pasal 21 (1) berbunyi: “Pendidikan
i

diniyah non formal diselen dalam bentuk pengajian kitab, Majlis
>

Taklim, Pendidikan Al iliyah, atau Bentuk Lain Yang

sejenis”.' Selanjutnya Pasal 25 (1) dikatakan: “Diniyah Takmiliyah bertujuan

untuk melenwnMﬂE B‘SIIIA§ peroleh di SD/MI,
ISLLAM

INDONESIA

' Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jendral Pendidikan Islam
Departemen Agama Rl, Kurikulum Diniyah Takmiliyah, kata pengantar: Amin Haedari (Jakarta,
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2007),
hal. V.

"' Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Rl, Kumpulan Undang-Undang
dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sisdiknas. kata pengantar M. Suparta (Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Islam RI,
2007), hal 17.

'? Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Kumpulan Undang-Undang
dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007
tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, kata pengantar M. Suparta (Jakarta, Direktorat
Jendral Pendidikan Islam RI, 2007), hal 239.
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SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka
peningkatan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT.”"?
Memang eksistensi Madrasah Diniyah dalam sistem pendidikan nasional
tersebut sangat memprihatinkan dengan posisi fungsi yang sangat tidak
menguntungkan. Hal ini dibuktikan dengan “peran Madrasah Diniyah sebatas
untuk menyempurnakan, atau suplemen pendidikan agama yang ada di
sekolah-sekolah umum.”'* Padahal dilihat dari perjalanan panjang sejarah
pendidikan di Indonesia Madrasah Diniyah merupakan identitas budaya yang

indigenous dan memiliki andil besar dalam perkembangan pendidikan

nasional, yang sudah se t perhatian yang sangat serius dari
pemerintah di tengah pesz bangan pendidikan nasional saat ini
4
L
“Kondisi pendid g do@é ia termasuk Madrasah Diniyah jalur

pendidikan non form, ;
/\/.mu
6L

mengahadapi berbagai persoalan dan kesenjangan dalam berbagai aspek yang

lebih kom“l}l*u\éﬁaél:ld‘iﬁnﬁpendidm kurikulum,
tujuan, sumber daya, dlSLqu M&ian Islam.”"®
Upaya perblm m%cndasar, sehingga terkesan

seadanya saja. Usaha pembaruan dan peningkatan pendidikan Islam sering
bersifat sepotong-sepotong atau tidak komperhensif dan menyeluruh serta
~ sebagian sistem dan lembaga Islam belum dikelola secara profesional.

13 Ibid, hal 241.

" Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam
Depariemen- Agama Rl, Pedoman. Kelompok Kerja. Diniyah- Takmiliyah, kaia pengantar Amin
Haedari (Jakarta, Direktorat Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam,
2007) hal 1.

'* Hujair AH. Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakt Madani
Indonesia, kata pengantar Imam Barnadib, Cet. I, (Yogyakarta, Safiria Insania Press Bekerjasama
dengan MSI UII, 2003), hal 9.
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Usaha pembaruan pendidikan Islam secara mendasar selalu dihambat
berbagai masalah, mulai dari persoalan dana sampai tenaga ahli, sehingga
“pendidikan Islam . . . terlihat orientasinya . . . kurang jelas.” Dengan
kenyataan ini, maka sebenarnya “sistem pendidikan Islam harus senantiasa
mengorientasi diri untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul
dalam masayarakat kita sebagai konsekuensi logis dari perubahan..'®
Untuk menghilangkan berbagai kelemahan yang ada pada Madrasah
Diniyah, sekaligus mengukuhkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan
Islam, yang tumbuh, berkembang, dan mampu berperan menangani
pendidikan masyarakat Muslim Indonesia, sudah saatnya Madrasah Diniyah
mendapat perhatian yang serius dari semua pihak terutama pemerintah.

satu lembaga pendidikan Islam

dalam meningkatkan pengetahuan
dan pengamalan agama.

Dalam kontek terseb sasi peran pendidikan Madrasah

J Jdiperlukan pengelolaan Madrasah

Diniyah den@ MVPIECR S‘W@ baik memerlukkan

perangkat pendidikan yrswﬁ Mcana, dan terkoordinir, sehingga

mengahsilkan ou1 NWST;&W tanggung jawab pihak

pemerintah terhadap lembaga pendidikan Madrasah Diniyah dalam hal ini

Diniyah lebih berda

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006. Dalam Peraturan Bupati tersebut, pada
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 (10), dan Pasal 1 (11), dikatakan bahwa:

Pedoman Pembinaan adalah kerangka acuan atau aturan dasar,
penyelenggaraan lembaga pendidikan keagamaan.

1 1bid
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Pengembangan adalah memasukan atau mendampingkan aspek-aspek
baru dalam penyelenggaraan pendidikan dan dalam program pengajaran,
scbagm penunjang keberhasilannya, meliputi pembenahan sistem
manajemen, administrasi, program pengajamn dan pengelolaan keuangan,
serta penyediaan sarana dan prasarana.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tersebut diharapkan Madrasah
Diniyah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya berkembang ke arah yang lebih
baik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

upaya pemngkatan mutu pcndldlkan Madrasah Diniyah/Diniyah

Takmiliyumw ERSWMN&H Salopa.

2. Sifat Penelitian I S I_ A M
Menurut sifatIN E‘ﬁm penelitian deskriptif yang
bertujuan mendeskripsikan apa yang sedang terjadi sehingga diperoleh
informasi tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat efektifitas
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, terhadap peningkatan

"7 Bupati Tasikmalaya, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Dinivah Di Kabupaten Tasikmalaya,
(Tasikmalaya, 2006) hal 2.
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mutu penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah
di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa.

. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis kualitatif.
Artinya penelitian ini didasarkan pada kerangka sistem perundang-
undangan pendidikan yang berlaku. Sedangkan jenis data yang
dikumpulkan adalah jenis data kualitatif tentang faktor-faktor pendukung

dan penghambat terhadap epektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya

Nomor 4 Tahun 2006, dalam penyelenggaraan pendidikan Madrasah

yang ada di Desa Banj arlngm Kecamatan Salopa Kabupaten

TMMMIMgEmm penyusun Madrasah
Diniyah/ DinijenTakmifipt Yédhg ada di desa tersebut terdapat
masalath@@M%SLA sistem penyelenggaraan

pendidikan Madrasah Diniyah Diniyah Takmiliyah menurut Peraturan
Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, dengan realitas sistem
penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah
di lapangan. Dalam hal ini memungkinkan adanya faktor-faktor

pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati
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Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya.

. Sumber Data

Menurut sifatnya, sumber data terbagi dua, yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pokok
atau tangan pertama. Sedangkan data skunder adalah data yang
diperoleh dari sumber lain. Dalam penelitian ini yang menjadi data

primernya adalah lembaran Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 4 Tahun

2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah

dan }Furu-guru Madarash Diniyah yang
ada di Desa Banjarwa'ringin'sebagai key informan ( yang berperan

memby h!)lnyﬂ)mtl Iﬂﬁ}é keterangan tentang
keadaan objek [L%llﬂﬂ'm sumber data skundernya atau
snow ball mm%Sleeh dari sumber-sumber

lain, baik berupa orang , dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku
dan sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang
berfungsi sebagai pelengkap sumber data primer.

. Tehnik Pengumpulan Data

1). Teknik Observasi (pengamatan)
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Penulis melakukan observasi untuk memperoleh informasi tentang
data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah
penelitian. Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipasi
aktif dengan alasan bahwa dengan tehnik ini akan banyak didapat
informasi dari data-data yang ada di lokasi penelitian.
2). Teknik Wawancara.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis,
yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang memakai pedoman

secara tertuli ancara tidak terstruktur adalah
wawancara y. gd' ségdra improvisasi, artinya wawancara
Z
L
ini dilakukan al-ﬂ_;h tertentu yang perlu dipertanyakan.

Wawancara dilakukan; penulis ffengan maksud untuk memperoleh
data secara rinci, jelas dan akurat.

3. T Dotk ek Mg
Tehnik dokuln%:lshﬁfeMncnyalin dilakukan dengan cara
mengJN QQNE M yang tertulis melalui

penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku, arsip-arsip atau yang
lainnya yang dapat dijadikan bahan penelitian.
5. Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif. Analisis tersebut dilakukan dengan langkah-langkah : unitisasi

data, katagorisasi data dan penafsiran data.
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a. Unitisasi data (pengelompokan data)

Unitisasi data adalah pemrosesan satuan data, yang dimaksud satuan

adalah bagian kecil yang mengandung makna bulat dan dapat berdiri

sendiri terlepas dari bagian yang lain. Dalam unitisasi data ini terdapat

langkah-langkah yang dilakukan, yaitu:

1). Mereduksi data, maksudnya memilih data dari berbagai sumber
yang berisi atau relepan dengan data yang diinginkan.

2). Memberi kode, maksudnya memberi kartu indeks yang berisi
satuan-satuan, kode-kode. Kode-kode tersebut dapat berupa

seperti catatan lapangan, dokumen

enandaan cara pengumpulan data.

mengelompokan data yang telah

terkumpul dalam bagian-bagian yang berkaitan berdasarkan kriteria

terten&'.) u!m\/kglﬁ é!(;lr @asan -langkah yang
dilakukan adalahl S I_ A M

1) Meredm maglﬁdam yang telah dimasukan

dalam satuan dengan cara membaca satuan yang sama. Jika tidak
sesuai maka disusun lagi untuk membuat katagorisasi yang baru.

2) Membuat koding, maksudnya memberikan nama atau judul
terhadap satuan yang mewakili entri pertama dari katagori.

3) Menelaah kembali seluruh katagori.
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4) Melengkapi data-data yang telah terkumpul untuk terbentuknya
sebuah hipotesis.
c. Penafsiran data
Dalam kegiatan penafsiran data kegiatan yang dilakukan adalah
memberikan penafsiran seluruh data yang sudah dikatagorisasi.
Penafsiran data dilakukan untuk mencapai tujuan deskripsi semata-
mata dengan menggunakan bingkai teori ilmu yang berhubungan
dengan masalah penelitian. Hal ini menggunakan teori ilmu
pendidikan sistematisasi. Dalam kegiatan penafsiran data juga

dilakukan prosen item denigan rumus perhitungan tertentu.

nE

G. Sistematika Pembahasa

ONWERSITA
A visanoa

Sistimatika pembahgwsag

litian yang berjudul “Epektifitas

HE

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pembinaan u M&Mﬁmm@ §(abupaten Tasikmalaya
(Studi Kasus di Dl&A'M Kecamatan Salopa Kabupaten
Tasikmalaya) selmmm:m

Bagian pertama, pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode
penelitian, sistematika pembahasan. Bagian kedua, potret umum Madrasah
Diniyah / Diniyah Takmiliyah di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa
Kabupaten Tasikmalaya, pengertian dan tingkatan, jumlah Madrasah

Diniyah/Diniyah Takmiliyah, keadaan siswa, ketenagaan kependidikan,



pengelolaan administrasi, penyelenggaraan pendidikan, bagian tiga, peraturan
Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, latar belakang dikeluarkannya
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, pendahuluan dan batang
tubuh Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, tanggapan
masyarakat tentang Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006,
bagian keempat, deskripsi sistem pendidikan Madrasah Diniyah / Diniyah
Takmiliyah pasca Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2006, nama
dan tata kerja organisasi penyelenggara, kedudukan, tujuan, dan fungsi,
prosedur pendirian dan penyelenggaraan, pengelolaan, sistem pembelajaran,

ISLANM, . . .
aan, su |si onitoring, evaluasi, pelaporan dan

UNIVERSITAS
ISLAM

INDONESIA



BAB II
POTRET UMUM MADRASAH DINIYAH / DINIYAH TAKMILIYAH

DI DESA BANJARWARINGIN KECAMATAN SALOPA

KABUPATEN TASIKMALAYA

A. Pengertian dan Tingkatan

Secara etimologi Madarah Diniyah berasal dari bahasa Arab. Kata
madrasah merupakan isim makan dari fi’il madi kata darasa, yang artinya

tempat untuk belajar. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia kata madrasah

diartikan dengan seko
Sedangkan kata diniyah be

m
dinisbatkan menjadi katadini yang artinya berhubungan dengan agama

yang berhubungan dengan agama atau bersxfat keagamaan

Madmap N VE@.,S!;E pendidikana yang dalam

lingkungan cultuml §e|ﬂph® konotasi spesifik. Di lembaga ini
berlangsung prmm&ﬁ tentang agama. Sehingga

dalam pemakaiannya kata Madrasah Diniyah identik dengan Istilah Sekolah
Agama'® (Jawa Barat = Sakola Agama). Menurut A. Malik Fadjar dalam

bukunya Visi Pembaruan Pendidikan Islam (Jakarta: LP3NI, 1994), sebagai

'* Suharto dan Tata Iryanto, Kamus Bahasa Indonesia Terbaru, Cet. Maret 1989, (Surabaya:

Indah Surabaya, 1989), hal. 131.

' Fahmi Arif El-Muniry, Bongkar Pasang Tradisi Keilmuan Pesantren Melacak Eksplorasi

Kurikulum Pembelajaran Madrasah Diniyah, Mikrab, ~ edisi 1, tahun 111 (Okteber 2005), hal 16,
kolom 1
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mana yang dikutif oleh Fahmi Arif El-Muniry mengungkapkan: “ Kata
madrasah secara harfiah identik dengan sekolah agama, setelah mengarungi
perjalanan peradaban bangsa, diakui telah mengalami perubahan-perubahan
walaupun tidak melepaskan diri dari makna asal sesuai dengan ikatan
budayanya, yakni budaya Islam”.°

Madrasah Diniyah mengandung arti tempat atau wahana di mana anak
didik mengenyam proses pendidikan dan pembelajaran tentang agama secara
terarah terpimpin, dan terkendali. Secara tehnis di Madrasah Diniyah
menggambarkan proses pendidikan dan pembelajaran secara formal, tidak

berbeda dengan sekolah ainnya.w demikian tidak dapat dipungkiri

U
pendidikan keagamaan, tetap eksis
Z

|

sebagai sebuah lembaga %mg p&_iajarannya bermaterikan ilmu-ilmu
) >

agama. Walaupun ada ma gﬂm di dalamnya hanya merupakan

tambahan yang persentasmya sangat kecil dan tidak mengikuti standar

Departemen bl Mid Blﬁlsl‘p®,§ Mg, “Mdicho
Diniyah adalah mndmsal§!~sel&h Mpelajamnnya bermaterikan ilmu-
ilmu agama, yait.| ME&@ adab (akhlaq), hadist,
nahwu, sharaf, ushul figh, dan ilmu-ilmu agama lainnya™'

Dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten

Tasikmalaya Bab I Pasal 1 (10), dikemukakan: “Madrasah Diniyah adalah

® 1bid

' Amin Haedari dan M. Ishom El-Saha, Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah

Diniyah, editor Saiful Hadi, Cet. | (Jakarta: Diva Pustaka; 2004), hal. 39.
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lembaga pendidikan keagamaan yang didirikan, dikelola atau diselenggarakan
oleh masyarakat berdasarkan kultur masyarakat itu sendiri, berupa Madrasah
Diniyah sesuai dengan tingkatannya””> Madrasah Diniyah yang dimaksud
adalah lembaga pendidikan nonformal yang karena fungsinya dalam Sistem
Pendidikan Nasional sebatas untuk menyempurnakan pendidikan agama yang
ada di sekolah-sekolah umum istilahnya disebut dengan Diniyah Takmiliyah.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007
tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Bab III Pendidikan

Keagamaan, Bagian Kesatu Pendidikan Keagamaan Islam, Paragraf 2

diselenggarakan dalam bentuk

pengajian kitab, | Majl Pendidikan Al Qur’an, Diniyah

Takmiliyah, atau bentuk I
(2) Pendidikan diniyah no

“Dalam penjelasan Peraturan 'Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 di

atakana Skl NAMES B0 bdoiD yang umum di pakai
masyarakat adalah Madrel Din{h VA

Secara spesifik pehgetian Madtasah Dirliyéh sebagaimana yang dimaksud
dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, adalah lembaga

pendidikan jalur nonformal yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan

2 Bupati Tasikmalaya, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya,
(Tasikmalaya, 2006) hal 2.

# Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Kumpulan Undang-Undang

dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007
tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, kata pengantar M. Suparta (Jakarta, Dircktorat
Jendral Pendidikan Islam RI, 2007), hal 239.

M 1dib, hal. 260
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moral Islami yang didirikan, dikelola atau diselenggarakan oleh masayarakat
berdasarkan kultur masyarakat itu sendiri, berupa Madrasah Diniyah sesuai
tingkatannya.

Secara umum “Tingkatan Madrasah Diniyah untuk tingkat dasar
(Awaliyah) dengan masa belajar 4 tahun dari kelas I (satu) sampai kelas IV
(empat). Untuk tingkat menengah pertama (wustha) dengan masa belajar 2
tahun dari kelas 1 (satu) sampai Kelas II (dua). Sedangkan untuk tingkat
menengah atas ( ‘ulya) masa belajar 2 tahun dari kelas I (satu) sampai kelas 11

(dua).”® Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun

2007 tentang Pendidiks Pendidikan Keagamaan, Pasal 25 ayat

(2) dan ayat (5) berbunyi: Diniyah Takmiliyah dapat
@

dilaksanakan secara berjenj idak berjenjang; Penyelenggaraan
z

Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI,

SIS
SMP/MTs., SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi.”*

TingkaMMMERi&l Tlgﬁh&da]am Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor IQSLMAOMM) dirinci, dilaksanakan secara

berjenjang dan| [ievpady) CAYEA Tingkefaf \Madrasah Diniyah/Diniyah

Takmiliyah disesuaikan dengan jenjang dan tingkatan satuan pendidikan

* Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat jederal Pendidikan Islam
Departemen Agama Rl, Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah, kata pengantar Amin
Haedari, (Jakarta, 2006), hal. 5.

% Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Kumpulan Undang-Undang
dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun.2003
Tentang Sisdiknas., kata pengantar M. Suparta (Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Islam RI,
2007); hal. 240-241.
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formal. Hal tersebut tercantum dalam Bab V Tingkatan Madrasah Diniyah,
Pasal 5 yang berbunyi:

Tingkatan Madrasah Diniyah adalah:
a. 'DADIYAH (persiapan), terdiri dari dua tingkat yaitu:
1). Kelas I setingkat kelas I MI/SD
2). Kelas II setingkat kelas I MI/SD
b. AWALIYAH, terdiri dari 4 tingkat yaitu:
1). Kelas I setingkat dengan kelas Il MI/SD
2). Kelas II setingkat dengan kelas IV MI/SD
3). Kelas HI setingkat dengan kelas V MI/SD
4). Kelas IV setingkat dengna kelas VI MI/SD
c. WUSTHA, terdiri dari 3 tingkat yaitu:
1). Kelas I setingkat dengan kelas I MTs./SMP
2). Kelas II setingkat dengan kelas Il MTs./SMP
3). Kelas I1I setingkat dengan kelas 11l MTs./SMP
d. ‘ULYA, terdiri dari chat yaitu:
1). Kelas I seting tuiengan ;

A/SMA dan yang sederajat

2). Kelas II setingkat as- ]l MA/SMA dan yang sederajat
3). Kelas I1I setingka las 11l MA/SMA dan yang sederajat.”’
Z
Tingkatan Madrasah %iyah sebagaimana tersebut di atas masing-masing

aan J.onformal yang menyelenggarakan

pendidikan agama Islam sebagm pelengkap bagi siswa satuan pendidikan

formal sesuai WU RO TAS
ISLAM

B. Jumlah Madnsmmm

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa
Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 13
Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah, yang kesemuanya berdiri dan

menyelenggarakan pendidikan agama Islam jauh sebelum Peraturan Bupati

" Bupati Tasikmalaya, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya,
(Tasikmalaya, 2006) hal 3.
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Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 ditetapkan tanggal 28 Pebruari 2006.
Namun demikian ke 13 Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah tersebut baru
terdaptar dan mendapat pengesahan dari Departemen Agama Kabupaten
Tasikmalaya dengan bukti Piagam Penyelenggaran  Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmiliyah berikut Nomor Statistik Madrasah (NSM)
setelah ditetapkannya Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006.%*
Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa
Banjarwaringin semuanya didirikan dan diselenggarakan oleh kelompok
mayarakat, yaitu Dewan Keluarga Mesjid,” dan semuanya berada dalam

lingkup mesjid. (, |SLAM

Ke 13 Madrasah

S

5’% ONIVERSITA
MVISINGAN

Takmiliyah tersebut dapat dilihat

dalam tabel berikut:

di Desa Ban_) arwanngm KecamatanSalopa Kabupaten Tasikmalaya

NMI “ ¥ ERS' |ﬁr‘o

No mim 45 I_ l&e Tahun Alamat
1 Al Thsan D, 70 Panyiraman
2 | vt INDS IR 1m0 | oo
3 Riyadu Sholihin DKM Riyadu Sholihin, Tahun 1977 | Gebang

4 Al Huda DKM Al Huda, Tahun 1977 Rancabolang
5 Al Tsarwah DKM Al Tsarwah, Tahun 1974 Babakan

6 Al Munawwar DKM Al Munawar, Tahun 1986 Pencutlame
7 Nurul Huda DKM Nurul Huda, Tahun 1986 Banjaran

8 Al Falah DKM Al Falah, Tahun 1970 ‘Wangunsari

% 13 Kepala Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Desa Banjarwaringin Kecamatan

Salopa Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 1-10 Juni 2009.

® Ibid
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10
11
12
13

Al Huda
Nurul Huda
Al Hidayah
Al Mubarokah
Al Hikmah

DKM Al Huda, Tahun 1989

DKM Nurul Huda, Tahun 1970
DKM Al Hidayah, Tahun 1975

DKM Al Mubarokah, Tahun 1994

DKM Al Hikmah, Tahun 1986

Sampingrancang

tiiat
Cilopang
Cipeuteuy

Sumber: Kordes DT Desa Banjarwaringin, 26 Mei 2009

C. Keadaan Siswa

Siswa yang mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah

Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten

Tasikmalaya secara umum dapat dilihat berdasarkan kelompok jenis kelamin,

kelas, jenjang, dan rombel

g
Secara keseluruhan kea
% Zz

aki-la J( o@rg dan perempuan 339 orang. Untuk

s
Z

O
a berdasarkan jenis kelamin berjumlah

No
1
2 | Al Mubarok
3 | Riyadu Sholihin
4 | Al Huda
5 | Al Tsarwah
6 | Al Munawwar
7 | Nurul Huda
8 | Al Falah
9 | Al Huda
10 | Nurul Huda
11 | Al Hidayah
12 | Al Mubarokah
13 | Al Hikmah

Jumlah

61
25 29 54
28 26 54
26 21 47
29 25 54
22 29 51
30 25 55
24 25 49
28 25 53
23 27 50
20 26 46
29 20 49
22 28 50
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Jumlah

334

339

673

Sumber: Kordes DT Desa Banjarwaringin, 26 Mei 2009

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang diselenggarakan hanya

jenjang Awaliyah dengan keadaan siswa secara keseluruhan terdiri dari:

jenjang kelas I (satu) 171 orang, kelas Il (dua) 167 orang, kelas III (tiga) 164

orang, dan kelas IV (empat) 171 orang. Sedangkan keadaan siswa

berdasarkan rombel secara keseluruhan berjumlah 52 rombel. Keadaan siswa

berdasarkan jenjang, kelas, dan rombel secara rinci dari masing-masing

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Keadaan Siswa
s | ..
> Jmil
o Bl W% 5 s
20 /AN Rbl
I 1 W jrjmjmjr) o)
[ DN e
02 | AlMi - ] 4 - -1 - 4
03 Riyadu Sholihin - 1 17 -1 - - 4
04 | Al Huda I 1 12 - - |- - 4
05 | Al Tsarwah - 12 13 b -} -1-}-1- 4
06 Al Munawwar - - 15 13 -1 - - 1= - - 4
07 | Nurul Huda . -l -1 -1-1-1- 4
o [N DD - AHHHEHEE
09 | AlHuda - - 13 -1 - 4
10 | Nurul Huda - 12 |12 12 14 - - 4
11 | Al Hidayah - 13 |12 10 11 -1 - 4
12 | Al Mubarokah 12 |12 14 11 - - |- - 4
13 | Al Hikmah o 14 |1 12 13 -l -1-1-1-1- 4
Jumlah - 171 | 167 [ w4 [T |- - -]-] -] -
52
Jumlah Semua 673

Sumber: Kordes DT Desa Banjarwaringin, 26 Mei 2009.

D. Keadaan Tenaga Kependidikan
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Tenaga kependidikan berdasarkan persyaratan minimal mendirikan dan
menyelenggarakan pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah
sekurang-kurangnya terdiri dari: kepala, guru kelas/guru mata pelajaran 2
orang, tenaga administrasi 1 orang.® Selanjutnya sebagaimana dalam
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomo 4 Tahun
2006 bahwa dalam upaya memperbaiki kinerja dan pengelolaan pendidikan
agama Islam, Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah harus dikelola secara
berjenjang, terencana, dan profesional. Maka unsur ketenagaan Madrasah

Diniyah/Diniyah Takmiliyah minimal harus terdiri: 1 orang kepala, 1 orang

akil kepala bidang kesiswaan, 1
a, 1 orang Bendahara, 1 orang

m
tenaga administrasi atau %ta u i/guru kelas (sejumlah kelas), dan
5

guru mata pelajaran.
Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa pada

umumnya hMIdJnM m&%‘§ pun sangat terbatas
dilihat daci jumlsh ceth R MM akademic yang dimiliki gura
yang bcmngkutlmgm_ﬁll&m tenaga kependidikan

tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Madrasah  Diniyah/Diniyah

% Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam,
Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah, Kata Pengantar Amin Haedari (Jakarta:
Departemen Agama RI, 2006), hal. 12.
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Keadaan Tenaga Kependidikan
Berdasarkan Jumlah

32

&

Nama MD/DT

Tenaga Kependidikan

3

Wkl.Kep.
Bid.
Kurikulum

Wkl.Kep.
Bid.
Kesiswaan

WkLKep |
. Bid.

Guru
Kelas

D00 NN B W -

S
LN -0

Al Thsan

Al Mubarok
Riyadu Sholihin
' Al Huda

Al Tsarwah
Al Munawwar
" Nurul Huda
Al Falah

Al Huda
Nurul Huda
Al Hidayah
Al Mubarokah
Al Hikmah

Bk p— o — o o o —

Jumlah

—
w

N WWWWRAEANWWLRNNNWW

(78]
(=,

Mei 2009

Keadaan Tenaga Kependidikan

WE"R‘ S A

g

Nama MD/DT

Pendidikan Terakhir

TOEMAIRAY

D3/D
D.1/D2 4

E

AV=T- R T N S

Al Thsan

Riyadu Sholihin
Al Huda

Al Tsarwah
Al Munawwar
Nurul Huda
Al Falah

Al Huda
Nurul Huda
Al Hidayah

Al Mubarokah
" Al Hikmah

Al Mubarok ||

ONEESIA: |

Wb bd bl Wwes s AW

Jumlah

=
pr

Sumber: Data Kordes DT Desa Banjarwaringin, 26 Mei 2009
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Berdasarkan keadaan tenaga kependidikan yang sangat terbatas, maka kepala
dan guru yang ada dengan segala keterbatasannya mempunyai banyak tugas dan
fungsi rangkap.

E. Pengelolaan Administrasi
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa administrasi Madrasah
Diniyah/ Diniyah Takmiliyah dapat diartikan sebagai segala usaha bersama
untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personil maupun materil, secara
efektif dan efisien, untuk menunjang tecapainya tujuan pendidikan di
Madrasah Diniyah /Diniyah Takmiliyah.

Administrasi M.

dan fungsinya, tentunya |pe agasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah,

Z
yaitu kepala dan guru y scn_&ala keterbatasannya harus berusaha
>

melaksanakan adminstrasi
dalam abad modern terutama dalam dunia pendidikan sangat penting. Bahkan

boleh diﬁatﬂlm*ymﬂa%a salah satunya sangat
tergantung pada baik aull.ﬁnldm)%Maan administrasi.”™"!
Namun demBE Q@M%Wm Diniyah/ Diniyah

Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabuapten

, )’naksimal. Karena “... administrasi

Tasikmalaya pada umumnya belum dilaksanakan dengan baik, dan belum
sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006

dan Petunjuk Teknisnya dan atau Pedoman Penyelenggaraan Diniyah

3 jwan Ridwan Hadiansah, “Administrasi Pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah”,
makalah disampaikan pada Pembinaan Guru Madrasah Diniyah se Desa Jatiwaras Kecamatan
Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, diselenggarakan oleh Kelompok Kuliah Kerja Nyata STAF
Tasikmalaya, Tasikmalaya, 09 Agustus 2008, hal. 2.
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Takmiliyah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia
Tahun 2006. Atau bisa dikatakan sebagain besar administrasi Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmiliyah belum dilaksanakan. Administrasi yang adapun
ditemukan terkesan alakadamya.” Administrasi tersebut mencakup
administrasi  organisasi, kurikulum, ketenagaan, kesiswaan, tata
usaha keuangan/pembiayaan, dan tata hubungan dengan masyarakat.
Implikasi dari keadaan pengelolaan adminstrasi yang buruk dan atau
belum dilaksanakan mengakibatkan fungsi integral administrasi dalam proses

pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa

nyak 13 Madrasah Diniyah/Diniyah

8| Yaitu fingsi  administrasi di

ﬂr up berbagai kegiatan seperti

menentukan kebutuhan, ‘menetukan strategi pencapaian tujuan, dan

menﬂummm Agﬁncapaian tujuan;
2. Fungsi Organisasi,l §LmﬁMengelolaan personil ketenagaan,
sarana pmsalm MME&:AL yang berwujud sebagai

suatu badan yang integral;
3. Fungsi Motivasi, yang mencakup terutama untuk meningkatan efektifitas
dan efisiensi proses dan hasil kerja. Fungsi tersebut timbul karena adanya

penentuan dan distribusi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang

32 Observasi Penyelengaraan Administrasi MD/DT di 13 MD/DT, 11-20 Juni 2009.
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sesungguhnya bermuara pada relevansi, efektifitas, dan efisiaensi hasil
kerja yang akan dicapai.

4. Fungsi Pengawasan, yang meliputi proses pengelolaan secara
menyeluruh sehingga tercapai hasil sesuai dengan perencanaan. Hal ini
akan berguna untuk mencegah terjadinya penyimpangan, bimbingan
untuk peningkatan kinerja, memperoleh umpan balik, dan untuk

3

mengukur ketercapaian tuju::m.3

F. Penyelenggaraan Pendidikan

Seperti dijelaskan apbe?umnya

g
Takmiliyah mempunyai p ;

i
agama Islam ke dalam tlizh siswanya. A

wa, Madrasah Diniyah/Diniyah
lam menananmkan nilai dan ilmu

sebagai lembaga penc g bagi lembaga pendidikan

sekolah/madrasah formal, Madrasah Dihiyah/Diniyah Takmiliyah dituntut

untuk mem‘nym Lym:ﬁﬁéa apabila ditinjau dari
tujuan program pendidilMMm Peraturan Bupati Tasikmalaya
Nomor 4 TahullMD QNEMD& Islam di Madrasah

Diniyah/Diniyah Takmiliyah sebagai pola pendidikan agama Islam pada
sekolah/madrasah formal. Dalam hal ini Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah seharusnya mampu meningkatkan kerjasama pendidikan dengan

sekolah/madrasah formal. Namun demikian ternyata pelaksanaan pendidikan

» Jwan Ridwan Hadiansah, “Administrasi Pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah”,
makalah disampaikan pada Pembinaan Guru Madrasah Diniyah se Desa Jatiwaras Kecamatan
Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, diselenggarakan oleh Kelompok Kuliah Kerja Nyata STAI
Tasikmalaya, Tasikmalaya, 09 Agustus 2008, hal. 2-3.
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di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin
Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya dilaksanakan ala
kadarnya (seadanya) dan dengan diwarnai kesederhanaan,™ atau dikatakan
“la yahya walayamut.”® Artinya penyelengaraan pendidikan tersebut belum
seperti yang diharapkan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Tasikmlaya Nomor 4 Tahun 2006.

Penyelengaraan Pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah
dikatakana apa adanya dan penuh kesederhanaan, hal ini dilihat dari
keadadaan komponen pokok pendidikan Islam yang menentukan berjalan dan

tidaknya penyelengaraa

g
Takmiliyah. “Komponen @o

Eolch Ii y
1. Tolwm
viadrasan\ DI R Rl Sese Barjarwaringi
Riscmmuiny Nilope 1<L§Lm %Ma, sélarubarys ik mamponysl
tujuan wndidllmm% l:Dag datam visi, misi, dan

tujuan satuan pendidikan’ Hal ini mungkin terjadi karena sifat

sebagai mana yang dikuti bu Bakar dan Surohim terdiri dari

tujuan, pendidik, anak did ¢, alat pendidikan, evaluasi.”®

* Observasi terhadap pelaksanaan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di
Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, 20 Juni - 05 Juli 2009.

35 KH. Ahmad Nurjamil (MUI Desa Banjarwaringin), 6 Juni 2009.

% Usman Abu Bakar dan Surohim, Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam, Editor
Suyanto, (Yogyakarta: Safiria Insania Press; 2005), hal. 61.

37 Observasi terhadap pelaksanaan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di
Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, 20 Juni- 05 Juli 2009.
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kesederhanaan Madrasah Diniyah/Diniayah Takmiliyah yang mungkin di
warisi dari sifat keederhanaan pesantren (terutama pesantern salafiah),
yang dalam sejarahnya Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah lahir dari
pesantren. Hal ini benar adanya karena pada umumnya pengelola
Madrasah Diniyah /Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin
Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya merupakan alumni-alumni
pesantren salafiah, seperti yang tarcantum dalam tabel 3.5.

Tujuan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah hanya ada dalam benak

para pengelola, yang intinya secara umum semata-mata ibadah untuk

mendapat ridho Al Sﬁﬁi}'}ngazn harapan siswanya menjadi orang-
g

orang yang soleh d gama,” dan tidak menghubung-
cc

hubungkannya dengau>l pen@udupan, jabatan, dan status sosial di

men—GL S

Dengan sudut pandang seperti tersebut penyelengaraan pendidikan pun

berjalan uM}y Smgﬁligl;ﬁ& kepala madrasah dan
guru kemana MadmnbyﬁM Takmiliyah akan dibawa.

2. Pendidik INDONESIA
Kinerja pendidik/guru atau lebih dikenal di Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin dengan sebutan ajengan,
ustadz, atau kyai, dengan tidak menapikan segala kelebihannya pada
umumnya belum berjalan secara optimal. Hal ini dilihat dari belum

dimilikinya seluruh kompetensi yang seharusnya dimiliki guru, terutama

%% Kepala dan Guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmliyah yang ada di Desa Banjarwaringin,
tanggal 01-10 Juni 2009.



38

kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan untuk mengelola proses
pembelajaran dengan baik, karena guru tidak menguasai tentang teori-teori
pendidikan, sehingga guru tersebut tidak memahami tugas dan fungsinya .
Seperti tidak membuat perangkat pembelajaran karena ketidak mampuan
guru tersebut untuk melakukan tugas, dan fungsinya. Ini dibuktikan
dengan tidak adanya administrasi pembelajaran, berupa: program tahunan,
program semester, silabus, analisis hasil belajar, program evaluasi dan
tindak lanjut, program bimbingan dan konseling, dan lain-lain. Padahal hal
tersebut merupakan salah satu tugasnya sebagai guru.39

Namun dalam hal ini anyalié Iﬁﬁa’i’leb%) yang dimiliki oleh guru Madrasah
<

e O

i)&n enjalankan tugas dan fungsinya

memiliki Kompetensm

p 9“, yang baik yaitu kemampuan
kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta

meniodi SHNUVAESER 5 LF . bt i merupatan

modal untuk mengarlﬁlmMmenjadl manusia yang tidak saja
pintar, tetapi ME& LA« yang baik.

Penampilan dan sikap yang baik guru Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah menunjukan bahwa guru memiliki kepribadian yang baik
pula. Penampilan dan sikap guru tersebut tidak lepas dari pengamatan
siswa bahkan masyarakat luas. Guru Madrasah Diniyah/Diniyah

Takmiliyah pada umumnya merupakan pigur yang menjadi panutan dalam

% Observasi Penyelengaraan Administrasi MD/DT di 13 MD/DT, 11-20 Juni 2009.
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menjalankan nilai-nilai ajaran agama atau paling tidak merupakan
pendidik agama. Hal ini ditunjukan diantaranya dengan kepribadian guru
yang pada umumnya selalu menampilkan citra agamis di madrasah dan di
masyarakat luar madrasah, yaitu, diantaranya:
a. Berpakaian sopan dan rapi dengan mempertimbangkan aturan aurat;

b. Dalam bergaul, mengutamakan sikap akhlakul karimah di kalangan

guru atau dengan siswa;
c. Taat beribadah dan menjalankan syareat agama serta terbiasa

memimpin upacara keagamaan bukan saja di lingkungan madrasah

@A

yang luas dan mendalam tentang

agama Islam nenghadapi berbagai faham dan

VISIN

golongan agama npit dan fanatis. -

Selain memiliki kcpnbadlan yang baik guru Madrasah

Dhiyah/M)MMlﬁaggJJ m memiliki kompetnsi
professional. Kompel§ LanlMig dimaksud adalah kemampuan
guru dalam Jmmmg agama Islam secara
luas dan mendalam. Dengan kata lain guru Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah merupakan pribadi yang memiliki kedalaman dan keluasan

ilmu pengetahuan tentang agama Islam."!

“ Observasi terhadap pelaksanaan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di
Desa Banjarwanngm Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, 20-05 Juli 2009.
! Ibid.
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Guru Madrasah Diniyah/Diniyah juga pada umumnya memiliki
kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik, terutama dengan
siswa. Banyak ciri-ciri nilai-nilai sosial di pesantren (salafiah) juga
melekat sangat kuat di Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah yang ada di
Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, ini dapat
di maklumi karena seluruh pengelola Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah tersebut merupakan alumni-alumni pesantren, seperti:

a. Adanya hubungan yang sangat dekat antara siswa dengan guru.

b. Siswa sangat taat pada pada guru;

c. Kesederhanaan m&dﬁh ﬁ&iﬁ@sEbelajamn;
q Z

d. Semangat tolong '(ﬁm&n 81 a persaudaraan dalam pergaulan
o

warga Madrasah ]aniy

akmiliyah;*

Hal ini menunjukan iniyah/Diniyah Takmiliyah memiliki

kompotensi sosial yaitu  kemampuan untuk berkomunikasi dan

berinter*ss) M‘a\{eE Bﬁtln‘EAls«mgan siswa, dan lebih
jauhnya dengan OIJ'ISIMA\MH masyarakat sekitar.
3. anak Didik [ND ONE SIA

Anak didik atau siswa Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah

diperuntukan bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu dalam pelaksanaan
penerimaan siswa baru tidaklah ketat. Semua anak yang beragama Islam
yang berminat diterima dengan baik. Bahkan pengelola Madrasah

Diniyah/Diniyah Takmiliyah terkesan mengharuskan (wagjib) anak-anak

2 Ibid
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yang ada di lingkungan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah untuk
mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah yang bersangkutan.”> Namun
demikian karena sifatnya jadi pelengkap bagi pendidikan agama Islam di
sekolah/madrasah formal, maka siswa Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah adalah anak-anak atau remaja yang telah mengikuti
pendidikan di sekolah/madrasah formal.

Pada dasamnya siswa Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah tidak
ditentukan secara kaku dalam hal usia. Anak yang berusia antara 7-12

tahun bisa memasuki Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah Awaliyah,

‘Ulya.

Namun chMsﬁBélnz mwh yang ada di Desa

Banjarwaringin sclu\lL&'LbAMcnggamkan pendidikan jenjang
Awaliyah, m‘m ME—SLAAadmsah Diniyah/Diniyah

Takmiliyah I dadiyah (kelas persiapan) bisa masuk di kelas I Madrasah

Diniyah/Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Demikian juga anak yang
sebaiknya masuk di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah Wustha atau

“Ulya tetap masuk di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah Awaliyah.

* Sepul Milah di MD/DT Nurul Huda, tanggal 05 Juli 2009.
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Dalam pengaturan rombongan belajar, siswa tidak di kelompokan
berdasarkan usia, jenjang dan kelas di sekolah/madrasah formal, tetapi
pengelompokan tersebut diatur menurut kemampuan siswa dalam
penguasaan materi pembelajaran.**
4. Bahan
Bahan pembelajaran Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Desa
Banjarwaringin Kecamatan Salopa pada prinsipnya sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Buapati Tasikmalaya Nomor 4
Tahun 2006 yaitu berpedoman pada kurikulum nasional Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmil i)lriLAbéﬁ)ag' kompetensi versi Departemen
ED iyah/Diniyah Takmiliyah Tahun
AL

(KTSP). Disamping ltq;gﬁwwnakm kurikulum lokal di masing-
masing Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah sesuai dengan karakteristik

masmg-mglz“!hym LIﬂQﬁézping bersumber dari
buku yang diterbilkzln%!l‘l'[)’%ledidikan Diniyah dan Pondok
Pesantren D.M@.;NE!&'A: Departemen Agama RI,

juga dipakai kitab-kitab kuning dan buku-buku klasik (syi’iran atau

]
1983 yang diadaptasi -deng allum Tingkat Satuan Pendidikan
o)

nadzoman). Syi'iran atau nadzoman biasanya berbahasa Sunda ditulis
dengan hurub Arab (pegon).*

5. Metode

* Kepala dan Guru Madrasah Diniyah yang ada di Desa Banjarwaringin, tanggal 01-10 Juni
2009.

* Observasi terhadap pelaksanaan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di-
Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, 20-05 Juli 2009.
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Di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa
Banjarwaringin Kecamartan Salopa Kabupaten Tasikmalaya metode
pendidikan yang digunakan dalam proses pembelajaran banyak
mempergunakan metode tradisional yang menjadi ciri khas Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren, disamping metode-
metode lain yang pada prinsipnya sesuai dengan materi pembelajaran.
Seperti metode weton/bandongan atau bandungan (sunda), dan sorogan
terutama digunakan dalam pembelajaran kitab-kitab kuning. Metode
hapalan dan pemberian tugas biasanya digunakan dalam pembelajaran
T

‘Amma dan nadzoma %)@c(zd montrasi digunakan ketika proses
>rutama praktek shalat.

materi al-Qur’an-Hadits tgllﬂfm'\é\ an surat-surat pendek dari Juz

Dan disamping menggunaka ﬂ’ ode metode seperti weton, sorogan,
201, ) A

e

hapalan, dan pemberian tugas (drill) juga digunakan metode metode lain

seperti A)Myakg,% Lmﬁ§, keteladanan, nasehat-
nasehat, al-qisah MQMC lain yang telah dikenal luas
dikalangan WJME&A.“

Dalam proses pemebelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah
juga banyak diwarnai bahkan mungkin sama dengan di podok pesantren
salafiah. Guru atau ada juga yang menyebutnya ajengan, ustadz, kyai,
duduk ditempat yang lebih tinggi dan para siswa duduk dibawah

mengilingi guru. Para siswa dengan hidmat dan hormat mendengarkan

6 Ibid.
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uraian-urain yang disampaikan guru. Yang menarik adalah metode yang
digunakan yaitu metode weton/bandungan, ketika mempelajari kitab-kitab
kuning dengan istilah yang digunakan adalah ngaji atau ngaji kitab. Kitab
dipakai istilah untuk buku-buku yang berbahasa Arab, sedangkan yang
selain berbahasa arab disebut buku. Dalam proses pembelajaran guru
mentrjemahkan kata demi kata ke dalam bahasa Sunda dengan bahasa
yang agak berbeda dengan bahasa yang umum digunakan di masyarakat.
Kegiatan siswa dalam proses pembelajaran tersebut disebut dengan istilah

ngalogat yaitu mengikuti dengan cermat arti yang disampaikan guru

dengan mencatat pada ki

(_
kata yang berbahasa A ; @1 gl ai menterjemahkan guru memberi
Z

kemudian guru menyampalkan kandungan materi yang sudah

diteﬁemMLMmm&ngm materi, seperti
ceramah, tanya jJ\S,LpeﬁIMtugas, demontrasi. Di akhir
pembelajaran INDQILME sllA dengan menyampaikan

pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan, siswa menjawab secara
bersama-sama.*’

Dari kegiatan proses pembelajaran tersebut ternyata cukup efektif. Semua
ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor ada penekanan.

6. Alat Pendidikan

*7 Ibid.
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Dalam sistem pendidikan aspek dana atau pembiayaan dapat dimasukan ke
dalam aspek alat,”® oleh karena itu dalam pembahasan ini akan
dikemukakan kondisi pembiayaan, dan kondisi alat/sarana prasaran yang
ada di Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah yang di Desa
Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.
a. Pembiayaan
Pembiayaan penyelengaraan pendidikan sebagian besar bersumber dari
infak masyarakat berupa syahriyyah atau SPP bulanan. Itu pun

jumlahnya relatif sangat kecil, dengan rata-rata Rp. 5.000,00.- (lima

dibandingan dengan kebutuhan yang sesungguhnya untuk

WHYCHMMEB&J@I AS
Penggunaan MLSL&AMM terutama untuk pengadaan

kelengknpmmm'ESlA kapur tulis, papan tulis,

buku-buku sumber dan lain-lain. Untuk kesejahtraan guru walaupun

relatif sangat kecil diberikan apabila ada sisa dari pembelian

* Ahmad Tafsir, /fmu Pendidikan dalam Persepekif Islam, Editor Tjun Surjaman,Cet. K eke
7, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), hal. 90.

* Kepala dan Guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmliyah yang ada di Desa Banjarwaringin,
tanggal 01-10 Juni 2009.
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kelengkapan pendidikan dan pembelajaran. Itu pun diberikan kapan

saja tidak dalam penaggalan tertentu.”

Dalam tahun pelajaran 2008/2009 disamping bersumber dari infaq

masyarakat penyelengaraan pendidikan sedikit ditopang oleh dana dari

sumber lain, yaitu:

1) Biaya rutin dari BAZIS Desa Banjarwaringin, berupa uang
masing-masing Rp. 100.000,00.- (seratus ribu rupiah) per
Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah;

2) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, berupa bantuan
stimulan untuk 2 (hsglﬁ)a‘%n% dari jumlah 49 (empat puluh
sembilan) gu i{\d&m:y ah/Diniyah Takmiliyah se Desa
Banjarwaringi %nas' : asi@ Rp. 450.000,00.- (empat ratus ribu

3) Dari Departemen ‘Agam‘a, bérupa bantuan buku-buku sumber

SNV ERSITAS

b. Sarana parasarank D L— A M
Sarana Mmmﬂmwim Takmiliyah
di Desa Banjarwaringin adalah berupa ruang kelas dan perlengkapan

yang sangat sederhana. Pengadaan ruang kelas tersebut adalah murni

5 Ibid

' Bahrul Munajat (Kordes Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah Desa Banjarwaringin
Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya) di Desa Banjarwaringin, tanggal. 10 Juli 2009.
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hasil swadaya masyarakat.”® Pada umumnya keadaan ruang kelas
sangat tidak memadai, terutama apabila di bandingkan dengan jumlah
rombongan belajar. Karena tidak mencukupi proses pembelajaran
masih banyak yang dilaksanakan di mesjid atau di rumah Kepala/Guru
Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah. Keadaan ruang tersebut dapat

dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 3.6
Keadaan Ruang Kelas -
Nama Jumlah
No Madrasah Diiniyah/ Ruang kelas Ranibiii Kurang
Diniyah Takmiliyah -
1 | AlThsan (. |BLANMZ 4 2
2 | Al Mubarok p 27 4 2
3 | Riyadu Sholihin £ 2 O 4 2
4 | Al Huda u 0 4 2
5 | Al Tsarwah L 2 2 4 2
6 | Al Munawwar = 2 4 2
7 | Nurul Huda 5 2> 4 2
8 | Al Falah B 4 2
9 | Al Huda ) M:“ﬂ > 4 :
10 | Nurul Huda 4 2
11 Al Hida s 2
2 | vkl NN/ Ef R$|1A$ |
4 2
1SI AA

Jumlah Az‘.'i C 52 25

|
St D koot bt bl #0709

7. Evaluasi dan Penilaian hasil belajar.

a. Evaluasi

52 Kepala dan Guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmliyah yang ada di Desa Banjarwaringin,
tanggal 06-18 Juli 2009.

%3 Observasi terhadap keadaan sarana prasarana di 13 Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah
yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan. Salopa Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 06-18 Juli
2009.
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Evaluasi di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa
Banjarwaringin pada dasarnya dilakukan selama kegiatan
pembelajaran berlangsung sesuai dengan prinsip evaluasi yang
berkesinambungan. Dalam proses pembelajaran sebagian besar guru
melakukan evaluasi awal (pre fesr), untuk memperoleh gambaran
penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran yang akan
disampikan.“ Walaupun belum terprogram dengan baik evaluasi yang
secara umum selalu dilaksanakan adalah tes formatif (ulangan harian),

test sumatif (ulangan semester), dan ujian akhir madrasah (UAM).>®

¢buat soal sendiri dan biasanya
dilakasanakan sesuai guru yang bersangkutan, kadang

dengan tes tertulis-a st lisan, Ulangan semesteran/test sumatif,

Kantor Departemen Agama dan Kantor Dinas Pendidikan. Sedangkan

ujian Mamﬁnémh Diniyah/ Diniyah
Takmiliyah pant:%&m‘aﬁMm kepanitiaan tertentu dan soal
dibuat oll“mmmmﬁ Kantor Departemen

Agama dan Kantor Dinas Pendidikan.*®

b. Penilaian hasil evaluasi

** Observasi terhadap pelaksanaan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di
Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, 20-05 Juli 2009.

% Kepala dan Guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmliyah yang ada di Desa Banjarwaringin,
tanggal 01-10 Jiini 2009.

% Ibid



49

Cara penilaian yang dimaksud adalah cara memberi skor. Cara
penilaian dilakukan dengan cara kuantitatif yaitu penilain hasil
pembelajaran siwa dijadikan dalam bentuk rentangan angka antara 0-
10 atau 0-100. Selanjutnya dalam penilaian hasil evaluasi standar yang
digunakan adalah standar mutlak dan standar relatif. Standar mutlak
yaitu penilaian yang didasarkan pada tingkat keberhasilan penguasaan
dan penilaian program dengan tidak membandingkan pada hasil
evaluasi siswa lain dalam kelompok/kelas. Standar mutlak digunakan

terutama dalam tes formatif/ ulangan harian, sejalan dengan prinsip

belajar tuntas relatif adalah penilaian yang
didasarkan pada t penguasaan dan program dengan
membandingkan sing-masing siswa dengan nilai
kelompok. Standar n untuk hasil test sumatif/ ulangan

semester dan ujian akhlr madmsah Dalam memberikan dan

mcnenMMERﬁlM pembelajaran diatur

dengan ketenmanltgrlmpA‘le tertentu, yaitu:

1) Nilai tegthlisffeors € rathrafarnilhihdriditertulis (RNHT) + 2x nilai
ulangan semester : 3 = nilai tertulis/teori pada raport;

2) Nilai paraktek ibadah = rata-rata nilai praktek ibadah harian
(RNPIH) + 2x nilai ulangan semester praktek ibadah : 3 = nilai
paraktck ibadah pada raport;
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3) Nilai BTQ (Baca Tulis al-Qur’an) = rata-rata nilai harian BTQ + 3x
nilai BTQ semester : 4 = nilai BTQ pada raport.”’
Cara penilaian hasil evaluasi tersebut sesuai dengan ketentuan
penilaian yang tercantum dalam Buku Pedoman Penyelengaraan
Diniyah Takmiliayah yang diterbitkan oleh Departemen Agama Pusat
di Jakarta.
c.  Pola penilaian
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penilaian pendidikan
agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah merupakan

pola penilaian zdiéi?tlinAM

slam di sekolah/madrasah formal,

O
Csatu bentuk realisasi dari “...pola

pdda Madrasah Diniyah/Diniyah

P kq;j’)endld'kan agama Islam di
sekolah/madrasah formal, )ﬁﬂg merupakan bentuk kerjasama antara

st oW Er R W NS, et forma

untuk mcnianﬁledidikm agama Islam pada

Ternyata penilaian mata pelajaran pendidikan agama Islam di
sekolah/madrasah formal belum mencerminkan pola penilaian
pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah

57 Kepala dan Gury Madrasah Diniyah/Diniyah Takmliyah yang ada di Desa Banjarwaringin,
tanggal 01-10 Juni 2009.

* Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Petunjuk Teknis Pembinaan dan
Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pelaksana Peraturan
Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Teniang Pembinaan dan pengembanagn Madrasah
Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya,(Tasikmalaya,2006), hal. 4.
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dari keseluruhan aspek yang dinilai. Nilai pendidikan agama Islam di
sekolah/madrasah formal belum merupakan hasil penggabungan
antara nilai pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah dengan nilai yang diperoleh di sekolah/madrasah
formal,*® artinya, secara umum belum sesuai dengan ketentuan yang
diatur dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006,
yang seharusnya bahwa “untuk menetukan nilai mata pelajaran
pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah formal digunakan
rumus: Nilai mata pelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah
Diniyah/ Dini a}{, ﬁkﬁﬁﬁa%

agama Islam disse
[i'd

nilai mata pelajaran pendidikan
formal : 2 = nilai akhir (nilai
raport atau izasah formal).”‘So

Pelaporan hasil p'enilai' evaluasi artinya menyampaikan hasil

pcmm\{m Ism rsebut sangat penting
terutama bagl MMpat menjadi sumber motifasi dan
umpanbalik bagi ertiikah Kegiatdn pembelajaran.

Sistem pencatatan hasil penilaian di Madrasah Diniyah/Diniyah

Takmiliyah secara umum ternyata belum tertata dengan rapi dan

5% 5 (lima) Kepala Sekolah/Madrasah Formal (SD/MI) di Desa Banjarwaringin, tanggal 19-23
2009. ' ' -

® Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Petunjuk Teknis Pembinaan dan
geibangan Madrasah Diniyah di Kabupailen Tasikmalaya sebagai Pelaksana Peraturan
wati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan pengembanagn Madrasah
ivah di Kabupaten Tasikmalaya,(Tasikmalaya,2006), hal, 4,
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sistematis,”’ sehingga pelaporan belum dilakukan dengan baik dan
objektif pada waktu-waktu yang diperlukan, seperti dalam kegiatan
pengisian raport, izasah (syahadah), dan sebagainya.

Sebagai bentuk kerjasama dengan sekolah/madrasah formal
pengelola Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah seharusnya
minimal membuat dan menyampaikan pelaporan hasil evaluasi
berupa nilai mata pelajaran pendidikan agama Islam kepada
sekolah/madrasah formal dimana siswa yang bersangkutan

mengikuti pendidikan formal. Pelaporan tersebut dapat berbentuk

ferk ' @poran tertulis berdasarkan jenjang
SCIEDIE
pendidikan yang diselenggarakan. Namun ternyata pada umumnya

hauﬁllt}/ ml%es pengelola Madrasah
Diniyah/DiniJﬁ Lumﬁ:M

Namull mam&m yang sudah dilaksanakan
oleh Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah pada umumnya adalah
laporan semesteran yang disampaikan kepada orang tua siswa dalam
bentuk Buku Raport dan laporan akhir hasil belajar siswa diberikan

dalam bentuk izasah (syahadah), sesuai dengan jenjang yang telah

®! Observasi terhadap pelaksanaan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di
Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, 20-05 Juli 2009.

2 Bahrul Munajat (Kordes Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah Desa Banjarwaringin
Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya) di Desa Banjarwaringin, tanggal.25 Juli 2009.



33

ditempuh siswa. Izasah selain sebagai bukti telah menyelsaikan
pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dalam jenjang
tertentu, juga dapat digunakan untuk persyaratan memasuki
pendidikan di sekolah/madrasah formal pada jenjang yang lebih
tinggi.

Sekolah/madrasah formal setingkat SMP/MTs dan SMA/MA dan
atau yang sederajat sesuai dengan ketentuan program pendidikan
sebagaimana Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006,
seharusnya mencantumkan izasah (syahadah) Madrasah Diniyah /

Diniyah Takm{mmwﬂm penerimaan siswa baru.

)
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BAB III
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH / DINIYAH TAKMILIYAH

A. Latar Belakang Diterbitkannya Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4
Tahun 2006
Mayoritas ummat Islam memiliki potensi yang cukup besar, dan secara

kultural telah melakukan ajaran agamanya. Untuk memperkuat dan

meningkatkan kemampuan,
bahan menuju masyarakat madani

an keagamaan yang komprehensip

menjadi hal mendasar. | ’Q;”ﬂl @J

Pendidikan LSWI ngiljﬁe&ilgm agama yang dianut

masyarakat dan pcndidikg g‘.\l ang dikembangkan oleh lembaga
pendidikan masyarakat seperti i‘agmntaranéMadr:;lsa.h Diniyah dan pondok
pesantren. Pend:d!m sererto N aspek materi pengajaran maupun
lembaga penyelenggaraannya telah berkiprah secara nyata dan telah terbukti
hasil yang dicapainya, harﬁs diintegrasikan kedalam pendidikan umum lainnya
sehingga menjadi system pendidikan komprehensif.

Sebagaimana tujuan pendidikan nasional yang bertujuan mencerdeskan
kehidupan bangsa yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam tataran itu maka pendidikan harus selalu berlandaskan kepada
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keimanan, dan dapat membuahkan amal saleh dalam kehidupan masyarakat.
Dan masyarakat Indonesia berhak atas pendidikan dan pengajaran yang layak,
yang sesuai dengan pola pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah,
karena pada hakekatnya pendidikan di Indonesia merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari system pendidikan nasional.

Dalam rangka mewujudkan sebuah bangsa yang memiliki kekuatan iman
dan kesalehan atas kebenaran religinya, maka seyogyanya seluruh pendidikan
yang dijalankan oleh bangsa ini selalu menjadikan pendidikan agama dan
keagamaan (Islam) sebagai bagian yang tak terpisahkan, dan bahkan harus

ang dicita-citakan, yakni masyarakat

elahirkan manusia yang beriman
dan beramal saleh, maka ’ ’ an tidak dapat dimarjinalkan karena
perbedaan bentuk dan s:famya, mengingat hal yang lebih penting adalah out-
put dan out-Comenya. Haﬁ R>§ n pendidikan agama dan

keagamaan (Islam) yanJ télLTgAMsyarakat merupakan bagian yang
tak terpisahkan mmg &lﬁ\ Oleh karena itu hakekat

pendidikan nasional adalah membentuk karakter bangsa yang beriman dan

bertaqwa, cerdas terampil sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.
Hasil akhir pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah :
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1. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya dan visi — misi
pendidikan, maka fungsi pendidikan agama dan keagamaan (Islam)
merupakan bagian yang sangat penting dalam strategi pendidikan
nasional.

2. Pendidikan agama dan keagamaan (Islam) merupakan inti dalam
menciptakan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri dan demokratis.

3. Pendidikan agama dan keagamaan sebagai mainstream (bingkai) dan
background dalam seluruh proses pendidikan nasional, mengingat bangsa

memerlukan manusi Z[yalnsgL
=

baik ilmu maupun iman dan

akhlaknya.

ondisi riil di Kabupaten Tasikmalaya,

dimana Madrasah Diniyah Awwaliyah jumlahnya mencapai 3351 dan Madrasah

tingkat Wustha yLig m}ég%ln%u%tlﬂ orang. Demikian
pula terdapat 654 pondoklélme&Msebar di 351 desa di Wilayah
Kabupaten T&MMQ]ME&IAM kekayaan khazanah

keilmuan sangat besar, yang karenanya maka pengakuan sistem pada pendidikan
diatas menjadi hal yang harus segera dilakukan, baik melalui pengelolaan,
pengembangan dan penyatuan pola pengajarannya yaitu penyatuan dengan
pendidikan formal. Maka dikeluarkanlah surat keputusan bupati yang mengatur

hal tersebut dengan harapan bisa menjadi solusi dari kondisi yang ada.
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B. Pendahuluan dan Batang Tubuh Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4

Tahun 2006

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
MADRASAH DINIYAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA
Menimbang : a. bahwa Madrasah Dlmyah merupakan lembaga pendidikan
yang basis pada nilai-nilai keagamaan dan

mbuh di masyarakat sebagai modal
isasikan Visi Tasikmalaya Religius

pendidikan lamnya.
B o
Diniyah memerlukan

%A an bantuan dari Pemerintah

angan sebagaimana dimaksud

hi D @ atas-perlu ditetapkan Peraturan

Bupatl Tas:kmalaya tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten
Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1989 tentang
Pendidikan Luar Sekolah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
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Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasiomal

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang
Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Agama,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Agama Nomor 75 Tahun 1994, dan disempurnakan
dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun
2002

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12
Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya

Memperhatikan : Kesepakatan bersama antara Pemerintah  Daerah,

Menetapkan

1

2.

W oW

-l B

Departemen Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten
Tasikmalaya

TASIKMALAYA TENTANG
AAN DAN PENGEMBANGAN
{AH DI KABUPATEN

Pasal 1

1 Dacr i D Kablphe Tatmod 2\ S

Pemerintah Daerah adal la beserta perangkat Daerah Kabupaten
Tasikmalaya lainnya all gLW

Kantor Depog sdutll Mo By Gal
. Kantor Depag adal Abupatcn Tasikmalaya

. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten

Tasikmalaya

. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
. Pedoman Pembinaan adalah kerangka acuan atau aturan dasar,

penyelenggaraan lembaga pendidikan keagamaan dan pengajaran

. Pengembangan adalah memasukan atau mendampingkan aspek-aspek baru

dalam penyelenggaraan pendidikan dan dalam program pengajaran, sebagai
penunjang keberhasilannya, meliputi pembenahan sistem manajemen,
administrasi, program pengajaran dan pengelolaan keuangan, serta penyediaan
sarana dan prasarana
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10. Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan keagamaan yang didirikan,
dikelola atau diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan kultur masyarakat
itu sendiri, berupa Madrasah Diniyah sesuai dengan Tingkatannya

11. Hasil Belajar adalah data kemampuan siswa atau santri, baik secara normatif
maupun secara terinci dalam buku laporan dan dikompilasikan dengan nilai
Pendidikan Agama Islam pada pendidikan formal

12. Kemampuan Siswa adalah hasil evaluasi terhadap siswa yang tercermin dalam
setiap perilaku kehidupannya dan dibuktikan pada buku nilai atau laporan nilai

13. Nilai Akhir adalah nilai pendidikan siswa / santri yang dicantumkan pada
Syahadah sebagai bukti berakhirnya masa pendidikannya

14. Seksi Pekapontren adalah seksi pendidikan keagamaan dan pondok pesantren
salah satu seksi yang ada di depag kabupaten yang menangani bidang
pendidikan agama nonformal dan pondok pesantren.

15. Musyawarah Kelompok Kerja Madrasah Diniyah selanjutnya disingkat
MK2MD adalah organisasi yang dibentuk oleh depag atau hasil musyawarah
KKMD untuk membantu tugas-tugas pekapontren dalam membina MD, yang
berkedudukan di kabupatcn

16. Kelompok Kerja anjutnya disingkat KKMD adalah

3 rma eriil dari Pemerintah Daerah atau
apanya proses pengajaran Madrasah

18. Dana Stimulasi adalah ba
yang lainnya guna mendo:
Diniyah

19. Nomor Statistik Madrasahselan

an) singkat NSM adalah nomor yang
tercantum dalam piagam yang dikelu

rkan-departemen agama

UNIVERSITAS
| TMMISASI

ebutuhan pendldlkan dasar
: kultural sesuai dengan

pengetahuan dan pengalaman serta daerah pendiriannya

2. Pengajaran Agama pada Madrasah Diniyah setara dengan agama pada sekolah
formal

3. Pembinaan dan penanggung jawab Madrasah Diniyah adalah Pemerintah
Daerah dan Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya sebagai pembina
teknis

4. Pelaksanaan Teknis adalah seksi Pekapontren Departemen Agama Kabupaten
Tasikmalaya

5. Mitra Kerja Pekapontren adalah Musyawarah Kelompok Kerja Madrasah

Diniyah (MK2MD) ditingkat kabupaten, sedangkan ditingkat kecamatan

adalah Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD)

Pendiri dan Pengelola MD adalah Masyarakat

Pengelola harian adalah kepala MD dan perangkat pengajaran

N &
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BAB III
TATA KERJA ORGANISASI
Pasal 3

. Bupati Tasikmalaya, memberikan dukungan dan bantuan demi kelancaran

proses pengajaran Madrasah Diniyah

Departemen Agama dan Dinas Pendidikan membina secara teknis baik
pengelolaan dan proses pengajaran

Yayasan atau DKM memproses pendirian dan pengajaran Madrasah Diniyah
MK2MD sebagai mitra kerj Secksi Pekapontren Departemen Agama,
membantu dalam bidang pengajaran Madrasah Diniyah ditingkat kabupaten
KKMD sebagai Tenaga Operasional yang membantu MK2MD ditingkat
kecamatan, untuk merealisasikan Program Seksi Pekapontren Departemen
Agama

ustadZ(tenagapengaJar)y dil n baik

dan memiliki Nomor Statistik Madrasa
Madrasah Dlmyah yang ielah te :W:. rerhak mendapatkan fasilitas dari
Pemerintah sesuai dengan keb Ayang

. Setiap Madrasah Diniyah akan mendapatkan NSM, selambat-lambatnya 1

) sen OV ERSITAS

ISLAM
IND ORI SIA™

Tingkatan Madrasah Diniyah adalah:
a. I’'DADIYAH (persiapan), terdiri dari dua tingkat yaitu:

1) Kelas I setingkat kelas I MI/SD

2) Kelas II setingkat kelas I1 MI/SD
AWALIYAH, terdiri dari 4 tingkat yaitu:

1) Kelas I setingkat dengan kelas III MI/SD

2) Kelas II setingkat dengan kelas [V MI/SD

3) Kelas III setingkat dengan kelas V MI/SD

4) Kelas IV setingkat dengna kelas VI MI/SD
WUSTHA, terdiri dari 3 tingkat yaitu:

1) Kelas I setingkat dengan kelas I MTs./SMP
2) Kelas II setingkat dengan kelas II MTs./SMP
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3) Kelas III setingkat dengan kelas Il MTs./SMP
d. ‘ULYA, terdiri dari 3 tingkat yaitu:
1). Kelas I setingkat dengan kelas | MA/SMA dan yang sederajat
2). Kelas II setingkat dengan kelas Il MA/SMA dan yang sederajat
3). Kelas I1I setingkat dengan kelas IIl MA/SMA dan yang sederajat.

BAB VI
KEDUDUKAN, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 6

Kedudukan Madrasah Diniyah :

a. Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan non-formal keaagamaan
yang secara takhasus (spesifik) mempelajari agama Islam sesuai dengan
tingkatannya

b. Hasil belajar di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah harus dapat
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya nilai hasil belajar
di Madrasah Diniyah/ Dlmyah Tak]mhyah digabungkan dengan nilai
pendidikan agama Islam di pendidika

7))
:
0
Tujuan Madrasah Diniyah adallg
a. Untuk memberikan bekal ahi ntang dasar-dasar keagamaan dalam
menjalankan kehidupannya ¥ n lim yang beriman dan bertaqwa
b. Untuk membentuk manusu ”Tn'a lakul karimah, serta memiliki

kepribadian luhur dan mandiri. ,
c. Memberikan bekal kemampuan benbadah sebagai aplikasi iman dan tagwa

yang dapat SR PN/ R IR BT XS
ISLaM
:‘.un é::x;‘:len ‘ !“ mi Islam dalam aspek

ketauhidan, pemahaman al-Qur’an, pemahaman ibadah, sejarah, dan
muamalah;

b. Memenuhi kebutuhan masyarakat muslim terhadap ajaran agama Islam
sehingga dapat mengamalkannya;

¢. Mengintegrasikan pencapaian kemampuan pemahaman dan pengamalan ajaran
Islam antara sekolah dan Madrasah Diniyah;

d. Menciptakan warga belajar yang memilki keahlian dan kemandirian sesuai
dengan tuntutan social
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BAB VII
SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 9
Madrasah Diniyah dikelola berdasarkan kebutuhan masyarakat, yang didukung
oleh Pemerintah Daerah
Teknis pengelolaan dilaksanakan oleh lembaga keagamaan yang ada di
masyarakat (DKM atau Yayasan), yang memiliki kepedulian terhadap
pendidikan agama Islam
Teknis pembinaan dilaksanakan oleh Departemen Agama bersama dengan
Dinas Pendidikan

Pasal 10

Susunan pengelola dan pendukung dan pembina teknis :
a. Yayasan/DKM/Kepala Madrasah Diniyah, Bagian Administrasi, Bagian

b.
c.

W N

. Pelaksanaan teknis harian adala

Pengajaran, Ustadz dan Wali Kelas
Pembina dan penanggung jawab Bupati Tasikmalaya

Pembina Teknis Departemen Agama dan dibantu Dinas Pendidikan dalam
pelaksanaan proses pengajarannya

eckapontren Departemen Agama, dibantu
asah Diniyah (MK2MD) ditingkat
Diniyah (KKMD) ditingkat

Musyawarah Kelompok

kecamatan, yang si annya di dengan kebutuhan
AJARAN
Sistem pengajaran diklas @ﬂl dengan tingkatan atau strata
kemampuan warga belajar '
A Pembclajamm% bulan Juni
. Realisasi pe i
. Materi pengaj en epada pengajara pokok yaitu Al-Qur’an Hadits,
Akidah Akhlak, Asa Ara aktek Ibadah dan Tarikh, sesuai

dengan kurikulum yang berlaku

. Untuk memperkaya keahlian warga belajar, pelajaran dapat ditambah mata

pelajara muatan lokal (mulok) sesuai dengan sifat dan kebiasaan daerah,
misalnya pidato, seni, insya, ketrampilan, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab
aktif

Pasal 13

. Pengembangan Madrasah Diniyah melalui Program Wajar Dikdas 9 tahun,

yaitu Program Wajar Dikdas diklasifikasikan dengan ULA (dasar/tingkat
SD/MI) dan WUSTHA (Menengah/SMP/MTS)

. Materi pengajaran Wajar Dikdas 9 tahun adalah IPA, Matematika, Bahasa

Indonesia, IPS, PPKN dan Bahasa Asing, bagi Madrasah Diniyah dengan
pengembangan Wajar Dikdas 9 tahun
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3. Program Wajar Dikdas harus mengikuti ujian sesuai dengan kebijakan Dinas
Pendidikan
4. Lulusan Wajar Dikdas mendapatkan ijazah setara dengan program yang
ditempuh
Pasal 14
Metode pengajaran dapat dilaksanakan dengan metode Bandongan, Sorogan,
Talaran, Penugasan/Aplikatif, apresiatif (tafakur dan tadabur), keteladanan,
ceramah, tanya jawab, kisah-kisah, nasehat dan driil (latihan)

BAB IX
PEDOMAN PENGAJARAN
Pasal 15
Kurikulum Nasional Madrasah Diniyah berbasis kompetensi versi Departemen

Agama

.
g
g
:
B
g
g
5
§
z
:s

' Diniyah

1. Pengajar sebagal tenaga ajaran adalah ustadz dan kyal atau
tenaga pengajar yang dlanggap mampu dan memenuhi syarat sesuai dengan

). g et NIV ERSITAS
b, Penyotaran peaddiRra il A
o TesBhir NDONESIA

PASAL XI
EVALUASI
7 Pasal 18
1. Untuk mengukur kemampuan dan keberhasilan warga belajar secara struktur
dapat melakukan evaluasi melalui :
a. Ulangan harian berupa lisan, tulisan dan praktek ibadah
b. Ulangan semester berupa lisan, tulisan dan praktek ibadah
c. Ujian akhir untuk mendapatkan ijazah
. Ulangan harian dilaksanakan oleh pengelola/ ustadz ajar bidang studi
. Ulangan semester dilaksanakan secara serempak yang dikelola Departemen
Agama dan dilaksanakan oleh pengelola Madrasah Diniyah
4. Ujian Akhir diprogram oleh Departemen Agama

W N



BAB XII
ADMINISTRASI
Pasal 19
Administrasi Madrasah Diniyah terdiri dari Buku Induk, Buku Administrasi Surat
Menyurat, Buku Keuvangan, Buku Leger, Daftar Hadir, Buku Nilai, Buku Raport,
Daftar Hadir Guru, BukwKartu luran, Buku Keterangan Pengembangan
Kemampuan Praktek Ibadah dan Sertifikat/Syahadah

Pasal 20
Pengadaan Administrasi Madrasah Diniyah yang bersangkutan dibantu oleh
Pemerintah Daerah dan Departemen Agama atau bantuan lain yang tidak
mengikat

BAB XIII
PENERBITAN BUKU RAPORT DAN SYAHADAH

1. Buku Raport memuat nilai gfcéﬁsmsww ntri diterbitkan oleh Departemen

Agama Z
2. Data kemampuan (nilai) sisw af i an oleh Madrasah Diniyah yang
bersangkutan

3. Nilai hasil belajar tiap seme: gabungkan dengan nilai pelajaran agama

ulasi)

Sl
A adalah nilai rata-rata pcﬁjaran agama Islam di Madrasah Diniyah

B adalah didikan formal
2 staeh sl NI T S T AS e ome
Rata-rata dijadikan nilrgbt A A A
122
i Syahadah memuat M@@mﬁ szl enempuh seluruh jenjang

pengajaran
2. Syahadah dikeluarkan oleh Departemen Agama

3. Syahadah ditandasyahkan oleh Kepala Madrasah Diniyah

poop

BAB X1V
PEMBIAYAAN
Pasal 23
Sumber pembiayaan :
a. Infaq Masyarakat
b. Dana Stimulan dari Pemerintah Daerah

¢. Departemen Agama
d. Badan Amil Zakat dan Shadagah (BAZIS)
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BAB XV
SUPERVISI
Pasal 24

1. Supervisi dilaksanakan oleh Departemen Agama bersama dengan Dinas
Pendidikan dalam proses pengajaran
2. Supervisi dilaksanakan oleh sesuai dengan program

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 25
1. Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati
Tasikmalaya Nomor 421.2/kep.326 A/Sos/2001, tentang Persyaratan
Memasuki Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Sekolah
Lanjutan Pertama (SMP) dan adrasah. Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten
Tasikmalaya dicabut dan di tﬁﬁhﬁﬁﬁk berlaku lagi
2. Hal-hal yang belum cukup dia alk eputusan ini, sepanjang menyangkut
pelaksanaannya, akan di eh bupati Tasi
Departemen Agama Kabupaten ‘asi ikin

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pz P‘:n ggal diundangkannya

Agar setlap orang dapat mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Pupati ini, dengathER gﬁoeﬂ!gupaten Tasikmalaya
ISLLAM
INDONESIA
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C. Tanggapan Masyarakat Tentang Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor
4 Tahun 2006
Berbagai tanggapan bermunculan dengan dikeluarkannya Keputusan
Bupati tersebut dari mulai kalangan birokrasi itu sendiri hingga masyarakat
dan para praktisi penyelenggara pendidikan.
Kalangan birokrasi khususnya dilingkungan Departemen Agama dan
Dinas Pendidikan menanggapi dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati
tersebut sebagai panduan dan kejelasan kinerja dalam rangka memahami dan

melaksanakan tanggung jawab terhadap terlaksananya pola pendidikan agama

ISL AM
Islam antara Madrasah Di igah engan s%lah formal.

= O
ndidikan berpendapat dengan adanya
Z

agama Islam dikalangan masyarakat. |

Tidak ke&ﬂgmmmfl;ﬁmggapm yang pada
umumnya menilai positL%Lﬂﬂ @Mmya Keputusan Bupati tersebut,

mereka m&mmm menjadi tahu dan dapat

memahami pola pendidikan agama Islam yang sedang dilaksanakan, hal
tersebut dilaksanakan dalam kerangka menciptakan manusia yang beriman,
beramal saleh, mandiri dan berinovasi, serta dapat membantu, mendorong
pelaksanaan pola pendidikan agama Islam secara baik dan benar sehingga

terbentuk sinergitas system pendidikan di masyarakat.



BAB IV

DESKRIPSI SISTEM PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH / DINIYAH
TAKMILIYAH PASCA DIKELUARKANNYA PERATURAN BUPATI

TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2006

A. Nama dan Tata Kerja Organisasi Penyelenggaraan
Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah sebagaimana yang tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional merupakan salah satu sisi dalam dunia pendidikan di Indonesia.

lama berkembang di Indonesia.

dan mengembangkan kehidupan

201

mencerdaskan kehidupan bangsa. o
UNIVERSITAS. .
ti agi di inatif terhadap

Pada saat ini pemerin

penyelenggaraan pendid1|k§ Eﬂ(ﬁf%ﬂg dan jenis pendidikan. Dalam
Undang-Undang m&gmg é}!r@slem Pendidikan Nasional,

Bab 111 Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4 berbunyi:

(1).Pendidikan diselenggarakan secara demokratic dan herkeadilan serta
tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

(2).Pendidikan diselenggaralan sebagai kesatuan yang sistematik dengan
sistem terbuka dan multi makna.

(3).Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dab
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

(4).Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan,
membangun kemauan, dan mengembangkan kretivitas peserta didik
dalam proses pembelajaran.
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(5).Pendidikan  diselenggarakan dengan mengembangkan budaya
membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
(6).Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen
masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan
pengendalian mutu pendidikan.®®
Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan merupakan “salah satu satuan pendidikan keagamaan Islam jalur
pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari
pemeluk agama Islam berdasarkan peraturan perundang undangan yang

berlaku yang berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik meniadi anggota

SLAM

merigamy
v

masyarakat yang memaha
dan/atau menjadi ahli ilm
Dalam Peraturan Bupa ikmalaya ,Nomor 4 Tahun 2006, Bab Il Nama

"“.- : “Penyelenggaraan Pendidikan

Madrasah Diniyah di Kabupaten T&sikrﬁa]aya dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan MMM%&L‘E@\&M% dan dikelola
secara kultural sesuailﬁLn-AgMan serta daerah pendiriannya.
Pendidikan Aganmmhlﬁysmdengm pengajaran agama

pada sekolah formal. Selanjutnya dalam penyelenggaraannya, pembina dan

penanggung jawab Madrasah Diniyah adalah Pemerintah Daerah dan

© Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Kumpulan Undang-Undang
dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sisdiknas. kata pengantar M. Suparta (Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Islam RI,
2007), hal 8.

 Ibid, hal 233-239.
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Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan sebagai pelaksana
teknis adalah Seksi Pekapontern Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya.
Seksi Pekapontern mempunyai mitra kerja di tingkat kabupaten yang di beri
nama Musyawarah Kelompok Kerja Madrasah Diniyah yang disingkat
MK2MD atau/sekarang Kelompok Kerja Diniyah Takmiliyah disingkat
KKDT. MK2MD atau KKDT tingkat kabupaten adalah sebuah organisasi
yang dibentuk oleh Departemen Agama Kabupaten atas hasil musyawarah
Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD) atau Kelompo Kerja Diniyah

Takmiliyah (KKDT) tingkat kecamatan untuk membantu tugas-tugas seksi

Pekapontren dalam membi
Sedangkan mitra kerja seksi
Kelompok Kerja Madrasz B yang disingkat KKMD atau Kelompok
Kerja Diniyah Takmiliyah - isingka
&) =)

atau KKDT tingkat Kecamatan adalah organisasi yang membantu

melaksanakanqg MEB%&T%&upawn di tingkat
kecamatan, yang di binj MM Agama (KUA). Untuk tingkat
desa yang med MM NERSD] Aedrassh  DiniyatvDiniyah

Takmiliyah disebut Kordinator Desa Diniyah Takmiliyah disingkat Kordes
DT. Adapun pendiri Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dan pengelola di
lapangan adalah masyarakat, dan pengelola harian adalah Kepala Madrasah

Diniyah/Diniyah Takmiliyah dan perangkat pengajaran.”ss

 Bupati Tasikmalaya, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang
Pedoman- Pembinaan- dan. Pengembangan. Madrasah. Diniyah. Di. Kabupaten. Tasikmalaya,
(Tasikmalaya, 2006) hal 2.



70

Selanjutnya dalam tata kerja organisasi penyelenggaran Madrasah Diniyah
/Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Tasikmalaya, sebagai mana dikatakan
dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Bab III Tata Kerja
Organisasi, Pasal 3 bahwa “Bupati Tasikmalaya memberikan dukungan dan
bantuan demi kelancaran proses pembelajaran di Madrasah Diniyah.
Departemen Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya bertugas
membina secara tehnis dalam pengelolaan dan proses pengajaran. Sedangkan
pelaksana proses pendirian dan pengajarannya adalah organisasi yang
dibentuk oleh masyarakat baik yayasan atau Dewan Keluarga Mesjid (DKM).

agai mitra kerja seksi Pekapontern

MK2MD atau KKDT ting| tﬁiﬁuﬁ‘é‘én%e

gas membantu dalam bidane

tingkat kabupaten adalah KKMD/KKDT tingkat kecamatan. Secara umum

tugas KK.M]J‘ABJ lngElBlﬁxl mAdSDT tingkat desa adalah

untuk merealisasikan prLM]an Departemen Agama.”*
INDONESIA

B. Kedudukan, Tujuan, dan Fungsi
a. Kedudukan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah
Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah merupakan satuan pendidikan
keagamaan Islam nonformal di lingkungan Departemen Agama, yang

berada dalam pembinaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor

“ jbid hal 3.
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Departemen Agama Kabupaten/Kota, melalui Kepala Seksi Pendidikan
Keagamaan dan Pondok Pesantren (Kasi Pekapontren), atau Tingkat
Organisasi Sejenis.”’ Ini berarti penyelenggara pendidikan Madrasah
Diniyah/ Diniyah Takmiliyah berhak mendapatkan pembinaan dan
bertanggung jawab dari dan kepada pemerintah melalui Kepala Kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kota, yang secara teknis pelaksanaan
oleh dan kepada Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok
Pesantren (Kasi Pekapontren).
Kedudukan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dalam Peraturan
ISLAQAT
2

Bupati Tasikamalaya)Nomor
upakan lembaga pendidikan non-

n 2006 Bab V1 Pasal 6, dikatakan

khasus (spesifik) mempelaiari acama

2 i dan hasil belajar di Madrasah

Diniyah/Diniyah Takm.iliyah' arﬁs dapat diimplementasikan dalam

kchiduQ &Yy%%l ‘rl;Aa§belajar di Madrasah
Diniyah/ Diniyal'l %Mgm dengan nilai pendidikan
agama Tsidl LGN EoD Adicikan sgama 1stam di
Madrasah Diniyah/Dinyah Takmiliyah merupakan salah satu upaya

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk lebih memantapkan

7 Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat jederal Pendidikan Islam

Departemen Agama RI, Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah, kata pengantar Amin
Haedari, (Jakarta, 2006), hal. 5.

** Bupati Tasikmalaya, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya,
(Tasikmalaya, 2006) hal 3-4.
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pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di lembaga pendidikan
formal. Pola pendidikan agama Islam pada Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah merupaka pola pendidika agama Islam pada lembaga
pendidikan formal, maksudnya bahwa untuk meningkatkan kualitas
pendidikan agama Islam pada siswa/masyarakat harus ada kerjasama
antara Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah sebagai lembaga
pendidikan keagamaan Islam nonformal dengan lembaga pendidikan
formal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaui Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomoémﬂsebut, memposisikan kedudukan
pendidikan Madrasng D@u‘%mh Takmiliyah sebagai bagian dari

sistem pendldlkan > mglaui peningkatan kerjasama dan

mengintegrasikan Dinivah dengan lembaga

pendidikan formal.

b. Tujuan Madl'umj MﬁBﬂ&LﬁAS
Dalam Peraturan IJ.SII&AMQomor 4 Tahun 2006 Pasal 7,

dikatakan: TujdanMadrisah Ditigah sdaibh\

d. Untuk memberikan bekal pengetahuan tentang dasar-dasar
keagamaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai muslim
yang beriman dan bertaqwa;

e. Untuk membentuk manusia yang berakhlakul karimah, serta
menmiliki kepribadian luhur dan mandiri;

f. Memberikan bekal kemampuan beribadah sebagai aplikasi iman
dan taqwa yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-
hari.%®

% Ibid, hal. 4.



73

Hal tersebut relepan dengan tujuan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah
sebagai mana yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
Keagamaan, Pasal 25 (1) yang berbunyi: ”Diniyah Takmiliyah bertujuan
untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI,
SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi dalam rangka
peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.”"
Berdasarkan tujuan program pendidikan sebagaimana Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilyah

di Kabupaten Tasi alnya se%agal pola pendidika agama Islam pada

lembaga pendidikan/ ﬁ)l pkan mampu
a. Untuk memba E.m kers asa
nasional yaitu aqwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, Sehat, D [ A

b. Mcnmgkatkan kuahtas pend:dlkan Agama Islam pada masyarakat

i s
c. M si idi ini bagian dari sistem

penglgﬁ fmllal_ ﬁquasama dan integrasi dengan
pendi

ah dalam menunjang program

Cabupa eperti:  Visi  Kabupaten
Tas:kmalaya “Rellglus lslaxm , dan menananmkan kesadaran
dalam pengamalan ajaran Islam dalam lingkup pendidikan di
Tasikmalaya.”'

7 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Rl, Kumpulan Undang-Undang
dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sisdiknas. kata pengantar M. Suparta (Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Islam RI,
2007), hal. 240.

"'Pemerintah  dacrah Kabupaten Tasikmalaya, Petunjuk Teknis Pembinaan dan
Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pelaksana Peraturan
Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan pengembanagn Madrasah
Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya,(Tasikmalaya,2006), hal. 4-5.



74

Tujuan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah tersebut di atas merupakan
tujuan secara umum. Tujuan pendidikan Madrasah Diniyah/ Diniyah
Takmiliyah secara takhassus terangkum dalam tujuan pendidikan
Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang diselenggarakan berdasarkan
tingkatannya, yaitu tujuan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah
I'dadyah, Awaliyah, Wustha, dan ‘Ulya. Secara umum tujuan pendidikan
Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah berdasrakan tingkatannya
merupakan satu kesinambungan, artinya tujuan Madrasah Diniyah/
Diniyah Takmiliyah satu tingkat dibawah merupakan persiapan untuk
mengikuti pendidikan
sesudahnya.

Secara khusus tujuan

D>
a. “Tujuan Madrasah Diniyah I'dadiyah dan Awaliyah adalah: 1).

nentblN R 52 T Spte s o

mcngmbmgkmllﬁlmﬁyé&ai warga muslim yang beriman,
bertaqwa, M@.mmlm dan menjadi Warga

Negara Indonesia yang berkepribadian dan percaya diri, sehat jasmani

dan rohani; 2). membina siswa agar memiliki pengalaman,
pengetahuan, keterampilan beribadah, dan sikap terpuji yang berguna

bagi pengembangan pribadinya; 3). mempersiapkan warga belajar
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untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam pada Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmiliyah Wustha.”"

b. “Tujuan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah Wustha adalah: 1).
untuk meluaskan pendidikan dasar agama Islam yang diperoleh pada
Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah I'dadiyah dan Awaliyah
kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga
muslim yang beriman, bertaqwa, beramal saleh, berakhlag mulia; dan
menjadi Warga Negara Indonesia yang berkepribadian dan percaya

diri, sehat jasmani dan rohani; 2). membina siswa agar memiliki

menmm %Lmah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah wa's LAM

c. “Tujuan MQMES IlAiliyah Ulya adalah untuk

meningkatkan pengetahuan siswa secara lebih luas dan mendalam,

untuk mengembangkan kehidupannya sebagai: 1). pribadi muslim
yang beriman, bertaqwa, beramal saleh, berahklaq mulia; dan menjadi

Warga Negara Indonesia yang berkepribadian dan percaya diri, sehat

™ Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat jederal Pendidikan Islam
Departemen Agama Rl, Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah, kata pengantar Amin
Haedari, (Jakarta, 2006), hal. 6.

 Ibid, hal. 8
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jasmani dan rohani; 2). membina siswa agar memiliki pengalaman,
pengetahuan, keterampilan beribadah, dan sikap terpuji yang berguna
bagi pengembangan pribadinya; 3). membina siswa agar memiliki
kemampuan untuk melaksanakan tugas hidupnya dalam masyarakat
dan berbakti kepada Allah SWT untuk mencapai kehidupan dunia dan
akhirat; 4). mempersiapkan siswa untuk dapat mengikuti pendidikan
agama Islam pada jenjang selanjum)ra.”ﬁ

Berdasarkan analisis terhadap tujuan Madrasah Diniyah/Diniyah

Takmiliyah sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam seperti tersebut

di atas, baik tujuan

tingkatannya sangat rele cngan) tujuan pendidikan Islam. Secara
Z

oleh T.S. Eliot yang dikku
20

adalah pandangan hidup””, hal ini berarti tujuan pendidikan juga

verdasat S A o Y2 JefROERR s dengan i

manusia. Manusia LMM pendidikan adalah manusia
terbaik, dan mm&&& terbaik. Bila pandangan

hidup berupa agama maka manusia tersebut adalah manusia terbaik
menurut ajaran agamanya.
Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah sebagai lembaga pendidikan

keagamaan Islam nonformal yang dikelola oleh manusia-manusia yang

™ Ibid, hal. 10

™ Ahmad Tafsir, llmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Editor Tjun Surjaman, Cet. 7
{Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), hal, 46,
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mempunyai pandangan hidup berupa agama Islam, tentunya tujuan
pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah secara umum adalah
manusia yang terbaik atau sempurna menurut ajaran agama Islam.
"Manusia yang terbaik atau manusia sempurna menurut ajaran agama
Islam adalah manusia yang jasmaninya sehat serta kuat serta memiliki
keterampilan, akalnya cerdas dan pandai, dan hati (galbu)nya penuh iman
kepada Allah.”™ Selanjutnya dalam tujuan pendidikan Islam secara umum
para ahli tidak sepakat bulat mengenai rumusannya, seperti yang dikutif

olech Ahamd Tafsir  diantaranya: “Al-Atas, menghendaki tujuan

pendidikan Islam adalalmanusia yang aik; Marimba, mengatakan tujuan
pendidikan Islam adal

Al-Abrasyi; menga pcnggclikan Islam adalah manusia vang

berakhlak mulia; M i Jgﬂgatakan tujuan pendidikan Islam

adalah manusia sempurna; Abdul Fattah Jalal, mengatakan tujuan

pendidmk)sml!dthn§ LIds%se§gai hamba Allah; dan

Qutb, mengatakan bl%lmj!mm Islam adalah manusia yang
taqwa. Rumum_m QME&M hasil konprensi dunia

pertama tentang pendidikan Islam tahun 1977, dikatakan bahwa tujuan
akhir pendidikan Islam adalah manusia Muslim yang menyerahkan diri
secara mutlak kepada Allah."”’

Dari tujuan umum (sebagain ahli menyebutnya tujuan akhir) pendidikan

Islam yang dikemukakan oleh para ahli seperti tersebut di atas sebenarnya

7 Ibid, hal. 46.

™ Ibid, hal. 46-47.
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sesuai dengan fhilsophy bahwa tujuan umum pendidikan Islam tentunya
adalah manusia yang baik menurut ajaran Islam. ”Para ahli pendidikan
Islam sepakat bahwa manusia yang baik adalah manusia yang beribadah
kepada Allah SWT, atau menurut Quthb yang dikutif Ahmad Tafsir
manusia yang baik adalah manusia yang taqwa kepada Allah SWT.”™ Ini
menunjukan bahwa tujuan pendidikan Islam identik dengan tujuan hidup
manusia dalam pandangan Islam, yaitu beribadah kepada Allah SWT.
Islam menghendaki agar manusia didik supaya ia mampu merealisasikan
tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah SWT.
Tujuan hidup manusiéf,’_td' Slhé%ﬁﬁn/za\-qu:’an adalah beribadah kepada
Allah SWT. Hal diketabui t @-Dzariyat ayat 56:

| Oy e EARL
D >
Artinya: "Dan Aku tl%mpm dan manusia melainkan supaya

mereka mﬁabdi kepada—Ku.”m

Ayat-ayat -wl V E a§nlgan‘raly% 1 atas diantaranya adalah
surat al-Bagarah ayz!t§, gﬂl@a ayat 25, dan al-Nahl ayat 36.

c. Fungst Madrassh BBt Pk

Madarasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang merupakan lembaga

TA

NIVE

an yang sen

pendidikan dan pengajaran secara umum berfungsi terutama untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim terhadap pendidikan agama

Islam. Fungsi tersebut juga secara spesifik terangkum adalam Peraturan

"8 Ibid, 49.

" Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: .
Tanjung Mas Inti, 1992), hal. 862.
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Bupati Tasikamalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya.

Fungsi Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah sebagaimana yang
tercantum dalam Peraturan Bupati Tasikmlaya Nomor 4 Tahun 2006 Pasal
8 adalah:

e. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran agama Islam dalam
aspek ketauhidan, pemahaman al-Qur’an, pemahaman ibadah,
sejarah, dan muamalah;

f. Memenuhi kebutuhan masyarakat muslim terhadap ajaran agama
Islam sehingga dapat mengamalkannya;

g Mengintegrasikan pencapaian kemampuan pemahaman dan
pengamalan a_;amn Islam antara sekolah dan Madrasah Diniyah;

h. Menciptakan belajar  yang memllkl keahlian dan

kemandirian sesuai sosial.®®

fungsi pendidikan keagamaan

sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Sistem Pendidikan

nasional HML%EB ﬁlTﬁ.ﬁmpakm peserta didik
menjadi anggota majﬁkyﬁmmi dan mengamalkan nilai-nilai
ajaran agamul,N[DthlElS:lAma”“

Madrasah Diniyah berdasarkan tingkatan (I’dadivah, Awaliyah,

Wustha,dan ‘Ulya) yang diselenggarakan mempunyai fungsi-fungsi yang

® Bupati Tasikmalaya, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya,
(Tasikmalaya: 2006) hal 4.

*! Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Kumpulan Undang-Undang
dan Peraturan Pemeriniah RI Tentang Pendidikan, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sisdiknas. kata pengantar M. Suparta (Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Islam RI,
2007), hal. 20,
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lebih spesifik. Fungsi-fungsi tersebut merupakan rangkaian vane
berkesinambungan, seperti halnya tujuan, yaitu fungsi satu tingkat di
bawah dilanjutkan dengan fungsi tingkat berikutnya, atau fungsi satu
tingkat lebih tinggi merupakan kelanjutan dari fungsi tingkat sebelumnya.
Secara takhassus fungsi Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah
berdasarkan tingkatannya adalah:
a. "Fungsi Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah I’'dadiyah dan
Awaliyah, adalah: 1). Menyelenggarakan pendidikan agama Islam

yang meliputi al-Qur ‘an dan al-Hadist, Tajwid, Aqidah-Akhlaq, Figih-

pengamalan ajaran Islarh; 4). Mcmbina hubungan kerja sama dengan

orang St WA Sl o0 mdeksanakan tat usaba
rumah tangga penhi lrscr )M ekaan 2
b. *Fungsi Mhdrehh Dinidab/Diatyah-Takmiliyah Wustha, adalah: 1).

Menyelenggarakan pendidikan agama Islam lanjutan yang terdiri dari

al-Hadist, Tafsir, Terjemahan, Agidah-Akhlag, Figih, SKI1, Bahasa
Arab, dan Praktek Ibadah; 2). Memenuhi kebutuhan masyarakat akan

tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi siswa yang belajar di

%2 Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat jederal Pendidikan Islam
Departemen Agama RI, Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah, kata penganiar Amin
Haedari, (Jakarta: 2006), hal. 6-7.



81

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan setaraan pendidikan sederaiat:
3). Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamaian ajaran
Islam; 4). Membina hubungan kerja sama dengan orang tua warga
belajar dan masyarakat; 5). Melaksanakan tata usaha rumah tangga
pendidikan serta pt:rpustakaan.”'83

¢. "Fungsi Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah ’'Ulya, adalah: 1).
Menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai lanjutan perluasan
dan pendalaman materi-materi yang diperoleh pada Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmiliyah Wustha yang terdiri dari al-Qur’an dan

O
Arab, dan Praktek Ibadah; 2).

tambahan pendidikan acama

(SMA) dan setaraan pendndlkan scderajat; 3). Memberikan bimbingan

cat YR R AT 2, ermbion hubungan

keria soma dendtdomgZh s belsjar dan. masyaraket; 5).
Melaksaanm QQ.EBI\E‘S Aigga pendidikan  serta

perpustalmm:l.”‘M
Berdasarkan pada fungsi-fungsi seperti tersebut di atas tentunya lembaga
Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah harus dikembangkan dengan

program yang lebih dalam dan mengembangkan materi pendidikan agama

% Ibid, hal. 9.

# Ibid, hal. 11.
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Islam sesuai dengan tingkatannya. Pengembangan materi pendidikar
agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilivah harus
diintegrasikan dengan materi pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah
formal sesuai jenjang dan tangkatannya. Suasan keagamaan di Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang mencerminkan sikap dan prilaku yang
serba ibadah yang bersumberkan ajaran Islam merupakan suatu keharusan,
sehingga fungsi bimbingan dalam melaksanakan nilai-nilai ajaran agama
Islam terhadap siswa Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah secara

intensif dapat terlakasan dengan baik.

Selanjutnya dalam egjaﬁ:lﬂén% sinya tentunya lembaga Madrasah

membina hubungan kerja sama dengan

L
masyarakat terutama %ran J \
merupakan pendidik pe "‘&

J/u /" y3 :
karena dari orang tuanya siswa mendapatkan pendidikan untuk pertama

kalinya wl Mﬁﬁﬁ&l&r@ §g lainnya. Dikatakan
pendidikan utama klélpmﬁMn orang tua mempunyai pengaruh
yang dalam M@QN&S IAsanakan dan mengamalkan

ajaran Islam dalam kehidupannya.

a. Dikatakan pendidik pertama,

Prisip kerjasama lebih penting lagi dalam pelaksanaan pendidikan
keimanan dan ketagwaan kepada Allah SWT sebagai tujuan pendidikan.
Mengenai hal ini hanya sebagaian kecil yang dapat dilakukan di Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmiliyah. Padahal penanaman keimanan dan

ketaqwaan itu adalah inti pendidikan agama Islam, dan keimanan dan
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ketagwaan adalah inti agama Islam. Maka jelas orang tua harus
menyelenggarakan pendidikan keimanan dan ketagwaan di lingkungan
masyarakat terutama rumah tangga. Penanaman keimanan dau aciaywaan,
sekalipun Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah ingin berperan banyak,
hal ini tidak mungkin mampu memainkan peran itu, tanpa kerjasama
antara lembaga pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dengan

orang tua siswa.

C. Prosedur Pendirian dan Penyelenggaraan

Madrasah Diniyah atay (DulnSyL

@

pengamalan ajaran agama Islar ,7' gan baik dan benar.
75
Melalui Peraturan Bupatl Tasnkmalaya Nomor 4 Tahun 2006 proses

i UNIVERSITAS

Madrasah Diniyah/Din*ﬁl‘uhm Kabupaten Tasikmalaya diatur
melalui prosedur MQ N E s I A

2) Pendiri dan Penyelenggara

iliyah pada umumnya didirikan oleh

masyarakat, untuk menyelen p@dldlkan agama Islam. Hal tersebut

dilakukan untuk memen: an| pengetahuan, pemahaman dan

Yang mendirikan Madarasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah menurut
peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 adalah masyarakat,

sebagaimana yang termaktub pada Pasal 4 (1): “ Madrasah Diniyah
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didirikan dan dikelola oleh masyarakat.” ** Masyarakat tersebut vang
dimaksud adalah baik itu pondok pesantren, Dewan Keluarga Mesiid
(DKM), yayasan, dan perorangan atau masyarakat pada umumnya.
3) Syarat Pendirian dan Penyelenggaran

Untuk mendirikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Kabupaten
Tasikmalaya, maka masyarakat yang akan menyelenggarakan pendidikan
Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah, baik pondok pesantren, Dewan
Keluarga Mesjid (DKM), yayasan, dan perorangan atau kelompok

masyarakat harus memenuhi persyaratan pendirian Madrasah

ISLAM
ili ang berlaku. Secara umum persyaratan

tercantum dalam Pcm@%]%@!hnalaya Nomor 4 Tahun 2006
Pasal 4 (2), : “Syarat pendirian madrasah Diniyah harus memiliki murid,

fasilitas be ajmgmy(egagae%jla:)cﬁdéloh dengan baik; dan
Pasal 4 (3) : Setiap atlﬁﬁmiyah harus terdaftar di Departemen
Agama Kabup!leQtMﬁ§lLﬁk Madrasah (NSM).”*

Secara teknis syarat pendirian dan penyelenggaraan pendidikan Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmiliyah sebagaimana yang dimaksud dalam

Peraturan Bupati tersebut adalah:

* Bupati Tasikmalaya, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya,
(Tasikmalaya, 2006) hal 3.

% Ibid, hal. 3
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a. Didirikan dalam lingkup mesjid, pesantren, vayasan. atau
perorangan yang dipandang memadai berdasarkan persyaratan

penyelenggaraan pendidikan;

b. Memiliki murid paling sedikit 15 orang pada tiap
kelas/tingkatannya;

¢. Memiliki bangunan ruang belajar sesuai dengan jumlah rombongan
belajar;

d. Memiliki ruang kantor;

Memiliki tenaga pengajar sejumlah rombongan belajar, dan sesuai
dengan mata pelajaran yang di sajikan;

Ada surat rekomondasi dari Madrasah Diniyah terdekat;

Memiliki badan pengurus pengelola;

Mampu membiayai kebutuhan pengelolaan pengajaran;

Bersedia diberikan pembinaan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA)
dan Departemen Agama;

Terdaftar dan mendapat pengesahan dari Departemen Agama yang
di tandai dengan Piagam Penyelenggaraan Madrasah Diniyah.®

o

moEge

e

4) Prosedur Pengajuan P WEMM P
<

N

“Untuk mendirikan iniyah Takmiliyah di Kabupaten

Tasikmalaya, pihak menyelenggarakan pendidikan

Madrasah Diniy baik pondok pesantren, Dewan

e

Keluarga Mesjid (DKM), yayasan, atau perorangan mengajukan

pengesahumwmm Agama Kabupaten
Tasikmalaya, mellis LK.KA/M]‘ tingkat kecamatan dan
MK2MD/KK DI tigkatkabbpaten, deiipah fblengkapi syarat-syarat yang
telah ditentukan untuk mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan
Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah. Surat permohonan pengesahan
yang dilampiri berkas persyaratan lengkap sebagaimana yang telah

ditentukan, ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa,

¥ Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, Petunjuk Teknis Pembinaan dan
Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pelaksana Peraturan
Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan pengembanagn Madrasah
Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya,(Tasikmalaya,2006), hal. 7.
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Camat, dan Kepala KUA setempat dimana Madrasah Dinivah/Dinivah
Takmiliyah akan dididrikan dan diselenggarakan. Tembusan surat
permohonan pengesahan tersebut disampaikan kepada Kepala
Sekolah/Madrasah tempat calon siswa Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah mengikuti sekolah/madrasah formal, dan kepada Kepala
UPTD Pendidikan TK-SD dan Luar Sekolah Kecamatan. Bagi surat
permohonan pengesahan pendirian dan penyelenggaraan Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang memenuhi kriteria berhak ditanggapi

oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya melalui

niyah Takmiliyah seksi Pendidikan

melakukan verifikasi ke lokasi

IS

penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang

bersangkL)lNltM Eﬁﬁle‘rﬁlﬁg ternyata Madrasah
Diniyah/Diniyah Taltﬁ;dvtA)Mmcnuhi persyaratan, maka setelah
6 (enam) bulNBsQME&IAJm berlangsung pihak
Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya melalui seksi
Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (Pekapontern)
mengeluarkan Piagam Penyelenggaraan Madrasah Diniyah/Diniyah

Takmiliyah, berikut Nomor Statistik Madrasah (NSM). Penetapan tersebut
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dilaporkan- kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dan

Departemen Agama Pusat.”®*

D. Pengelolaan

Karena pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah merupakan
pendidikan yang memiliki basis pada masyarakat, dan memiliki muatan
idiologi kultural yang kokoh dan kuat dalam berbagai kondisi yang ada pada
masyarakat, maka pengelolaan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di

Kabupaten Tasikmalaya diharapkan bertumpu pada upaya peningkatan

ISLAM

pelayanan terhadap kebutuha masyarakat dan pengembangan sistem yang di

anggap lebih baik. Selain asah Diniyah/Diniyah Takmiliyah

merupakan lembaga pendidikan gcara riil menyiapkan kader bangsa
dengan tidak hanyut dcnga;)

SeEE

nilai yang mencerminkan ketauhidan dan akhlaqul karimah. Selanjutnya

bahwa masyMHLcMﬁB § lp:rdﬁ.&ng layak, yang sesuai
dengan pola pendidikal %%Mn oleh pemerintah, karena pada
hakekatnya pendME&llAmh Takmiliyah merupakan

salah satu pola pendidikan yang ada di Indonesia yang tidak terpisahkan dari

formal yang berorientasi pada tatanan

sistem pendidikan nasional.
Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam tataran itu

maka pendidikan harus selalu berlandaskan kepada keimanan dan ketagwaan

8 Ibid, hal. 7.
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yang dapat membuahkan amal soleh dalam kehidupan. Untuk mewuiudkan
tujuan pendidikan nasional tersebut maka semua bentuk pendidikan termasuk
pendidikan Madrasah  Diniyah/Diniyah  Takmiliyah tidak  dapat
dimarjinalisasikan. Yang terpenting dan perlu mendapat perhatian adalah out-
put dan out-comenya.

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah adalah salah satu bentuk
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (Islam) yang diselenggarakan
oleh masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem
pendidikan nasional yang ”... berdasarkan Pancasila dan Undano-lindang

) ISLAM
Dasara Negara Republik %donesm Tahun

1945, berfungsi mengembangkan
(peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerd idupan bangsa, dan bertujuan untuk

berkembangnya potensi enjadi manusia yang beriman dan
e s i i st
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, Matigm,\{mﬁéjai%lga r@‘a%ang demokratis, serta
boranggung jawab® 1 D= AM

Madrasah DJM)Q muﬁm lembaga pendidikan

nonformal yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan moral Islami yang

tumbuh di masyarakat sebagai modal dasar untuk merelaisasikan visi
Kabupaten Tasikmalaya “Religius Islami” perlu dikelola dengan baik. Oleh
sebab itu maka “pengelolaan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di

® Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Rl, Kumpulan Undang-Undang
dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sisdiknas. kata pengantar M: Suparta (Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Islam RE
2007), hal. 8.
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Kabupaten Tasikmlaya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, vang
didukung oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, tehnis pengelolaan Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan oleh
penyelengara, baik pondok pesantren, DKM, yayasan, perorangan atau
kelompok masyarakat yang peduli terhadap pendidikan agama Islam; dan
tehnis pembinaan dilaksanakan oleh Departemen Agama bersama dengan
Dinas Pendidikan.”

5) Penyelenggaraan  Pola  Pendidikan Agama Islam  Madrasah

Diniyah/Diniyah Takmiliyah pada Sekolah/Madrasah Formal

Diniyah/Diniyah Takmiliyah

] d gan sekolah formal. Pendidikan di
b .‘ ndidikan agama Islam sebagai upaya

SCNEDICE _
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemantapan pada pendidikan

agama Islln)c“lo\d( EHUSL’ITCA §na Islam di Madrasah
Diniyah sebagai pold pddikesfdeMsiam pada sekolah formal adalah
kerjasama analN@n@NE &’IaAtuk meningkatkan kualitas

pendidikan agama Islam pada masyarakat pendidikan.
Penyelenggaraan pola pendidikan agama Islam Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah pada sekolah formal yang dimaksud adalah bahwa:

* Bupati Tasikmalaya, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya,
(Tasikmalaya, 2006) hal. 4.
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a. Pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah harus menjadi
bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan agama 1siam @
sekolah formal;

b. Hasil pembelajaran di Madrasah Diniyah merupakan suplemen
pada pendidikan agama Islam di sekolah formal;

c. Pola pembelajaran agama Islam di Madrasah Diniyah harus
mereduksi pola pembelajaran agama Islam di sekolah formal;

d. Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dan sekolah formal harus
memngkatkan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang
sinergis.’

Pengembangan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah secara sinergis
dilakukan dengan pola koordinasi yang baik antara kepala Madrasah

Diniyah/Diniyah Takmiliyah dan kepala sekolah/madrasah formal. Bentuk

. Takmiliyah;
. Penentuan ml%&w@}m agama Islam di sekolah formal;

e
f. Pengaturan admmlstras: pembelajaran;

“ONIVERSITAS
’ }S’asaﬁ:nldan Sma;e:!a;%ﬁlxm liyah dipol id
g ]\N mlwgfﬁ iyah dipola engan

sasaran dan stratcgl program Peraturan Bupati Tasikmlaya Nomor 4 Tahun

2006. Sasaran program pendidikan tersebut adalah: “a). Siswa yang ada
di sekolah formal wajib menjadi murid di Madrasah Diniyah; b). Siswa

SD/MI, SMP/MTs., dan SMA/MA/Sederajat, yang ada di Pondok

" Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, Petunjuk Teknis Pembinaan dan
Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pelaksana Peraturan
Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Temtang Pembinaan dan pengembanagn Madrasah
Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya,(Tasikmalaya,2006), hal. 8.

“2Ibid, hal. 8
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harus mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah
atau Pondok Pesantren sampai mendapatkan nilai; c¢). Siswa
sekolah/madrasah formal yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih
tinggi, dan karena sesuatu hal siswa tersebut tidak memiliki Syahadah
(ijazah Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah), maka siswa tersebut dapat
diterima di sekolah/madrasah yang dimaksud tetapi yang bersangkutan
harus mengikuti pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah
selama 1 (satu) tahun sampai mendapatkan Syahadah; d). Siswa yang tidak
memiliki Syahadah sebagaimana pada poin ¢ dan belum mengikuti
glama 1 (satu) tahun dan belum

maka siswa yang bersangkutan

a Islam di sekolah formal.”**

SAEDE

E. Sistem Pembelajaran

Pembelajdran atat juhgKapan yarlg Tebih dikehal sébelumnya “pengajaran”
menurut Degeng, scba*&hyAM oleh Muhaimin adalah upaya
untuk membelaj*N@@NEasi Pendidikan Agama Islam di

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah adalah upaya untuk membuat siswa
dapat belajar, terdorong belajar, mau belajar, dan tertarik untuk terus menerus
mempelajari agama Islam, baik untuk kepentingan pengetahuan bagaimana

cara beragama yang benar maupun mempelajari Islam sebegai pengetahuan.

% Ibid, hal. 5

* Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, Editor Siti Lailan Azizah, Cet. 3, (Bandung:
Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 183.
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Dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya istilah yang dipakai adalah kata
pengajaran. Kata Pengajaran menurut Sikun Pribadi. vane dikutio oleh
Ahmad Tafsir adalah suatu kegiatan yang menyangkut pembinaan anak
mengenai segi kognitif dan psikomotor semata-mata, yaitu supaya anak lebih
banyak pengetahuannya, lebih cakap berpikir kritis, sistematis, dan objektif
serta terampil dalam mengerjakan sesuatu.® Kata pengajaran tersebut
menunjukan arti upaya untuk mebelajarkan siswa. Oleh karena itu walau pun
pada dasarnya tidak perlu dipermasalahkan istilah pembelajaran lebih tepat
digunakan dengan alasan bahwa “kata pembelajaran menggambarkan upaya

belajar siswa dan memiliki makna

hakikat desain pembelajaran dalam

upaya membelajarkan pes

Pembelajaran merupakan—suatu-siste

G
“sisten dapat didefinisikan sebagai keseluruhan komponen yang terdiri dari

bagian-bagihe VI bNGEE Fr ST\ ocapai hasil atan tujuan
yang diharapkan® Dbagarl_derfikiaf\dstem pembelajaran di Madrasah
Diniyah/ Dhiymw&iﬂumlah komponen, setiap

komponen memiliki fungsi yang berbeda, tetapi antar komponen satu dengan

. Dalam konteks pembelajaran

% Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Editor Mukhlis, Cet. 9, (Bandung:
Remaja Rosda Karya, 2007), hal. 7.

% Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, Editor Siti Lailan Azizah, Cet. 3, (Bandung:
Reémaja Rosda Karya, 2004), hal. 183.

* Ibid, hal, 160,
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yang lainnya memilki keterkaitan dan bekerjasama untuk mencapai tuiuan
atau hasil yang diinginkan.

Komponen pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah tidak
berbeda dengan komponen pembelajaran di lembaga pendidikan lainnya, baik
formal maupun nonformal. “Komponen pembelajaran terdiri dari tujuan,
bahan pelajaran, kegiatan pembelajaran, alat pembelajaran, sumber
pembelajaran, dan evaluasi/penilaian hasil belajar.”*

1. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran merupakan suatu cita-cita yang ingin dicapai dari

pelaksanaan pcmbelaM@mn yang diprogramkan harus

mempunyai tujuan, karena pgnbelajaran tanpa tujuan tidak akan
memiliki kepastian dal mk?f}x arah, target akhir, dan prosedur
>

“Tujuan dalam pendidikan dan pembelajaran merupakan suatu cita-cita

yang bern!h, m«lanvm§lllm sejumlah nilai yang
ditanamkan kepada | %AMm tersebut diharapkan dapat
mewarnai chNQQ NESJ&AIingkungan sosial, baik di

lingkungan madrasah maupun di lvar lingkungan madrasah. Mengenai hal

TA

UN§/ER
F 8 (
I

ini Rustiyah sebagaimana yang dikutip oleh Pupuh Fathurrohman
berpendapat bahwa suatu tujuan pembelajaran merupakan deskripsi

tentang penampilan prilaku (performance) anak didik yang diharapkan

% Pupuh Fathurrohman, Strategi Belajar Mengajar, Editor Mursidin dan Yoyo Sunaryo, Cet.
10, (Bandung: Tunas Nusantara, 2001), hal. 35.

1% 1bid, hal. 35.
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setelah mempelajari bahan pembelajaran tertentu. Suatu hasil vang kita
harapkan dari pembelajaran dan bukan sekedar proses pembelajaran itu
sendiri.”'"'

Tujuan pendidikan dan pembelajaran mempunyai jenis-jenis/jenjang dari
yang luas atau umum sampai yang sempit atau khusus. Semua tujuan
berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, dan tujuan di
bawahnya menunjang tujuan di atasnya. “Jenis-jenis tujuan pendidikan
terscbut adalah Tujuan Pendidikan pada Umumnya (TPU) Tujuan
Pendidikan Nasional (TPN) , Tujuan Pendidikan Institusional (TPI),

Tujuan Kurikuler

Intruksional Khusus

umum manusia yang memiliki ciri-ciri: badannya sehat, kuat, dan memilki

kcmwnpimmmmx&é pandai (aspek akal);
dan hati berkembang 'dézlmﬁMlbu, ruhani).”'%
Sedangkan tuj\m m& I;Ammana tercantum dalam

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional adalah “...untuk berkembangnya potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

19! rpid, hal, hal. 37.

12 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Editor Mukhlis, Cet. 9, (Bandung:
Remaja Rosda Karya, 2007), hal. 14.

1% 1bid, hal. 14.



9%

Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri. dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”'®

Dengan demikian Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah sebagai suatu
lembaga pendidikan keagamaan nonformal yang merupakan bagian dari
sistem pendidikan nasional mempunyai tujuan institusional/kelembagaan.
Tujuan institusional Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilyah di Kabupaten
Tasikmalaya telah diatur dan ditentukan melalui Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006. Tujuan tersebut sebagaimana telah

dijelaskan sebelumnya adalah:

a. Untuk memberil ISL&%‘I /ngetahuan tentang dasar-dasar

b. Untuk membe aZ ang berakhlakul karimah, serta
memiliki kepribadian Hil dan,mandiri;

¢. Memberikan @ kemampuan beribadah sebagai aplikasi iman
dant%gwa yang dapat di u‘r:r ntasikan dalam kehidupan sehari-
hari.'

i i, ATy et i i
agama Islam di I;SIE_ EMjuan institusional/kelembagaan

pendidikan Mwwwyah diatur melalui Undang-

Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pasal 25 (1) tujuan Madrasah

Diniyah/Diniyah Takmiliyah adalah untuk melengkapi pendidikan agama

1% Direktorat Jenderal Pendidikan islam Departemen Agama Rl, Kumpulan Undang-Undang
dan_Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sisdiknas. kata pengantar M. Suparta (Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Islam RI,
2007), hal. 8.

" Bupati Tasikmalaya, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya,
(Tasikmalaya, 2006) hal. 4.
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serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga meniadi
manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan,
kepada Allah SWT serta berakhlaq mulia dalam

k:t}:mm;‘badl, bcrmasymkat, berbangsa, dan bernegara, serta

untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.'”
Secara lebih rinci tujuan kurikuler di Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah adalah merupakan tujuan setiap mata pelajaran yang terdapat
dalam kurulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah, yaitu: Qur’an-
Hadts, Aqgidah-Akhlaq, Fikih-lbadah, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa
Arab, dan Praktek Ibadah.
Isi mata pelajaran tersebut adalah merupakan materi pokok kegiatan

interaksi pendidikan d dalam rangka merealisasikan tujuan

institusional Madrasa Takmiliyah. Dalam kurikulum
kurikuler akan tertuang dalam
yaitu “kualifikasi kemampuan

minimal siswa yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan

keterampwm Mmc%&tiap tingkat dan/atau
semester untuk mata las]mn AM

Tujuan yang 169ih/spesifk dari-fjuanurdidier adalah tujuan intruksional
umum (TPU). Tujuan intruksional umum merupakan penjabaran dari
tujuan kurikuler. Tujuan penjabaran yang berkali-kali pada dasarnya ialah
agar rumusan tujuan pendidikan menjadi khusus dan oprasional, sebab

tujuan pendidikan hanya dapat mungkin dicapai bila tujuan dirumuskan ke

' Depdiknas, Standar Kompetensi Mata Pelajaran Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah,
(Jakarta: 2003), hal. 4.

WE Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Editor Mukhlis, Cet. I, (Bandung: PT
Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 97.



9

dalam rumusan yang khusus dan oprasional. Disamping tuiuan
intruksional umum (TPU), terdapat lagi tujuan yang lebih spesifik yaitu
tujuan intruksional khusus (TIK). Tujuan intruksional khusus (TIK)
merupakan langkah terakhir dalam upaya membuat rumusan tujuan yang
paling khusus dan oprasional. Tujuan Intruksional Khusus (TIK) dapat
diartikan sebagai rumusan tujuan yang berisi kualipikasi khusus yang
diharapkan dimiliki murid setelah selesai mengikuti kegiatan
pembelajaran. Tujuan intruksional khusus (TIK) adalah tujuan yang

hendak dicapai guru setiap kali melaksanakan kegiatan pembelajaran.

jalam kurikulu tingkat Satuan
andar kompetensi dan kompetensi
truksional khusus (TIK) dalam
TSP) dikenal dengan inaikator

kompetensi (IK), yaitu “...prilaku hasil belajar yang dapat di ukur dan/atau

di observagi)m Mﬁﬁé&;ﬁiﬁé&tmsi dasar tertentu
yang menjadi acuan Ip§lrm &Mﬂﬂn."o Sehubungan dengan hal
tersebut dalamm Mimﬁl, baik menyangkut

kognitif, apektif, maupun psikomotor. Indikator kompetensi dibuat oleh
guru ketika akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu
pada standar kompotensi dan kompetensi dasar (SKKD), atau indikator
kompetensi merupakan penjabaran dari standar kompetensi dan

kompetensi dasar (SKKD).

"1 1bid, hal. 139.
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2. Bahan Pembelajaran

Bahan pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah adalah
merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.
Tanpa bahan proses pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah tidak akan berjalan.

Bahan pembelajaran Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Kabupaten
Tasikmalaya berpedoman pada kurikulum nasional Madrasah Diniyah/
Diniyah Takmiliyah berbasis kompetensi versi Departemen Agama. Hal

tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun

2006 , Bab IX Pedom j al 15. “Hal tersebut sesuai dengan
ketentuan yang dia n Pemerintah Republik Indonesia
L
m
Nomor 25 Tahun 20 %p at |3 yang menetapkan kewenangan
=) >

pemerintah pusat di &n diantaranya adalah: penetapan

kurikulum berbasis kompetensi warga belajar serta pengaturan kurikulum

nasional &ﬂ) Iﬁ'ulamn gslﬁe ajar secara nasnonal serta pedoman
pelaksanaannya; dJnS;IEﬂ'BﬁMKeﬁ pokok pembelajaran.”"!
Berdasarkan mgma%imal kemampuan dasar

pendidikan keagamaan Madrasah  Diniyah/Diniyah  Takmiliyah
diorganisasikan dengan komponen pokok: kompetensi dasar, materi
pokok, dan indikator.

Kompetensi dasar merupakan kompetensi minimal yang harus dikuasai

siswa dalam menempuh pendidikan di Madarasah Diniyah/Diniyah

""" Direktorat jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pendidikan Keagamaan dan
Pondok Pesantren, Grand Design Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren 2004-2009, Kata
Pengantar Amin Haedari, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hal. 52.
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Takmiliyah. Kemampuan tersebut berorientasi pada prilaku apektif dan
psikomotorik dengan dukungan pengetahuan dalam rangka memperkuat
keimanan dan ketagwaan terhadap Allah SWT, sesuai dengan ajaran
Islam. Kompetensi dasar tersebut dijabarkan pada kemampuan siswa di
setiap kelas dan dikelompokan dalam enam (6) unsur pokok pendidikan
keagamaan Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah, yaitu: Qur’an-Hadits,
Aqidah-Akhlak, Fikih-Ibadah, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab,
dan Praktek Ibadah.

Materi pokok merupakan bagian dari struktur keilmuan suatu bahan kajian

seba“_,l'i batas keluasan dan kedalaman

)

pembelajaran  tersebut secara unium disebutkan dalam rumusan

e ANIVERSITAS
Sedangkan indikator l\&lﬂm%Mesiﬁk dan rinci yang diharapkan
dapat dikuasail NQQME&A;, dari kompetensi dasar.

Indikator merupakan target pencapaian pembelajaran dan sekaligus

bahan pembelajaran

menjadi ukuran keberhasilan proses pembelajaran.

Bahan pembelajaran Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Kabupaten
Tasikmalaya sebagaimana di jelaskan di atas berpedoman pada kurikulum
nasional berbasis kompetensi versi Departemen Agama. Kurikulum yang
dimaksud yang berlaku versi Departemen Agama adalah kurikulum
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Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah Tahun 1983 yang di adaptasi

dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sebagaimana

kurikulum yang diberlakukan secara nasional diberbagai lembaga

pendidikan di Indonesia. Kurikulum model tersebut dianggap sangat

relepan dengan semangat pembelajaran yang terjadi pada Madrasah

Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Tasikmalaya. Kurikulum

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah disusun sesuai dengan jenjang

pendidikan yang ada di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di

Kabupaten Tasikmalaya, yaitu:

a.

Kurikulum

masa belajar 2 (
jam  pembelajaran

) l@ﬂl@l

Kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah Awaliyah dengan

mase Il W Er R, 0 T R dengan et v,

dengan jumlah JMMasmg-m&mg maksimal 18 jam
per-minggh (1 Him-pomelaf b0 AID)

Kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah Wustha dengan

pembelajaran=30

masa belajar selama 2 (dua) tahun dari kelas I sampai dengan kelas 11,
dengan jumlah jam pembelajaran masing-masing maksimal 18 jam
per-minggu (1 jam pembelajaran=45 menit);

Kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah ‘Ulya dengan masa

belajar 2 (dua) tahun dari kelas I sampai dengan kelas II, dengan
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jumlah jam pembelajaran masing-masing maksimal 18 jam per-minggu

(1 jam pembelajaran=45 menit).
Kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah pada seluruh
tingkatannya memuat serangkaian ketentuan dan pedoman yang meliputi
unsur-unsur susunan program kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah yaitu kerangka umum program pembelajaran yang akan
diberikan pada tiap tingkatan dan jenjang pendidikan di Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmiliyah. Susunan program kurikulum tersebut

mencakup beberapa bagian, yaitu:

enggarakan di Madrasah Diniyah/

ah, Wustha, dan Ulya;
Z

a. Jenis-jenis progra
Diniyah Takmiliyah
b. Perbandingan frekwensi y: iberikan kepada masing-masing ienis
program pembelajm 2 ", vakiu kegiatan yang disediakan untuk

setiap minggu;

¢ Frekw!ﬂ? N’ayuﬁﬂaﬁ meﬁgu mata pelajaran dari
tingkat yang satu lcﬁ'lghnélm,

d. Jenis-jenis MD:QME&[AM diselenggarakan.

Dalam hal ini, guru mata pelajaran tentu akan mengetahui kedudukan

masing-masing mata pelajaran dalam keseluruhan program Madrasah

Diniyah/ Diniyah Takmiliyah, dan mengetahui waktu yang disediakan

untuk penyelenggaraan program pembelajaran tersebut pada setiap

minggu, semester, dan tahunan.
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Struktur kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah sesuai jenjang

dan tingkatannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah
I'dadiyah, Awaliyah, dan Wustha'"?
JENJANG DAN KELAS
it =" I'dadiyah Awaliyah Wustha
I [ml1omfmfJiv|iI1T]n
1 | Qur'an-Hadits
a. Quran 2 | 2 :i 32129 %
b. Hadits - -l -1 -1212]4]4
c. Terjemah-Tafsir - - - - 2 2 2 2
d. Tajwid - < js«ststj2t2}]-1-
2 | Aqidah-Akhlaq 2 12]ajasl2al2]2]2
3 | Figih-Tbadah 2 | 2|4 |4 |2|2]|2]2
4 |[SKI ([ 'g-2M[ A 222222
5 |BahasaArab | z2li2]1 212121212
6 | Praktek Ibadah |— 12l 2i2idl2l212
Jumlah |/ 92 [ 18 [ 18 |18 | 18 [ 18 [ 18
~ m
z n
D a .2
Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah ‘Ulya'"
LTI A JENJANG DAN |
KELAS ‘
i UWERS TA& Keterangan
ISLANAT [ &
1 | Quran-Hadits .
a. Tafs i 2 !
: TIRIMIONE SIA | 2 |
2 | Aqgidah-Akhlaqg, Ilmu Tavhid 2 2 |
3 Figih 4 2
4 | Ushul Figih - 2
5 | SKI 2 -
6 | Perbandingan Agama - 2
7 | Bahasa Arab 4 4
8 | Praktek Ibadah 2 2
Jumlah 18 18

"2 Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam, Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah, Kata Pengantar Amin Haedari (Jakarta:
Departemen Agama RI, 2006), hal. 17.

3 1bid
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Untuk melaksanakan kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah

harus memperhatikan hal-hal yang memungkinkan pendidikan Madrasah

Diniyah/ Diniyah Takmiliyah berjalan dengan efektif dan efisien.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kurikulum

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah, yaitu:

a. Fleksibilitas program, artinya fleksibilitas program harus digunakan
dalam melaksanakan kurikulum. Guru memperhatikan siswa (dalam

kecerdasan, kemampuan, dan pengetahuan yang telah dikuasainya),

metode-metode rgbeh%JTaénM yang akan digunakan, kematangan
= O
siswa, dan bahan pe % iseshaikan dengan kemampuan siswa;

dalam mengorganisasi proses

>
pembelajaran harus, bes ada tujuan. Pemilihan kegiatan dan

pengalaman belajar yang fungsional dan objektif diperlukan kriteria

PR [hV4 =1 =351 VNS A—

masyarakaﬂsiswal%xlwd%m menentukan waktu dan bahan
pembelajulN@.QNEas LApkm tujuan-tujuan yang

harus dicapai oleh siswa dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Atas
dasar pertimbangan tersebut maka waktu yang tersedia di Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmiliyah secara maksimal dimanfaatkan bagi
pengembangan kepribadian siswa dengan tujuan yang hendak dicapai
oleh Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah;
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c. Efektifitas dan efisiensi, artinya sebagaimana dijelaskan sebelumnya
bahwa tujuan utama menyelenggarakan Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah adalah untuk melengkapi dan menambah perolehan
pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah formal. Karena
banyaknya bahan pembelajaran serta padatnya kegiatan yang menyita
perhatian, energi, dan waktu bagi siswa, maka penyelenggaraan proses
pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah harus
diupayakan seepektif dan seefisien mungkin. Dalam menyusun jadwal
pembelajaran diharapkan tidak terlalu kaku berpegang kepada alokasi

H lajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah

A ahyah, Eustha, %1' ‘I!;A)a$ am penyusunan bahan

pembelajaran mﬁalﬂﬂﬁ&lén harus jelas hubungannya antar
pokok bam ngml Ax tingkatan dan jenjang

Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah. Para pelaksana kurikulum

I dadg:

terutama guru harus dapat memahami hubungan hiarkis dan fungsional
antara mata pelajaran yang diberikan di semua tingkatan dan jenjang
Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah

e. Pendidikan seumur hidup, artinya pendidikan agama Islam di
Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah adalah pendidikan untuk
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semua (education for all) yang dapat berlangsung seumur hidup.
Semua manusia muslim Indonesia berhak mendapatkan pendidikan
agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah, sehingga
diharapkan melalui pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah
perkembangan pengetahuan agama Islam berlangsung seumur hidup.
3. Kegiatan Pembelajaran
a. Waktu Pembelajaran
Awal waktu pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah
berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006

kolah/madrasah formal, dengan

r.g’enggunaan penanggalan diserahkan

3
&
.
b 1
.8
g

Diniyah/Diniyah Takmiliyah, baik

aupun kalender Qomariyah. Hal ini
dilakukan karena hasil pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah

TMIME%QJ $§ hasil belajar di
seko]ah/madmsl.s LﬁnAMm waktu pembelajaran  bias
dilaksanm QQM ES‘LAalmq hari. Penyelenggara

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah menyesuaikan keadaan waktu
belajar siswa yang belajar di sekolah/madrasah formal.

b. Bentuk kegiatan pembelajaran
Kegiatan pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah
terbagi dalam 2 (dua) bentuk kegiatan, yaitu: intrakurikuler dan

ekstrakurikuler. Kedua macam bentuk kegiatan tersebut dikelola dalam
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keseluruhan proses pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah.

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran di Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang pembagian waktunya telah
ditentukan dalam program. Bentuk kegiatan intrakurikuler
dimaksudkan untuk mencapai tujuan minimal, baik pada masing-
masing mata pelajaran maupun sub mata pelajaran. Pada prinsipnya,
kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan tatap muka antara siswa

dan guru. Termasuk di dalamnya kegiatan perbaikan dan pengayaan.

Dalam  pel intrakurikuler di  Madrasah

O
Diniyah/Diniyah ard§ memperhatikan beberapa hal, “
Z

yaitu: 1) waktu y. Etelj d%m struktur program; 2) kompetensi

=) >

mata pelajaran dari m : jenjang Madrasah Diniyah/Diniyah
o) 08 e

Takmiliyah, sehingga kompetensi yang ingin dicapai pada akhir

pembe\akm IdM m § lﬂ:ﬁémasing bidang mata
pelajaran, sehin gL§alur d%Mpengorganisasian kelas, metode,
sarana danlma Q MEﬁLﬁm yang tepat; 4) berbagai

sumber dan sarana prasaran yang terdapat di Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmiliyah dan lingkungan sekitar; 5) pelaksanaan
kegiatan intrakurikuler dapat berbentuk belajar secara klasikal,

kelompok, dan perorangan.”''*

14 1bid, hal. 27.
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Salah satu tugas utama bagi guru Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah adalah menciptakan suasan kelas sedemikian rupa
sehingga terjadi interaksi proses pembelajaran yang dapat mendorong
siswa menjadi aktif. “Dalam kegiatan pembelajaran terdapat dua hal
yang turut menentukan berhasil tidaknya suatu proses pembelajaran,
yaitu pengaturan kelas dan proses pembelajaran itu sendiri.”''® Kedua
hal tersebut saling memepengaruhi. Keberhasilan pembelajaran, dalam
arti tercapainya tujuan intruksional, sangat tergantung pada

kemampuan mengatur kelas. Kelas yang diatur secara tepat dapat

temannya, maupun dengan lmgkungan sekitar.

Unmkumw SEIB§II1IgA§’I serta memungkinkan
komunikasi dialdg-dan-perfobridh/Gimbingan, bantuan, dan perhatian

kepada sibhi iU\ EZosgaisohn dan pengkalisipikasian

sistem pembelajaran yang memadai.

Pengaturan siswa dalam pembelajaran memerlukan pengkalsipikasian/
pengelompokan. Dalam hal ini berdasarkan petunjuk teknis
pelaksanaan peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006,

pengkalsipikasian siswa Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dapat

"¢ Direktorat jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pendidikan Keagamaan dan
Pondok Pesantren, Grand Design Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren 2004-2009, Kata
Pengantar Amin Haedari, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hal. 70
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pengamalan dengan mengutamakan praktek beragama Islam yang baik
dalam kehidupan sehari-hari. Hasil pembelajaran Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang dimaksud berupa kemampuan yang
diharapkan dimiliki siswa setelah selesai belajar di Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmiliyah. Hal tersebut tertuang dalam Kemampuan
Dasar Umum (KDU) yang diharapkan dimiliki, yaitu:

1). Memiliki sikap sebagai seorang muslim yang berakhlak mulia

dan bertaqwa;

2). Memiliki sikap sebagai warga negara yang baik;
3.) Memiliki sikap kepribadian yang utuh, percaya pada diri

sendiri, sehat jasmani dan rohani;

4). Memiliki Wetahum keterampilan beribadah,
dan sikap v terpuji yang berguna bagi pengembangan
pribadinya.! 5

4. Metode Q o)
Z
LLi
Metode adalah suatu %ra di&rgunakan untuk mencapai tujuan
D >
pembelajaran. Dalam kegiafan, pe metode diperlukan oleh guru
WIS

dalam penggunaan yang bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin

dicapai. MMMﬁmrﬁ%b&n keharusan untuk
melaksanakan tugasl'§ 'mel&nM pembelajaran. Syaiful Bahri

Djamarah darlmm mg dikutif oleh Pupuh

Fathurrohman mengemukakan lima faktor yang dapat memepengaruhi

penggunaan metode pembelajaran, yaitu:

a. Tujuan dengan berbagi jenis dan fungsinya;

b. Anak didik dengan berbagai tingkat kematangannya;

c. Situasi berlainan keadaan;

d. Fasilitas bervariasi secara kualitas dan kuantitasnya;

e. Kepribadian dan kompetensi guru yang berbeda-beda.''®

"7 1bid, hal. 70.
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Pelaksanaan Metode pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah, dapat diterapkan metode tradisional yang menjadi ciri khas
Madrasah Diniyah /Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren, dan atau
metode-metode lain yang dapat dipergunakan sesuai dengan prinsip dasar
pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah, yaitu: dapat
dipahaminya bahan dan materi pembelajaran oleh para siswa peserta didik
dengan lebih mudah dan lebih cepat. Metode-metode pembelajaran
tradisonal yang menjadi ciri khas Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah

dan Pondok Pesantren an

)
a. Weton/Bandongan,
waktu, sebab pada

pembelajaran di

deasamya metode wefon merupakan
"CUNINVERSIT'S P pembejam
dengan duduk dI gtn 1& w atau ustadz yang menjelaskan
materi ngl lzs\wa menyimak kitab/buku

sumber masing-masing dan membuat catatan pada kitab/buku sumber

melaksanakan s

tersebut. Istilah wefon ini di Jawa Barat disebut dengan Bandongan
atau Bandungan, yang berasal dari kata kerja ngabandungan yang

artinya mendengarkan.

""* pupuh Fathurrohman, Strategi Belajara Mengajar Suatu Pendekatan Baru dan Prakiis,
Editor Mursidin dan Yoyo Sunaryo, Cet. 10,(Bandung: Tunas Nusantara, 2001), hal. 38.
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b. Sorogan, berasal dari kata sorog (bahasa Jawa), yang berarti
menyodorkan. Sebab setiap siswa/santri menyodorkan kitab/sumber
pembelajaran di hadapan kyai, guru, atau ustadz. Metode sorogan
merupakan proses pembelajaran secara individual. Santri/siswa
berhadapan dengan seorang guru, dan selanjutnya terjadi interaksi
saling mengenal di antara keduanya. Metode sorogan ini sangat
efektif sebagai tarap pertama seorang siswa/murid yang bercita-cita
untuk menjadi seorang ‘alim. Melalui metode sorogan memungkinkan

seorang guru dapat mengawasi, menilai, dan membimbing secara

metode bandonga =

lingkaran (sunda: - ). Metode halagoh berarti cara
pembelajaran lingkaran atau sekelompok siswa yang melaksanakan

pmsesQM‘aME B«ﬂ;&% §orang guru di suatu

tempat. Halagoh Mbersama atan merinakan diskusi
untuk menm @mm

d. Hapalan, yaitu metode pembelajaran dengan sistem mengahapal

materi pembelajaran. Metode hapalan di Jawa Barat dikenal dengan
istilah Talaran. Metode hapalan di Madrasah Diniyah /Diniyah
Takmiliyah dapat dipergunakan untuk menghapal al-Qur’an surat-surat
pendek atau secara keseluruhan, do’a-do’a, dan kitab-kitab tertentu,

dan atau materi pembelajaran yang berupa hapalan. Metode hapalan
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sangat erat kaitannya dengan metode pemberian tugas, biasanya
seorang guru memberi tugas kepada siswa untuk mengahapal suatu
materi pembelajaran. Setelah sampai pada waktu yang telah ditentukan
guru atau sesuai kesepakatan antara guru dan siswa, materi
pembelajaran berupa hapalan tersebut dibacakan di depan kyai, guru,
atau ustadz.

. Mudzakarah, kata mudzakarah berasal dari bahasa Arab kata dzakara-
yudzakiru yang artinya ingat-mengingatkan/mengingat kembali.
Metode mudzakarah berarti belajar bersama-sama tanpa guru atau

bermusyawarah."" karah dilaksanakan oleh siswa
g
(_

setelah selesai pros(t;s Metode mudzakarah merupakan
L

cara mengahapal %tau ngiglgt kembali materi yang telah
S

disampaikan guru %aﬁ]@ré}rbelajmn Namun demikian pada

umumnya metode mudzakarah dilaksanakan oleh siswa secara

indiviw 'dMﬁBi%r@aﬁm cara penyampaian
materi pembelajl&lmg ﬁcMoleh kyai, guru, atau ustadz. Ini
menunjukMQtN Esterdiartikan secara bahasa.

Sebenarnya “...kata mudzakarah mengandung arti musyarakah, yang

berarti suatu kegiatan yang yang dilakukan oleh beberapa orang atau
berupa pertemuan ilmiah. Dalam kegiatan tersebut terjadi dialog antara

beberapa siswa, untuk menganalisa isi atau materi pembelajaran dari

""" Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Cet. VIII, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Penafsiran Al-Qur’an, 1990), hal. 134.
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Metode keteladanan juga berarti, metode pendidikan dan pembelajaran
dengan cara menampilkan teladan kehidupan Rasul-Rasul Allah SWT
para sahabat, dan orang-orang yang shaleh, terutama Nabi Muhammad
SAW. Karena Allah SWT mengutus Muhammad SAW menjadi
teladan bagi manusia.

h. Nasihat, yaitu metode yang digunakan untuk mempengaruhi
pembawaan dengan kata-kata yang diperdengarkan.m Pembawaan
biasanya tidak tetap dan oleh karena itu kata-kata nasihat harus di

ulang-ulang. Nasihat yang berpengaruh membuka jalannya ke dalam

jiwa secara langsung me saan. Nasihat yang jelas dan dapat
dipegang adalah nasi dapat menggantungkan perasaan dan
tidak membiarkan
nasihat-nasihat an, seperti surat an-Nisa ayat

36,58, dan Lugman ayat 13.

i. I-Qwu‘m,aM g%m dﬁeéatahuan sejarah, yaitu
cara pembelajaml)%n!ﬂ!‘r ﬁng kisah-kisah dan pengetahuan
sejarah, dl]ﬁm&lﬁﬁl Aagai kisah/peristiwa, dan
dengan membuka lembaran-lembaran sejarah di masa lampau. Pada
umumnya pembelajaran dengan menggunakan kisah-kisah dan sejarah
akan lebih mudah meresap kepada siswa.

Selain metode-metode seperti tersebut di atas, pembelajaran di Madrasah

Diniyah/Diniyah Takmiliyah dapat juga mempergunakan metode-metode

'2 Ibid, hal. 134.
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kebutuhan siswa. Sumber pembelajaran sesungguhnya banyak sekali, baik
yang terdapat di madrasah, lingkungan masyarakat (desa dan kota), berupa
benda mati atau benda hidup, dan lain-lain. Pemanfatan sumber
pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah tergantung
kreatifitas guru, biaya, waktu, serta kebijakan lainnya. Ada beberapa

macam sumber pembelajaran, yaitu:

a. Manusia (people);

b. Bahan (materialis);

¢. Lingkungan (setting);

d. Alat dan perlengkapan (tool and equipment);
e. Aktivitas (activities).'"”’

lt-b}ﬂku atau kitab-kitab yang sesuai

dengan materi pokok pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah

Takmi]iyap m I Mﬁﬁams Ise"lb:glafA p%unjang pembelajaran
termasuk bahan pcmlle%a.lﬂfkﬁm.m
Bahan pembellmmlﬁum bupati adalah sumber

pembelajaran yang dapat dijadikan bahan pembelajaran di Madrasah
Diniyah/ Diniyah Takmiliyah, yang hanya merupakan salah satu macam

dari beberapa macam sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran tersebut

'#7 pupuh Fathurrohman, Strategi Belajara Mengajar Suatu Pendekatan Baru dan Prakiis,
Editor Mursidin dan Yoyo Sunaryo, Cet. 10,(Bandung: Tunas Nusantara, 2001), hal. 39.

- Bupati Tasikmalaya, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya,
(Tasikmalaya, 2006) hal 5.
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Evaluasi di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah harus dilaksanakan
secara menyeluruh, berkesinambungan, dan objektif. Secara menyeluruh
artinya perubahan tingkah laku yang ditetapkan dalam tujuan pendidikan
di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang hendak dicapai bersifat
menyeluruh yang menyangkut semua aspek kepribadian siswa. Karena itu
evaluasi yang dilakukan harus bersifat menyeluruh pula, yaitu menyangkut
prilaku, sikap, aktifitas pembelajaran, kreatifitas, dan cara-cara
menyampaikan pendapat. Dengan demikian evaluasi baru bersifat
menyeluruh apabila evaluasi mencakup aspek proses dan hasil

ISLA
gtnahap da'ﬁ/\

pembelajaran secara asilkan perubahan tingkah laku

tidak hanya dalam etapi termasuk pula dalam ranah

- .

i :
= esel an mengungkapkan proses keterampilan
=) >

siswa. @j@“ﬂ]ﬁjﬂ‘@’

Evaluasi secara berkesinmabungan artinya evaluasi dilaksanakan secara

bemncm&QnﬁLe\én,E:B&LIﬁk%cmpemkh gambaran
tentang perubahan Lﬁl}l—lﬁ\M siswa sebagai hasil kegiatan
pembelajamn.lNDONESlA

Sedangkan evaluasi dilaksankan dengan objektif artinya bahwa hasil

psikomotor yang seca

evaluasi sebagai dasar untuk penilaian harus di dasarkan pada kenyataan
bentuk tingkah laku, tingkat keberhasilan siswa, dan dengan alat evaluasi
yang tepat, yaitu alat evaluasi yang dapat menggambarkan apa yang

diukur, sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan.
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bentuk rentangan angka antara 0-10 atau 0-100. Apabila nilai
kualitatif harus dirubah (dikonversi) ke dalam nilai kuantitatif, maka

perubahan tersebut diatur seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Konversi Nilai Kualitatif ke Nilai Kuantitatif*®
Bentuk Kuantitatif
Bentuk Kualitatif Rentangan 0-10 Rentangan 0-100

Istimewa 10 96-100

Baik sekali 86-95

Cukup 76-85

Sedang 55-65

Kurang 54
Dalam penilaia jasi Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah perlu indar penilaian. Standar yang di

standar relatif. “Standar mutlak

adalah penilaian “ya pada tingkat keberhasilan

rers AR B PGk membandinglan
pada hasil evahISslﬂa N M‘ﬂ kelompok/kelas.”"*? Dengan

standar WEs r%\terpandai, tetapi apabila

belum mencapai kriteria kelulusan yang ditetapkan dinyatakan
belum lulus. Standar mutlak dapat digunakan terutama dalam tes
formatiffulangan harian, sejalan dengan prinsip belajar tuntas.
“Sedangkan standar relatif adalah penilaian yang didasarkan pada
tingkat

keberhasilan penguasaan dan program  dengan

1 Ibid, hal. 35.

132 1bid, hal. 35.
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membandingkan hasil belajar masing-masing siswa dengan nilai
kelompok.”'* Siswa dinyatakan lulus apabila mayoritas siswa dalam
kelompoknya memperoleh nilai yang lebih rendah. Standar relatif di
Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah digunakan untuk hasil test
sub sumatiffulangan tengah semester, dan test eumatif/ nlanoan
semester.

Cara memberikan dan menentukan skor nilai pada siswa sebagai
hasil pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di

Kabupaten Tasikmalaya diatur dengan ketentuan dan rumus
LAM

perhitungan terten yall

a) Nilai tertulis/t ta nilai harian tertulis (RNHT) + 2x
Z
nilai ulangan = nadl tertulis/teori pada raport;
5 >
b) Nilai parakte k-ibadah = ]rata nilai praktek ibadah harian

(RNPIH) + 2x nilai ulangan sémester praktek ibadah : 3 = nilai

phraklek Tt fadaapore? | | A4 S
¢) Nilai BTQ éﬁhM) = rata-rata nilai harian BTQ +
3x nilm EM&M raport.

2) Pola penilaian

Penilaian pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah merupakan pola penilaian pendidikan agama Islam di
sekolah/madrasah formal, hal tersebut merupakan salah satu bentuk

realisasi dari “...pola pendidikan agama Islam pada Madrasah

'3 Ibid, hal. 35.
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Diniyah/Diniyah Takmiliyah sebagai pola pendidikan agama Islam
di sekolah/madrasah formal, yang merupakan bentuk kerjasama
antara satuan pendidikan non-formal dengan satuan pendidikan
formal untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam pada
masyarakat.”1*

Penilaian mata pelajaran pendidikan agama Islam di
sekolah/madrasah formal harus mencerminkan pola penilaian
pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah
dari keseluruhan aspek yang dinilai. Nilai pendidikan agama Islam di

sekolah/madrasz mal merupaks hasil penggabungan antara nilai

= O
pendidikan aga Q] adrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah

dengan nilai yang dipergleh ai sekolah/madrasah formal. Maka

ajaran pendidikan agama Islam di

penHmJgM EB §Jr%n Diniyah Takmiliyah

+ nilai mata p‘LMngama Islam di sekolah/madrasah
formal M@MES I:Ausah di sekolah/madrasah

formal).
3) Pelaporan hasil penilaian
Pelaporan hasil penilaian artinya menyampaikan hasil pembelajaran

yang diperoleh siswa, di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah.

¥ Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Petunjuk Teknis Pembinaan dan
Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pelaksana Peraturan
Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan pengembanagn Madrasah
Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya(Tasikmalaya,2006), hal. 4.
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dengan jenjang yang telah ditempuh siswa. Izasah Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmiliyah selain sebagai bukti telah menyelsaikan
pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dalam jenjang
tertentu, juga digunakan untuk persyaratan memasuki pendidikan di
sekolah/madrasah formal pada jenjang yang lebih tinggi

F. Guru
Dalam keseluruhan proses pendidikan di Madrasah Diiyah/Diniyah
Takmiliyah, guru mempunyai tugas dan fungsi utama. Dalam hubungannya

dengan tugas dan fungsi t u;eﬂMﬁﬁah/ guru dalam proses pendidikan

prilaku kinerja guru Madrasah

pat berkembang sedemikian rupa

agar dapat memberikan pcngaruh kepada siswa secara efektif dan efisien.

Guru mew MEB&&I&M di dalam keluarga
maupun di masyarakallSLuAM‘u berfungsi sebagai pengarah
pembelajaran, perbacahg pefubelajabin, pengdlola pembelajaran, penilai hasil
pembelajaran, dan sebagai pembimbing siswa. Di keluarga guru berpungsi
sebagai pendidik keluarga (family educator). Sedangkan di masyarakat guru
berfungsi sebagai pembina masyarakat (social developer), pendorong
masyarakat (social motivator), pembaharu masyarakat (social innovator), dan

sebagai agen masyarakat (social agent). Guru yang baik dan efektif adalah
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guru yang dapat melaksankan tugas dan memainkan semua fungsi atau
peranannya secara baik.”'*’

Dalam hubungannya dengan aktivitas pembelajaran dan administrasi
pendidikan, guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah harus berungsi atau
berperan antara lain sebagai:pengambil inisitif, pengarah dan penilai
aktivitas-aktivitas pendidikan; wakil masyarakat di madrasah artinya guru
madrasah sebagai pembawa suara masyarakat dalam pendidikan; menguasai
bahan pembelajaran; penegak disiplin; pelaksana administrasi pendidikan; dan
pemimpin siswa. Selanjutnya dipandang dari dirinya pribadi (self oriented),

guru madrasah adalah se misﬁeﬁﬁﬁl so ial (social wolker), pelajar dan

siswa. Dan dipandang s i‘a p gum merupakan pakar psikologi

antar manusia (artist inhuman

relatins), pembentuk kelompok, inovator (catalityc agent), dan petugas

kesehatan menQMMgERo}gIl?A S

Untuk menjalankan i ngan baik maka hal yang paling
penting bagi guru M@Mﬁ*ﬁliy&h adalah terletak pada
penguasaan kompetensi guru.

Kompetensi berarti kemampuan atau kecakapan. Kompetensi menurut
para ahli pendidikan sebagaimana yang di kutif oleh Muhibbin Syah,

diantaranya adalah: “ menurut McLeod (1989), kompetensi berarti keadaan

13 Surya Dkk., Kapita Selekta Pendidikan, Ediotor Nining S, Cet. 1 (Jakarta, Universitas
Terbuka Departemen Pendidikan Nasional, 2005), hal. 4.15

3% Ibid, hal. 4.15-4.16
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Dosen bahwa guru wajib memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

1. Kompetensi Pedagogik
Guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah seharusnya memiliki
kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan untuk mengelola pembelajaran
siswa/peserta. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik akan terampil
dalam melaksanakan proses pembelajaran, artinya guru tersebut siap untuk
mengajar karena guru terscbut memahami tentang teori-teori

pendidikan/keguruan. “Teori-teori pendidikan yang dimaksud ada yang

bersifat umum dan adz usus. Yang bersifat umum seperti:

Z
D

psikologi pendidikan, i‘(ﬁn n, administrasi pendidikan, filsapat
4

S
belajar mengajar, metode chr "l'-" mbelajaran, metodik khusus, tehnik

JJLJ .
140

evaluasi dan lain-lain.

“Guru MMMV&E&%LT}@&§ memiliki kompetensi
pedagogik sekumng-l&%Mﬁukan dengan: a. memanami dan
melaksankan MQ MEﬂS‘A&’s pembelajaran - dengan

menggunakan pendekatan, metode, dan tehnik yang baik; c. melaksanakan

evaluasi dengan baik; d. membuat administrasi.”*!

2. Kompetensi Kepribadian Guru

49 1bid, hal, 231.

! M. Amin Thaib dan A. Subagio, Kepengawasan Pendidikan Editor Taufik Dahlan dan
Abd. Adhim, Cet. 1, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2005), hal. 33-39.
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Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guru Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah harus memiliki kompetensi kepribadian. Kompetensi
kepribadian yang dimaksud adalah kemampuan kepribadian yang mantap,
berakhlaq mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi siswa.

Guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah bukan hanya bertugas untuk
mengajar, yang mentransper ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada
siswa, tetapi di samping itu guru madrasah harus mengarahkan siswanya
untuk menjadi manusia yang tidak saja pintar, tetapi berakhlak mulia dan

berbudi pekerti yang baik. Oleh karena itu untuk melakukan tugas dan

fungsi tersebut, guru n " upaya memiliki kepribadian yang
(_

baik. 0
i

Penampilan dan sikuE Madrasah Diniyah/Diniyah
S

Takmiliyah menunjukan-

7 rsebut memiliki kepribadian yang

baik pula. Penampilan dan sikap guru tersebut tidak lepas dari pengamatan

siswa bahu MJMEB S I TA S

Guru Madrasah Dinil'MMyah harus merupakan pigur yang
menjadi panum QM]E ﬁlAajanm agama Islam. Guru

yang mempunyai kompetensi kepribadian yang baik dapat ditunjukan
diantaranya dengan menampilkan citra agamis di madrasah dan di
masyarakat luar madrasah, yaitu:

a. Berpakaian sopan dan rapi dengan mempertimbangkan aturan
aurat;

b. Dalam bergaul, mengutamakan sikap akhlakul karimah di kalangan
guru atau dengan siswa;

c. Disiplin waktu dan mematuhi tata tertib yang ada, sehingga dapat
menumbuhkan sikap hormat dari peserta didik dan masyarakat;
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1986)."** Administrasi Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliayh wapa:
berarti segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik
personil maupun materil secara efektif dan efisien untuk menunjang
tercapainya tujuan pendidikan di Madrasah Diniyah/ Dinivah Takmilivah.
Tujuan administrasi di Madrasah Dinivah/Dinivah Takmilivah
berkaitan erat dengan tujuan pendidikan secara umum, sebab administrasi
pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah hakikatnya merupakan
alat untuk mencapai tujuan optimal pendidikan. Hal ini karena Madrasan

Diniyah/Diniyah Takmiliyah merupakan sub sistem dari pendidikan

nasional, maka tujuan ¢ .. mllitrasM didikan Madrasah Diniyah/Diniyah

Takmiliyah mempunyai @am jangkauan yaitu tujuan jangka

fungsi yang integral dalam pcndldlkan, terutama dalam pengelolaan

pelaksanap MC\{aE aléj Tcﬁa§ fungsi administrasi
pendidikan MadelﬁLﬁrﬁiM Takmiliyah meliputi fungsi
perencanaan, flm QQMES\LAM fungsi pengawasan.

Adapun ruang lingkup administrasi Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah meliputi:

1. Administrasi Organisasi

'* Iwan Ridwan Hadiansah, “Administrasi Pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah”,
makalah disampaikan pada Pembinaan Guru Madrasah Diniyah se Desa Jatiwaras Kecamatan
Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, disclenggarakan oleh Kelompok Kuliah Kerja Nyata STAI
Tasikmalaya, Tasikmalaya, 09 Agustus 2008, hal. 1.
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Administrasi  organisasi Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah
merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagian-bagian yang ada
di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah, serta kemungkinan hubunoan
yang dapat terjadi antara satu bagian dengan bagian yang lain baik secara
vertikal maupun secara horizontal, struktur organisasi, dan pembagian
tugasnya.
2. Administrasi Kurikulum

Administrasi kurikulum di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah adalah
administrasi yang berkenaan dengan kegiatan penyelenggaraan

kurikulum. Secara umul:%L%ch\ aan administrasi kurikulum di

N
= )
Madrasah Diniyah/ lnbcin&knji iyah meliputi tiga aspek, yaitu
Z
]
“...perencanan kuri%lmn,llElakTmnaan kurikuluom, dan evaluasi
o) >

ko™ e )

3. Administrasi Ketenagaan

Admmjshélmleygagm &&Diniyah Takmiliyah
meliputi pengadmilligs‘uerQMitan dengan upaya perencanaan,
pengadaan lmp NESIA pendayagunaan 1enaga

kependidikan, baik edukatif (guru) maupun non edukatif ( pegawai tata

usaha dll.).
4. Administrasi Kesiswaan
Administrasi kesiswaan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah adalah

semua kegiatan pengadministrasian yang berhubungan dengan

" M. Amin Thaib dan Ahmad Robie, Standar Supervisi Pendidikan pada Madrasah
Tsanawiyah, Editor Taufiq Dahlan, Kata Pengantar Firdaus, Cet. I, (Jakarta: Departemen Agama
RI, 2005), hal. 49.
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pengaturan siswa, seperti penerimaan siswa baru, mutasi siswa,
pengelompokan kelas, absensi siswa, program BP, program kurikuler dan
ektrakurikuler, dan lain-lain.

Administrasi Sarana Prasarana

Administrasi sarana prasarana Madrasah Dinivah/Dinivah Takmilivah
adalah semua kegiatan administrasi yang mencakup semua sarana
prasarana yang langsung maupun tidak langsung menunjang proses
pendidikan, seperti pengadaan sarana parasarana; pengaturan buku-buku

sumber pembelajaran; pengaturan perpustakaan; pengaturan alat peraga

dan alat-alat pembs Apénga pemeliharaan kebersihan,
keindahan, dan tata %h@m%\; pengaturan inventarisir tanah,
gedung, dan barang-baran andrasah.

Administrasi Tata U >

ﬂJMJJt‘;J

Administrasi tata usaha Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah

mcrupak“ MV E%I TaA glgelola pencatatan,
pengumpulan dan MM@ dokumennya, urusan surat
menyurat, sertd ‘Wgoran{iapdrad [tentdng kegiatan pendidikan Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmiliyah.

Administrasi Pembiayaan/Keuangan

Administrasi pembiayaan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah adalah
administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan pembiayaan
pendidikan mulai dari tingkat perencanaan sampai pada tingkat
pengukuran efisiensi biaya dalam proses pendidikan. Hal ini
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berhubungan dengan uvang syahriyah (SPP), sumber-sumber keuangan
lainnya, alokasi pembiayaan dan pertanggung jawaban penggunaannya.
8; Administrasi Tata Hubungan Masyarakat

Administrasi tata hubungan masyarakat di Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah merupakan kegiatan administrsasi pendidikan yang
mengelola hubungan masyarakat dengan maurasan wmiyan/uimyan
Takmiliyah. Masyarakat tersebut bisa perseorangan atau orang tua siswa
atau berupa masyarakat organisasi, yaitu lembaga lain vaneg dianeean

mendudukung pencapaian tujuan pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah
ISLAM

ﬁgfj

Takmiliyah.

H. Pembiayaan

Mengenai sum Mmf@}lmmk penyelenggaraan pendidikan

di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Tasikmalaya,

dalam halu Mtl\( agﬁaﬁlamm Bupati Tasikmalaya
Nomor 4 Tahunlgjé,—/%nm bahwa pembiayaan untuk
mcnye]cnggulth@h!E &Adadrasah Diniyah/Diniyah

Takmiliyah, bersumber dari:

é UNIVERSITA

1. Swadaya Masyarakat penyelenggara pendidikan Islam di Madrasah
Diniyah /Diniyah Takmiliyah yang disesuaikan dengan Rencana Angaran
Pendapatan dan Belanja Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah
(RAPBMD/RAPBDT), berupa infaq dari masyarakat dan atau orang tua

siswa;
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2. Dana Stimulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; dau awu

dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan atau dari Dinas Pendidikan;

3. Departemen Agama;
4. Badan Amil Zakat Infaq dan Sadagah (BAZIS);
5. Bantuan lain yang halal dan tidak mengikat.

L. Supervsi, Monotoring, Evaluasi, dan Pelaporan

L

Supervisi
Secara umum supervisi, terhadap Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah

dapat diartikan suatu usaha meningkatkan mutu pengajaran dengan

ditunjang oleh unsur-mslu% Lfﬁ‘u’f s rti: profesional guru , sarana

g
= O
prasarana, kurikulum, siﬁe:&la' , dan penilaian. Supervisor akan

o

L
memperhatikan unsul'-?iinsur rsebut secara berkelanjutan. Dalam

S

kaitannya dengan Mad Diniyah Takmiliyah di Kabupaten -

Tasikmalaya menurut ketentuan yang berlaku yang bertindak sebagai

apenisobdidl VERSITAS

a. Kepala Madmsal%:lydnﬁiMkmiliyah;
b. PengawaJ MEQM&AMM Departemen Agama

bersama sama dengan petugas dari Kantor Dinas Pendidikan
Kabupaten.
Supervisi sebagai suatu usaha untuk memperbaiki proses pembelajaran
menyangkut hal keterampilan dan keefektifan supervisor bekerjasama
dengan guru. Sebagai hasil kegiatan yang dilakukan oleh supervisor seperti

pertemuan individual guru atau siswa, rapat-rapat kelompok, kunjngan-
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kunjungan, cara menggunakan alat pelajaran dan pertukaran pendapat
digunakan untuk membimbing guru dalam pengembangan proses
pembelajaran.

Pusat perhatian supervisi adalah perkembangan dan kemajuan siswa
karena itu usahanya berpusat pada peningkatan kemampuan profesional
guru dengan segala aspeknya, seperti perbaikan metode dan teknik
pembelajaran, perbaikan cara dan prosedur penilaian. pencintaan kondisi
yang layak bagi perkembangan kemampuan guru.

Untuk membantu meningkatkan kemampuan professional guru

g
- V)
Diniyah/Diniyah, seperti @n@el@ pembicaraan secara individual,
Z
L
diskusi kelompok, demo %asi -JH ajang serpustakaan, petunjuk-petunjuk
>
berupa edaran dan sebagainya. -/ ((r
. CEIEE

Tujuan supervisi pendidikan di Madrasah Diniyeh/Ninivah

Takmiliyah umlmﬁn§ m'n%ngbangkan program
pendidikan agar siszgj'ndiﬁaM pembelajaran di Madrasah
Diniyah/Dﬁﬁyahlmgm:ESl‘A epektif dan efisien.

Khususnya peningkatan mutu kegiatan pembelajaran di kelas.

. Monitoring

Pada dasarnya Kepala Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dalam
melaksanakan fungsinya sebagai supervisor harus melakukan monitoring
atas segala pelaksanaan tugas setiap guru. Dalam kaitannya dengan

pelaksanaan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006,
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monitoring terutama dilakasanakan untuk meberikan pola arah
pelaksanaan pendidikan agama Islam sesuai dengan garis kebijakan, dan
untuk mengawasi sejauh mana program tersebut dilaksanakan oleh
pelaksana teknis kebijakan. Monitoring diperlakukan untuk mengetahui
sejauh mana setiap tugas/intruksi dilaksanakan, dan juga untuk mengetahui
tahap-tahap pencapaian target apakah sesuai dengan ketenman vang
ditetapkan, hambatan/halangan apa yang timbul sehingea tanapan mareer
tidak tercapai.
Monitoring dilakukan terhadap
b. Kepemimpinan; |©
g
c. Pencapaian targetk@ri
L

d. Pencapaian target kegi mbelajaran;

e. Kehadiran/kea inistrasi, siswa;

79
f. Penyelenggaan admmnstmsn

QJQJLVERSITAS

h. Hal-hal lain yanL§alkﬂltﬁAégan pelaksanaan pola penyatuan
pendidikal MDSQME S I A

Sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalava
terutama untuk memberikan arah pola pelaksanaan pendidikan .agama
Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah sebagai pola pendidikan
agama Islam pada sekolah/madrasah formal , maka yang dapat
melaksanakan monitoring terhadap lembaga pendidikan Madrasah

Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Tasikmalaya adalah:
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a. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
b. Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya;
¢. Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
d. Camat;

e. UPTD Pendidikan TK/SD dan Luar Sekolah;
f. Kantor Urusan Agama (KUA);

g. Organisasi orang tua siswa;

h. Dewan Mesjid Indonesia;

i. MK2MD/KKDT tingkat kabupaten;

k. Badan lain yang

3. Evaluasi

Z

O
uljxm.'“

Z

m

)

>

Pengelola atau Kepala

2 U', I iniyah/Diniyah Takmiliya harus

mengevaluasi semua kegiatﬁn pcﬁdidikan. Evaluasi paling tidak dilakukan

selama Mmlvsegta SJIT@I§ tahunan Madrasah
Diniyah/Diniyah Takll%l‘lry@ﬂ%nya.
Evaluasi tcmmm S I A

H. Evaluasi pencapaian target kurikulum;
1. Evaluasi pencapain target kegiatan pembelajaran;
J. Evaluasi kehadiran guru, karyawan, dan siswa.

4. Pelaporan

%6 pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Petunjuk Teknis Pembinaan dan
Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pelaksana Peraturan
Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan pengembanagn Madrasah
Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya,(Tasikmalaya,2006), hal, 13,
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Secara umum Kepala Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilivah harus
menyusun laporan untuk disampaikan kepada kepala Departemen Agama
Kabupaten yang bersangkutan berupa laporan semeteran dan tahunan.
Laporan tersebut berisi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berikut
data-data Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah vang bersangkutan.

Sejalan dengan garis kebijakan Pemerintah Kabupaten 1asikmalava
melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, Pengelola
Kepala Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah harus menyampaikar
laporan pendidikan Madrasah Diniyah /Diniyah Takmiliyah sesuai dengan

. Ketentuan dan mekanisme

ec &MMEB.&IIEM
b. Laporan tersebul MM]& Kepala Madrasah Diniyah/
Diniyah M@QMES LAls kepada Camat, Ketua

KKMD/ KKDT tingkat kecamatan, dan kepada Kepala UPTD
Pendidikan TK/SD dan Luar Sekolah;

c. Camat menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya;
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d. Ketua KKMD/KKDT tingkat kecamatan menyampaikan laporan
kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya
melalui MK2MD/KKDT tingkat kabupaten;

e. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD dan Luar Sekolah menvampaixan

laporan kepada Kepala Dinas pendidikan Kabunaten Tasikmalava '*

J. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektifitas Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006

Sebagaimana dikemukakan pada Bab III bahwa tujuan program pendidikan

sebagaimana Peraturan BupativT a\lsslhﬁa'i/\ya/ {omor 4 Tahun 2006, Madrasah
jkmalaya sebagai pola pendidikan

agama Islam pada le nditﬂmn/sckolah formal, Madrasah

Diniyah/Diniyah di Kabupaten pkan mampu:

a. Untuk membangun kerangka dasar pencapaian tujuan pendidikan
nasional mm an Yang Maha Esa,
sehat, M 1 warga negara yang
demokratis, dan be

b. Menmgkatkan kua ama lslam pada masyarakat

melalui pen
c. Memposns ian dan sistem pendidikan

nasional melalui kerjasama dan integrasi dengan pendidikan formal;

d. Meningkatkan peran Madrasah Diniyah dalam menunjang ‘program
strategis Kabupaten Tasimalaya seperti: Visi Kabupaten Tasikmalaya
“Rcllglus Islami”, dan menananmkan kesadaran dalam pengamalan
ajaran Islam dalam lingkup pendidikan di Tasikmalaya.'*®

"7 Ibid, hal. 13-14.

“®pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, Petunjuk Teknis Pembinaan dan
Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pelaksana Peraturan
Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan pengembanagn Madrasah

Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya,(Tasikmalaya,2006), hal. 4-5.
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Berdasarkan tujuan tersebut keberadaan Madrasah Diniyah/Dinivah
Takmiliyah tentunya dituntut untuk menjadi “... lembaga pendidikan yang ideal,
yaitu Madrasah Diniyah yang mampu mengintegralisaikan sistem pendidikan
Madrasah Diniyah ke dalam sistem pendidikan sekolah/madrasah formal,
menerapkan manajemen pendidikan secara benar, sistem pembelajaran yang
dilaksanakan harus mengacu pada pembelajaran yang terpoia aan perneaoman
pada kurikulum, dan melengkapi Madrasah Dinivah dengan dengan media
pendidikan yang sesuai.”*’

Keberadaan pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di
Desa Banjarwaringin Kecamﬂ@ hpaten Tasikmalava sebanyak 13
Madrasah Diniyah/Diniyah Tzéni@z%mumnya belum mampu mencapai
& 4
an
4

tujuan program yang diharapk hasil penelitian penyusun terdapat

faktor-faktor pendukung dan peng efe 1|pitas program tersebut, dengan

rincian pembahasan sebagai berikut :

1. Faktor FMI}MM EB s I TA S

1. Partisipasi dan SwadMM
Watak yang rhdiandas) Kegidtanl peiigemtiofghn masyarakat (community
development) walaupun sepenuhnya belum disadari sepenuhnya oleh
pengelola Madarash Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa
Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya adalah proses

demokrtisasi di masarakat pedesaan. Secara oprasional konsep

demokratisasi dikembangkan di pedesaan tercermin dalam penckanan

'*> Amin Haedari dan Isom El-Saha, Peningkatan Mutu terpadu Pesantren dan Madrasah
Diniyah, Editor Saeful Hadi, Cet. 1, (Jakarta: Diva Pustaka: 2004), hal. 102-103.
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partisipasi sebagai tema sentral kegiatan pendidikan di Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmiliyah. Ini dicerminkan pada setiap kegiatan selalu
di awali dengan penciptaan suasana dan kesempatan yang memungkinkan
masyarakat mampu mengidentifikasi masalah. tenmnva sereian renaainva
proses penyadaran (consientizion). Selanintnva nengelola Madrasah
Diniyah/ DiniyahTakmiliyah tinggal mempunya: xomuncn van xemgman
yang tinggi untuk memfasilitasi agar masyarakat merumuskan ujuan
pengembangan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah
untuk dan oleh mereka sendiri. Masyarakat akan menjadi pelaksana utama
kegiatan serta dengan

menindak lanjuti peny

o

L

jawab. Dan pada akhirp%
S

o pndion b

Dalam hal ini pengelola Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada

di Desa “jNM]EBIg k:l: arnya harus manjadi
fasilitator yang bcl&ll—teﬁg%mmana agar segenap proses
pengambilan INQQN&&A masayarakat. Agar lebih

memungkinkan masyarakat mampu menjadi subjek pertama dan utama.

Motivasi Siswa

Siswa Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa
Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, sebenarnya
mempunyai motivasi yang kuat untuk mengikuti pendidikan di Madrasah

Diniyah/Diniyah Takmiliyah, terutama siswa yang berada pada jenjang
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Diniyah/Diniyah Takmiliyah, terutama siswa yang berada pada jenjang
pendidikan SD/MI atau setingkat jenjang ‘ldadiyah dan Awaliyah.
Walaupun pra syarat penyelenggaraan pendidikan di Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmiliyah apa adanya sesuai dengan dana yang ada,
seperti ruang kelas berikut perlengkapannya. Ini dibuktikan dengan iumlah
siswa Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah (lnat tabel 3.5). secara
keseluruhan dibandingkan dengan siswa sekolah/madrasah formal vang

ada di Desa Banjarwaringin, seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.4.
Keadaan Siswa Se ormal Tingkat SD/MI
Di Desa B aringin atan Salopa.
No Nama S M 5 Jumlah Siswa Alamat
" 0
01 | MIS Panyiramang S 131 Kp. Panyiraman
= 0
Z b
02 | SDN Girimukti | > 146 KP. Panyiraman
03 | SDN Sindangasih™"~ “}‘jﬂj ﬁ’J 154 KP. Sindangasih

04 SDUNW E R )T 4 S Kp. Maringinan
05 | SDN Banjanwlrgl_ A 175 Kp. Banjaran

D ONESIA

Sumber: Data Monografi SD/MI di Desa Banjarwaringin.

Dukungan dari Sekolah/Madrasah Formal

Walaupun pada dasarnya pelaksanaan pola penyelenggaraan pendidikan
agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah  Takmiliyah di
Sekolah/Madrasah formal belum berjalan dengan baik, yaitu belum adanya
kerjasama antara satuan pendidikan non formal dengan satuan pendidikan

formal. Salah satunya yaitu dengan belum berjalannya pola penilaian yang
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2006. Namun dalam hal memotivasi siswa untuk mengikuti nendiaican a
Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah tetap di lakukan oleh
penyelenggara pendidikan di madrasah/ sekolah formal. Di antaranya
dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke iviaarasan
Diniyah/Diniyah Takmiliyah dimana siswanya mengikuti proses
pembelajaran. Walaupun kunjungan tersebut belum terjadwal dan bukan
secara formal. Hal tersebut ternyata cukup efektif dalam membanekitkan

motivasi siswa untuk mengikuti pendidikan di Madrasah dinivah/Dinivah

Takmiliyah.'®
4. Kepribadian Guru ISLAM /Z
Guru Madrasah ijyalﬂ) : iliyah di Desa Baniarwarinoin nada
umumnya memiliki :En yann_g baik, yaitu memiliki kompetensi
kepribadian yang mantap, | > lia, arif, dan berwibawa schingga
2L '

menjadi teladan (uswarun ha.s‘anah) bagi siswanya. Guru Madrasah

Diniyah/ Mwleimwﬁbadim vang baik
juga pada umumnyaIMMan terhadap penguasaan materi
pembelajaran WQ.NE% dan menaalam, aan

memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan

efisien, terutama dengan siswanya.

"% Nanang Kusnadi di MD/DT Al Mubarok, tanggal 2 Juli 2009.
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2. Faktor Faktor Pengehambat
a. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan faktor penting yang menetukan berjalan atau
tidaknya organisasi. Ditangan pemimpin, aktifitas perencanaan program,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan yang lainnya
dapat berjalan dengan baik.

Kepala Madarsah Diniyah/Diniyah Takmiliyah adalah pemimpin bagi
madrasahnya. Karena itu dituntut memiliki kemampuan manajerial untuk
dapat mengerahkan dan mengarahkan segenap sumber daya yang ada untuk
mencapai tujuan madn@pinan Madrasah Diniyah/Diniyah

Takmiliyah adalah me

RETA

egiatan mengarahkan, mempengaruhi,

Z
L
dan mengendalikan selu’%h potensi Mg}iarash diniyah/Diniyah Takmiliyah

v

yang dilakukan oleh ke, sistematis dan terprogram

Keberadaan kepemimpinan l'(epala' Madrasah Dinivah/Dinivah Takmilivah

yang ada UML%EE&&' Te&a§ salopa Kabupaten
Tasikmalaya pada ll&LyaAlMeljalan dengan baik dalam
menjalankan NMM&A

Tugas kepala madrasah adalah sebagai manager dan supervisor. Tugas
sebagai manajer belum berjalan dengan baik seperti tidak adanya kebijakan
kebijakan teknis yang relevan, tidak tersusunnya rencana anggaran yang
realitas dan aplikatif, belum mengorganisasikan kegiatan dengan baik,
tidak mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan, tidak adanya catatan

atau laporan pengawasan, tidak tersusunnya rencana pengembangan atau
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program lanjutan, dan lain-lain. Demikian juga tugas sebagai supervisor,
seperi tidak ada indikasi peningkatan mutu pembelajaran, tidak adanya
peningkatan guru BP, tidak adanya peningkatan mutu ketata usahaan, tidak
adanya indikasi peningkatan mutu kegiatan kesisiwaan. tidak adanva
laporan tertulis atau catatan catatn penting hasil pengawasan, tidak adanya
program untuk pelaksanaan tindak lanjut, dan lain-lain.

Fungsi kepemimpinan kepala Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilivah iuea
belum berjalan secara optimal, seperti tidak adanya usaha yang jelas untuk

meningkatkan kesadaran seluruh warga Madrasah Diniyah/Diniyah

Takmiliyah dalam menja ?kﬁ"tﬁg'a"s Iah fungsinya, tidak adanya usaha
(_
yang jelas meningka! g:ke kelembagaan dari waktu ke waktu

b. Ketenagaan A;fCUU J )}Atfﬂ‘ @J

Ketenagaan adalah sumber daya manusia (SDM), yang dapat digunakan

sebesar -bemxmaﬁx!u:r m Diniyah/Diniyah
Takmiliyah. Kctenagaarl §LGGKAM¢&M sisiematik gan terprogram
dengan spesialisMQQ[BEﬁnl@a mendukung kegiatan

administrative dan edukatif di lembaga pendidikan Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmiliyah. Tenaga kependidikan terutama guru sangat
mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran.

Keadaan ketenagaan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah sebagaimana
dikemukakan sebelumnya merupakan salah satu faktor penghambat

terhadap peleksanaan pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah
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Takmiliyah. Faktor yang paling dominan adalah terutama keterbatasan
personil tenaga kependidikan terutama guru, sebagaimana dalam tabel 3.4.
dibandingkan dengan jumian rombongan belajar yang ada sebagaimana
tabel 3.6.

Tak kalah pentingnya juga kompetensi tenaga kependidikan terutama guru,
dalam pengelolaan pendidikan dan pempelajaran belum mampu
melaksanakannya secara sistematis dan terprogram dalam penyelengaraan
administrasi yang jelas. Hal ini menyangkut sumber daya manusia itu

sendiri (SDM), hal ini dapat dilihat dalam tabel 3.5.

Pembiayaan dibahas disatuka ngan) sarana parasaran. Karena anatara

g sangat erat. Tersedianya sarana

kinerja dan W@%§MA S
Seperti dijelaskan L&!ﬂn}aA\M Madrasah  Diniyah/Diniyah

Takmiliyah yanJ m mléummm Salopa Kabupaten

Tasikmalaya dalam penyelengaraan pendidikannya sangat dibatasi dengan
dana seadanya dan tidak menentu. Padahal untuk “...meningkatkan mutu
pendidikan sekurang-kurangnya yang tidak boleh tidak harus terpenuhi

yaitu: pertama, penguasaan teori pendidikan, tentunya untuk Madrasah
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Diniyah/Diniyah Takmiliyah teori pendidikan yang Islami sesuai dengan
perkembangan zaman; kedua, ketersediaan dana yang cukup.”"'
Berangkat dari keadadan dana seperti tersebut di atas maka keadaaan saran
prasaran pun menjadi salah satu faktor penghambat terhadap pelaksanaan
program pendidikan untuk mencapai tujuan yang diharanakan.

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah merupakan lembaga pendidikan
yang memepunyai tanggung jawab kepeda siswa secara optimal. Untuk
memberikan pelayanan secara optimal Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah seharusnya melengkapi dengan sarana prasarana yang memadai.
akan sangat mempengaruhi

. Namun demikian secarz

ar viaarasan pnmmvan/inmvah
Takmiliyah yang ada di De: 4 Banjary lfgin saneat tidak memadai 1 ihat

tabel 3.6.

d. Kurang MMEMMAE@& TAS
“Kepengawasan pendicli§ LQMI- pengawasan dan.pembinaan
yang dilakukan mﬁmmm secara umum.

Dengan demikian, kepengawasan pendidikan dapat diperankan oleh guru.

orang tua siswa, pengawas dan masyarakat pada umumnya.”"*? Namiun yang
di maksud dalam hal ini adalah kepengawasan pendidikan yang lebih

ditekankan kepada seorang yang di beri tugas dan wewenang oleh

"*! Ahmad Tafsir, /lmu Pendidikan dalam Persepektif Islam, Editor Tjun Surjaman, Cet. 7,
(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), hal. 98.

' M. Amin Thaib dan A. Subagio, Kepengawasan Pendidikan,Editor Taufik Dahlan dan
Abd. Adhim, Cet. 1, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2005), hal. 3.
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pemerintah untuk melakukan fungsi sosialisasi program, pengawasan
program, dan pembinaan.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah
Talmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten
Tasikmalaya, nampaknya kegiatan yang menjadi lebih penting dalam
penyelengaraan pendidikan adalah kegiatan monitoring dan controlling atau
pengawasan seluruh komponen dan aktivitas pendidikan yang berlangsung
di madrasah. Dalam petunjuk teknis Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4

Tahun 2006 telah ditentukan yang berkewajiban melaksanakan pengawasan.

Namun salah satu problem saat ini di Madrasah

Diniyah/Diniyah Takmili idak maksimalnya peran petugas
pengawas pendidikan Dinivah Takmilivah vang telah
ditentukan dalam program fe -

o]

Kepengawasan pendidikan dl Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilyah yang

berarti keguHJn\ég a%&rﬁ\§ sosialisasi proeram
pendidikan yang dilakl1§ LAuAcMatkan kualitas pendidikan secara
umum di MadrdENBiNIMEE T mutiak harus diltakukan.

Yang dimaksud dalam hal ini pengawasan dan pembinaan yang anugaskan
kepada petugas pengawasan program. Untuk meningkatkan kompetensi
tenaga kependidikan di Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah seharusnya
intensitas pengawasan mutlak diperlukan, sehingga peran pengawasan dapat
dirasakan terutama dalam rangka merealisasikan program. Hal tersebut
karena tenaga kependidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah

merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program pendidikan. Dalam
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menjalankan tugas dan fungsinya petugas pengawasan pendidikan di

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah, seharusnya memiliki peran- peran

berikut:

a.

Sebagai nara sumber bagi tenaga kependidikan terutama guru dalam
merencanakan dan melaksanakan tugas-tugasnva. serta dalam
melakukan evaluasi diri, sehingga tenaga kependidikan dapat terus
menerus meningkatkan Kinerjanya;

Sebagai fasilitator dan bahkan pembimbing yang membantu tenaga

kependidikan dalam mengatasi hambatan yang di hadapi maupun dalam

Sebagai motivator |y rbagai cara selalu mengupayakan

' memberikan tekanan (pressure) dan

dukungan (support)Jﬂ‘gilj']ﬁ::/tgéj %endldlkan nencapai hasil sesuai

wus U NIVERSITAS
Sebagai aparat pe‘@cﬂmAMam (quality assurance auditor)
WbN Elsar mengecek. menganalisis.

mengevaluasi, dan mengarahkan serta mengamobn undakan agar
peningkatan efektifitas pendidikan terlaksana aengan paik aan bernasii:
Sebagai peran pelaksana sosialisa program sangat tepat jika petugas
pengawas adalah pelaksana sosialisasi program pendidikan yang sedang
dilaksanakan, disamping /madrasah. Disamping memperoleh data yang
akurat mengenai proses pengajaran, karena terdapat sumber informasi

untuk mengkonfirmasikan berbagai hal mengenai program.



BAB Y

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian terhadap Efektifitas Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengembangan Madrasah Dininyah di Kabupaten Tasikmalaya (Studi Kasus
di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmlaya), secara
garis besar dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor faktor pendukung dan
T ikmalaya Nomor 4 Tahun 2006,

yaitu:

1. Faktor Faktor Pend

a. Partisipasai dan swadaya Hj@#ﬂkat, maksudnva watak vang

e NWE"I‘-"Q SPrEAS™ o

develapmem) adalagvroses Kn didi demokratisasi di masyarakat

secara oprasmnal tercermin dalam penekanan

partisipasi Im 9 ggm teme\ sentral dalam Kegiatan
penyelengaraan pendidikan Madrasah Diniyah/Lyiniyan 1akminyan;

b. Motivasi siswa, maksudnya bahwa siswa Madrasah Diniyah/Diniyah

Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa

Kabupaten Tasikmalaya, mempunyai motivasi yang kuat untuk

mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah.
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Dalam hal ini faktor motivasi siswa sangat penting karena siswa adalah
yang menjadi sasaran program;

c. Dukungan dari sekolah/madrasah formal, maksudnya bahwa
penyelengara sekolah/ madrasah formal terutama guru pendidikan
agama Islam selalu memberikan motivasi terhadap siswanya untuk
mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah.
Seperti sering melakukan kunjungan ke Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah dimana siswanya mengikuti proses pembelajaran;

d. Kepribadian guru, yaitu guru memiliki kepribadian yang baik,

sehingga dapat menjadi uswatun hasanah. Disamping itu juga guru

2. Faktor Faktor Penghambat
a. Kepemimpinan, yaity ,. _‘”‘

Takmiliyah yang pada umunya belum mampu melaksanakan tugas

dan fung MM})EB §a.l I’%ﬁ§gkut sumber daya
manusia (SDM) ]!ézl‘M&Mxiyah/Dhﬁyah Takmiliyah itu
wair; INDONESIA

b. Ketenagaan, yaitu keadaan ketenagaan di Madrasah Diniyah/Diniyah
Takmiliyah terutama faktor yang paling dominan adalah masalah
keterbatasan personil tenaga kependidikan terutama guru,
dibandingkan dengan jumlah kebututuhan. Tak kalah pentingnya juga

menyangkut sumber daya manusia (SDM) tenaga kependidikan itu
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sendiri, yaitu kompetensi yang dimiliki guru, seperu nainya gaiam
pengelolaan pembelajaran belum mampu melaksanakannya secara
terprogram dengan perangkat administrasi yang jeias;

Dana dan sarana parasarana, maksudnya keberadaan Madrasah
Diniyah /Diniyah Takmiliyah yang ada di Desz Banjarwaringin
Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya dalam penvelengaraan
pendidikannya terhambat dengan dana yang relatif sedikit/kecil.

Padahal untuk meningkatkan mutu pendidikan ketersediaan dana yang

cukup mutlak adanya.

Berangkat dari mﬁw By maka keadaaan sarana prasaranpun
tidak memadai ngﬂraan pendidikan Madrasal Diniyah/
Diniyah Takmil rm@t;

Kurang maksim > gawasan, yang di maksud dalam hal

ini adalah kepenga“;asan f)endidikan yang lebih litekankan kepada

OMWLC¥ E.Bﬁ,lﬂ:ﬁ,ﬁdm intansi yang di beri
tugas dan we\\LSJ-oleAMah Daerah untuk melakukan fungsi
sosialismm NE\&LA‘ogram, dan pembinaan

pelaksanaan program. Kepengawasan pendidikan di  Madrasah
Diniyah/Diniyah Takmilyah yaitu kegiatan sosialisasi, pengawasan,
dan pembinaan program pendidikan. Kepengawasan dilaksanakan
untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum di Madrasah

Diniyah/Diniyah Takmiliyah mutlak harus dilaksanakan;
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e. Pengelola Madarasah Diniyah/Diniyah Takmilivah nada umumnva
tidak peka dan tidak responsif terhadap arah kebijakan program
pendidikan yang ditetapkan Pemeriman waeran raoupaten
Tasikmalaya melalui Peraturan Bupati Tasikmlaya Nomor 4 1ahun
2006, yang diantara tujuan program tersebut adalah meningkatkan
kualitas pendidikan agama Islam pada masyarakat melalui pendidikan
Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dan pendidikan i

sekolah/madrasah formal.

B. Saran A

<
Pelaksanaan program &:ﬂ%gama Islam di Madarasah Diniyah/
@ Z
Diniyah Takmiliyah S seb pola pendidikan agama Islam  di

sekolah/madrasah forma sebagaimana yang diharapkan.

Banyaknya hambatan menganggu suksesnya program terseput, terutama

faktor kcpcumyaﬁam A 5 sarana parasrana. iuga
minimnya peran kepe‘SJHn.Ale itu dalam upaya mensukseskan

program tersebyt mika JU{_periukdn-peratish yane cukuo dari berbacai

pihak, terutama pihak pihak yang terlibat dalam program tersebut, maka yang

diperlukan adalah:

1. Adanya keseriusan dari pemerintah khususnya Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya sebagai penanggung jawab program. Terutama

dalam membantu penyediaan dana dan sarana parsarana, dan pembinaan

tenaga kependidikan;
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2. Harus adanya upaya yang sungguh-sungguh dari pengelola Madrasah
Diniyah /Diniyah Takmiliyah untuk meningkatkan mutu pendidikan;

3. Harus adanya dukungan yang lebih serius dari berbagai kalangan, seperti
kaum agniya, ormas-ormas Islam, dan pemerintahan setempat;

4. Petugas kepengawasan baik dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten,
Kantor Departemen Agama, Kantor Dinas Pendidikan, Camat, UPTD
Pendidikan SD/TK dan Luar Sekolah, KUA, DMI, KKDT Kabupaten,
KKDT Kecamatan, dan Kordes DT, hendaknya melaksanakan
kepengawasan secara serius dan dengan rasa tanggung jawab terhadap

pelaksanaan program pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah

Takmiliyah;

Z
8‘akmiliyah terutama Kepala
Z
gKan kemandirian dan menialin

>

5. Pengelola Madrasah Di

Madrasah hendaknya lebi

UNIyER TAS

hubungan secara internal gan berbagai pihak. Hal 1ni

SN
terutama hubungan ekstrenal dengan Pemerintah Daerah sebagai

penanggung J“NLMEB&SLHZM melalui Dinas
Pendidikan Luar Sekolah.l S I_ A M

INDONESIA
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B. Bidang Kurikulum

’ i Kriteria
No Indikator Sub Indikator Kualitatif
Kalender Pendidikan 12345
Kurikulum 1234398
1 Perencanaan Analisis Materi Pembelajaran 1 23435
Program Tahunan dan Semester | 1 2 3 4 5
Program Pembelajaran 1 23435
Program Pembelajaran 12345
. | Pembagian Tugas dan
2 | Implementasi Posindwalin 1 23435
Pembelajaran di Kelas 1 2345
Penentuan Tujuan dan fungsi 12345
Penetuan Lingkup Penilaian 123435
Penetiian Meétode dan Jenis
3 | Penilaian Penilaia Z 14343
Pene 12345
Pen - 12345
Pro i anijut 1 2345
5 >
C. Bidang Kesiswaan Qmjb’“ ‘ J%ﬂj@]
, Kriteria
No | Indikafr) (NI EHREWTAL Kualitusic
Pengri Siswa 12 349
1 Pemnmmﬁi%‘f?\ 12548
LP i 12 345
. 1 1-2 3°4.5
P Pengembangan Kepribadian 1 2:3.4.5
D. Bidang Ketenagaan
. " Kriteria
No Indikator Sub Indikator Kualitatif
Tenaga Edukatif 12345
o il Y T T 12345
Tenaga Edukatif 12345
2 | Pemempatan I aga Administrafif 12345
3 Pengembangan | Tenaga Edukatif 1 2345
Kemampuan Tenaga Administratif 1 23 45




. Tenaga Edukatif 12345
4 | Kescjahtraan [ 222 Administratit %343
E. Sarana Prasarana

. Kriteria
No Indikator Sub Indikator Kualitatif
Alat Pembelajaran 1 43459
I assan Media Pembelajaran 12345
Bangunan Madrasah 12345
B L Mebelir/Perabot Madrasah 12345
Perencanaan 1 23435
3 Pencelolaan Pemanfaatan 123435
g Pemeliharaan 12345
Pengembangan 12345
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